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SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,
Om Suwastiastu,
Namo Buddhaya,

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya
meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam
rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian
penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah
peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang
meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan APBN.

Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang
efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang pro-
fesional dan berintegritas. Bendahara Pengelu-
aran sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan
Negara di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran
strategis dalam rangka peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan negara.

Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi informasi yang
sangat cepat, diperlukan kemampuan Bendahara Pengeluaran dalam memperbarui serta mengakselerasi
pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi
para Bendahara Pengeluaran yang sesuai dengan perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi infor-
masi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis Bendahara Pengeluaran ini diharapkan mampu berperan sebagai media peningkatan ka
pasitas Bendahara Pengeluaran yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam
rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Direktorat Sistem Perbendaharaan yang
telah mewujudkan media pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan ini.

Tak lupa saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders/mitra kerja kami yang
telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi digital ini. Semoga kehadiran publikasi ini membawa man-
faat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap langkah kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Jakarta, Maret 2018

Direktur Jenderal Perbenc%uan
M/wntﬁ/"

arwanto Harjowiryono
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas selesainya Panduan Teknis Bendahara
Pengeluaran yang merupakan volume keempat dari
Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan
Negara. Sebelumnya telah hadir Panduan Teknis
PPSPM (volume 1), Panduan Teknis PPK (volume 2),
Panduan Teknis KPA (volume 3).

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu

solusi dalam upaya peningkatan kapasitas penge-
lola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN
khususnya Bendahara Pengeluaran serta perbaikan
dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih
baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang
berkesinambungan.

Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi terhadap
uang yang dikelolanya.

Sejalan dengan program go green Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam
bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu, dapat membantu mening-
katkan kapasitas Bendahara Pengeluaran dengan biaya yang lebih murah, aksesibilitas yang tinggi, dan
keterbatasan geografis dapat diatasi.

Saya juga mengapresiasi publikasi panduan teknis ini, sejalan dengan Program Literasi Perbendaharaan yang
memiliki fokus pada Program Perbendaharaan Menulis. Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran kami harap-
kan bisa berkontribusi pada program yang menjadi tema utama Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.

Dengan selesainya penyusunan panduan teknis ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimanapun, panduan teknis ini
tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kritik, saran, dan sumbangan
pikiran dari seluruh pembaca guna memperbaiki kualitas panduan teknis ini ke depan.

Akhirnya, semoga keberadaan panduan teknis ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan
pembacanya, khususnya Bendahara Pengeluaran, sebagai upaya menuju pengelolaan keuangan negara
yang lebih baik.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2018

Direktur Sistem Perbendaharaan
.

R. M. Wiwieng Handayaningsih
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Ruang Lingkup




PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari
instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang
dicita-citakan vyaitu mewujudkan masyarakat adil dan
makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan
ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun
baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan
negara. SDM memainkan peranan penting dalam pengelolaan
keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Peranan penting dimaksud tercermin
dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.

Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam
Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang secara spesifik mengatur
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara. Di dalam regulasi
tersebut, Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari
Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah, dan
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya, Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
menguraikan lebih rinci cakupan Pejabat Perbendaharaan
Negara yang tergolong Pengguna Anggaran, meliputi
Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Dalam  struktur
organisasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker), suatu
Satker memiliki Pejabat Perbendaharaan Negara yang terdiri

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




dari 1 (satu) KPA, 1 (satu) atau lebih PPK, 1 (satu) orang
PPSPM, dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan (untuk Satker yang memiliki
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional).

Sebagai kelanjutan dari Seri Panduan Teknis Digital Pejabat
Perbendaharaan Negara, juga dalam rangka menyediakan
media peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara
dalam mengemban tugas dan wewenangnya dalam mengelola
keuangan APBN di seluruh Satker, maka Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) berinisiasi untuk
menerbitkan publikasi digital yang dapat digunakan oleh salah
satu Pejabat Perbendaharaan Negara, yaitu Bendahara
Pengeluaran. Pada Bab ini, disajikan berbagai informasi
pendahuluan bagi para pembaca, mulai dari latar belakang,
tujuan, sampai dengan ruang lingkup penulisan.

1.1. Latar Belakang

Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik
(best practice) dalam pengelolaan keuangan negara,
pengelolaan APBN seyogyanya dilaksanakan berlandaskan
prinsip profesionalisme, transparansi (keterbukaan), dan
akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana
tercermin pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan
penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang pada
tataran teknis diwujudkan antara lain melalui berbagai
program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan
Negara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen
Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret 2017,
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terdapat 95.659 Pejabat Perbendaharaan Negara yang
tersebar pada 23.653 Satker di seluruh Indonesia. Jumlah
tersebut tersebar secara geografis dari kota besar sampai
dengan pelosok kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dengan jumlahnya yang besar dan cakupan geografis yang
sangat luas, peningkatan kapasitas melalui
penyelenggaraan diklat saja tidak cukup dengan berbagai
pertimbangan, antara lain efisiensi dan efektifitas.

Salah satu solusi yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan
dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas
Pejabat Perbendaharaan Negara yaitu dengan menyusun
sebuah Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran yang
dipublikasikan secara elektronik. Publikasi elektronik ini
diharapkan dapat mengatasi masalah cakupan geografis
yang luas dan jumlah Pejabat Perbendaharaan yang
sangat banyak. Dengan semangat go green, pemanfaatan
teknologi buku digital diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektifitas program peningkatan kapasitas
Pejabat Perbendaharaan Negara.

Panduan teknis ini disusun sebagai volume kelima dari Seri
Panduan Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan Negara.
Selain karena pentingnya peran Bendahara Pengeluaran
dalam  pengelolaan  keuangan  Satker  sebagai
“kepanjangan tangan” Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara yang ada di Satker dan
bertanggung jawab terhadap pengeluaran negara dari
uang yang dikelolanya, Bendahara Pengeluaran juga
menjadi topik yang dipilih dalam rangka memperkaya Seri
Panduan Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan Negara
yang sebelumnya telah mempublikasikan Panduan Teknis
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PPSPM dan PPK pada volume-volume sebelumnya. Dalam
tataran teknis, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Yang
patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Pengeluaran
bertanggung jawab secara pribadi terhadap uang yang
dikelolanya.

Selain dari peran penting Bendahara Pengeluaran dalam

pengelolaan APBN, beberapa permasalahan terkait

pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari hasil evaluasi
indikator kinerja Satker oleh Direktorat Pelaksanaan

Anggaran Ditjen Perbendaharaan juga menunjukkan

bahwa kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkat Satuan

Kerja masih perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan evaluasi

terhadap kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran

2016 pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L),

yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan terdapat

beberapa fakta antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat keterlambatan pengajuan SPM GUP ke
KPPN (lebih dari 30 hari) sejumlah 52.454 SPM GUP
atau sebesar 17 %.

2. Terdapat keterlambatan pengajuan LPJ Bendahara
Pengeluaran ke KPPN yang mencapai lebih dari
sepertiga.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi

lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja

pelaksanaan anggaran pada tingkatan Satker. Salah satu
strategi yang perlu ditempuh dengan serius adalah
peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




yang merupakan elemen SDM dalam pengelolaan
keuangan satuan kerja. Dengan jumlah Pejabat
Perbendaharaan Negara yang sangat banyak dan tersebar
di seluruh satker di Indonesia, maka dibutuhkan sebuah
media peningkatan kapasitas alternatif selain dari
pendidikan dan pelatihan yang selama ini menjadi moda
utama dalam peningkatan kapasitas SDM.

Dengan menerbitkan Panduan Teknis Bendahara
Pengeluaran secara digital diharapkan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Sistem
Perbendaharaan dapat menyediakan alternatif berupa
media peningkatan kapasitas yang dapat diakses dengan
mudah oleh seluruh Pejabat Perbendaharaan Negara di
seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi
publikasi digital juga diharap biaya dalam memproduksi
media peningkatan kapasitas ini dapat ditekan dengan
meminimalisir pencetakan konvensional yang
menggunakan kertas dan membutuhkan biaya yang besar,
sehingga efektivitas dan efisiensi peningkatan kapasitas
Pejabat Perbendaharaan Negara dapat ditingkatkan.

1.2. Tujuan

Sebagai salah satu bagian dari Seri Panduan Teknis Digital
Pejabat Perbendaharaan Negara, buku ini diharapkan
dapat memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Referensi Bagi Bendahara Pengeluaran
Panduan Teknis ini merupakan referensi tambahan
bagi Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas dan wewenangnya. Bendahara Pengeluaran
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agar tetap mengacu pada referensi pokok/utama
berupa ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara, antara lain: Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
APBN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, PMK Nomor 162/PMK.05/2013 jo.
PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan
dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN, dan PMK Nomor 126/PMK.05/2016
jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN, beserta peraturan-peraturan teknis
turunannya.

Kehadiran Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran
diharapkan dapat membantu Bendahara Pengeluaran
dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Melalui
panduan teknis ini diharapkan Bendahara
Pengeluaran dapat memperoleh pemahaman,
pengetahuan, dan peningkatan kapasitas yang
meliputi: konsep, peraturan perundang-undangan,
dan aplikasi yang digunakan sesuai tugas dan
wewenangnya.

2. Bahan Pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan
KPPN
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Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan
KPPN memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan
bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan sesuai
lingkup kerjanya masing-masing. Sejalan dengan hal
tersebut, hadirnya Panduan Teknis Bendahara
Pengeluaran dapat menjadi salah satu alternatif
sumbangan atau bahan pembinaan bagi Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.

3. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja

Peningkatan kapasitas SDM Pejabat Perbendaharaan
Negara khususnya Bendahara Pengeluaran
diharapkan memberikan dampak pada penguatan
pengelola keuangan pada Satker pengelola APBN.
Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran disajikan
secara mendasar, bertahap, dan rinci sehingga
memudahkan untuk dipahami, diharapkan dapat
memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan
kinerja keuangan Satker ke arah yang lebih baik dan
berkualitas.

1.3. Ruang Lingkup

Target utama sebagai pembaca dari buku ini merupakan
para Bendahara Pengeluaran yang bertugas di Satker
pengelola APBN. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan
dapat menjadi panduan bagi Bendahara Pengeluaran
dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Oleh karena
itu, konteks penulisan panduan ini adalah tugas dan
wewenang Bendahara Pengeluaran. Panduan Teknis ini
disusun dengan mengacu kepada regulasi dan peraturan
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yang berlaku terkait tugas dan wewenang Bendahara
Pengeluaran dalam pengelolaan keuangan di K/L. Secara
spesifik, referensi yang digunakan dalam penyusunan
panduan ini mengacu antara lain kepada Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor
190/PMK.05/2012, PMK Nomor 162/PMK.05/2013 jo.
PMK Nomor 230/PMK.05/2016, dan PMK Nomor
126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017
serta peraturan dan regulasi yang menjadi turunannya.
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB

PERAN BENDAHARA
PENGELUARAN

2.1 Pejabat Perbendaharaan Negara

2.2 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengelu-
aran

2.3 Profil Bendahara Pengeluaran Kementeri-
an/Lembaga




PERAN BENDAHARA PENGELUARAN

Seperti yang telah disampaikan pada Bab I, konteks buku ini terkait
dengan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran dalam
pengelolaan APBN. Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran
meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
negara. Untuk memahami pentingnya peran Bendahara Pengeluaran
dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker, Bendahara
Pengeluaran perlu juga mengetahui mengenai hubungan tugas dan
wewenangnya dengan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya,
antara lain dengan KPA sebagai pimpinan dalam struktur pengelolaan
keuangan Satker dan PPK sebagai pihak yang memerintahkan
pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran. Pemahaman mengenai
aspek ini dapat membantu Bendahara Pengeluaran untuk
mendapatkan gambaran mengenai prinsip saling uji (check and
balance) dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker.

Bab ini akan membahas struktur organisasi Pejabat Perbendaharaan
Negara dan peranan Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan
APBN pada tingkat Satker. Aspek konseptual dari Pejabat
Perbendaharaan Negara terutama hubungan antara KPA, PPK, dan
Bendahara Pengeluaran, akan mengawali bab ini. Selanjutnya,
membahas mengenai tugas-tugas dan wewenang seorang
Bendahara Pengeluaran, termasuk cakupan pekerjaannya. Sebagai
informasi tambahan, pada akhir dari bab ini disajikan profil
Bendahara Pengeluaran pada K/L yang dihasilkan dari pemutakhiran
database Pejabat Perbendaharaan Negara yang dilakukan oleh Ditjen
Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2017.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran
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2.1. Pejabat Perbendaharaan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh
Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang
memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan
yang ada pada setiap K/L sampai dengan Satker sebagai unit
terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban.

Secara konseptual, pondasi dari pengelolaan keuangan negara
oleh Pejabat Perbendaharaan Negara yang menjadi ruh dari
pengelolaan APBN adalah prinsip let the managers manage.
Prinsip tersebut secara implisit digambarkan dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari
kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku
Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan
negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan
lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Menteri/pimpinan lembaga merupakan Chief Operating Officer
(COO0) sedangkan Menteri Keuangan merupakan Chief Financial
Officer (CFO). Dalam pelaksanaan anggaran, keduanya
mempunyai kedudukan yang setara dalam rangka menjaga
terlaksananya prinsip saling uji (check and balance), kejelasan
dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta untuk
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mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam

penyelenggaraan tugas pemerintah.

Tabel 1. Tugas Pejabat Perbendaharaan Negara

No. Nama
Jabatan
1 KPA a.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran

Tugas dan Wewenang

Menyusun DIPA

Menetapkan PPK untuk
melakukan  tindakan  yang
mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara
Menetapkan PPSPM  untuk
melakukan pengujian tagihan
dan menerbitkan SPM atas
beban anggaran belanja Negara
Menetapkan panitia/pejabat
yang terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan dan pengelola
anggaran/keuangan
Menetapkan rencana

pelaksanaan  kegiatan  dan
rencana penarikan dana
Memberikan  supervisi  dan
konsultasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan penarikan dana
Mengawasi penatausahaan
dokumen dan transaksi yang
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berkaitan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran

h. Menyusun laporan keuangan
dan kinerja atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

PPK a. Menyusun rencana pelaksanaan

kegiatan dan rencana penarikan
dana berdasarkan DIPA

b. Menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa

c. Membuat, menandatangani dan
melaksanakan

perjanjian/kontrak dengan
Penyedia Barang/Jasa

d. Melaksanakan kegiatan
swakelola

e. Memberitahukan kepada Kuasa
BUN atas perjanjian/kontrak
yang dilakukannya

f. Mengendalikan pelaksanaan
perjanjian/kontrak

g. Menguji dan menandatangani
surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara

h. Membuat dan menandatangani
SPP
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3 PPSPM

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran

Melaporkan
pelaksanaan/penyelesaian
kegiatan kepada KPA
Menyerahkan hasil pekerjaan
pelaksanaan kegiatan kepada
KPA dengan Berita Acara
Penyerahan

Menyimpan dan menjaga
keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan
Melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Menguji kebenaran SPP beserta
dokumen pendukung

Menolak dan mengembalikan
SPP, apabila SPP tidak
memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan

Membebankan tagihan pada
mata anggaran yang telah
disediakan

Menerbitkan SPM
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e. Menyimpan dan  menjaga
keutuhan seluruh dokumen hak

tagih
f.  Melaporkan pelaksanaan
pengujian dan perintah

pembayaran kepada KPA
g. Melaksanakan tugas dan

wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan
pengujian dan perintah
pembayaran

Bendahara a. Menerima dan menyimpan uang
Penerimaan pendapatan negara
b. Menyetorkan uang pendapatan
negara ke rekening Kas Negara
secara periodik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
c. Menatausahakan transaksi uang
pendapatan negara di
lingkungan K/L/Satker
d. Menyelenggarakan pembukuan
transaksi uang pendapatan
negara
e. Mengelola rekening tempat
penyimpanan uang pendapatan
negara
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5 Bendahara
Pengeluaran

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran

Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bendahara
kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan Kuasa BUN
Menerima dan menyimpan uang
persediaan

Melakukan pengujian tagihan
yang akan dibayarkan melalui
uang persediaan

Melakukan pembayaran yang
dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan
perintah KPA

Menolak perintah pembayaran
apabila tagihan tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan
Melakukan
pemotongan/pemungutan dari
pembayaran yang dilakukannya
atas kewajiban kepada negara
Menyetorkan
pemotongan/pemungutan
kewajiban kepada Negara ke
Rekening Kas Umum Negara
Menatausahakan transaksi uang
persediaan

Menyelenggarakan pembukuan
transaksi uang persediaan
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i. Mengelola rekening tempat
penyimpanan uang persediaan

j. Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bendahara
kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan Kuasa BUN

k. Menjalankan tugas
kebendaharaan lainnya

Menteri/pimpinan lembaga, selaku PA, dapat menunjuk Kepala
Satker untuk melaksanakan kegiatan K/L sebagai KPA dan
menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya. Jabatan
KPA tersebut bersifat ex-officio, atau dalam kata lain, jabatan KPA
melekat kepada jabatan Kepala Satker. Apabila jabatan KPA
berakhir atau mengalami pergantian pejabat maka Pejabat
Perbendaharaan Negara yang ditunjuk juga berakhir masa
jabatannya.

Gambar 1 di bawah ini merupakan ilustrasi struktur pengelolaan
keuangan di Satuan Kerja. Dalam kewenangannya menetapkan
Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, KPA memiliki
wewenang, antara lain menetapkan PPK untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara, dan menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian
tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja
negara®. Sedangkan yang memiliki kewenangan mengangkat
Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran  untuk

" Pasal 8 PP No. 45 Tahun 2013.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




melaksanakan anggaran pendapatan/belanja negara vyaitu
Kepala Satker.

MENTERI/PIMP. LEMBAGA
(1)

|

PENGGUNA ANGGARAN ]

KUASA PA
KEPALA SATKER
(2)
, , !
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGUJI SPP BENDAHARA
PPK PPSPM PENERIMAAN dan/atau PENGELUARAN
(3) {4) (5)

J

» (2) tidak boleh merangkap (5)
> (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap

Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka:
% (2) dapat merangkap (3) atau (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
PMK Nomor 190/PMK.05/2012

Gambar 1. Struktur Pengelola Keuangan Negara

Prinsip check and balance di antara Pejabat Perbendaharaan
Negara merupakan salah satu perubahan mendasar yang tidak
ada sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ditetapkan. Prinsip saling uji antara K/L
dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal pada tingkat
pemerintahan, dan antara KPA dengan Bendahara Pengeluaran
pada tingkat Satker merupakan hal yang baru diperkenalkan
setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan. Selain
prinsip saling uji, menteri/pimpinan lembaga dan KPA pada
Satker melakukan fungsi-fungsi manajemen yang merupakan
representasi siklus anggaran, yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
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Struktur kelembagaan dan tata kerja Pejabat Perbendaharaan
Negara selanjutnya di rinci secara detil pada Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK
No. 190/PMK.05/2012. Dalam PMK tersebut, diatur bahwa untuk
1 (satu) DIPA, KPA dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK?
dan 1 (satu) PPSPM?3, dan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan  anggaran
pendapatan/belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat
Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran di setiap Satker
serta menegaskan bahwa kewenangan pengangkatan Bendahara
Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala Satker. Sesuai
dengan pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK No. 190/PMK.05/2012.

Selain mengatur kewenangan pengangkatan oleh KPA, dalam
PMK tersebut juga mengatur mengenai perangkapan jabatan
dalam struktur Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satker.
Lebih jauh, dalam rangka memenuhi prinsip check and balance,
mengatur bahwa jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM (pasal 22 ayat
(5)). Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai
yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat
Perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi
Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan
pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Untuk
perangkapan jabatan yang diperbolehkan ketentuan ini, yaitu

2 Pasal 11 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
3 Pasal 14 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
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perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM, dan namun
tidak memperkenankan PPK merangkap sebagai PPSPM.

Tabel 2. Perangkapan Pejabat Perbendaharaan Negara

Jabatan & KPA PPK PPSPM Bendahara Bendahara

Perangkapan Penerimaan Pengeluaran
KPA

PPK

PPSPM

Bendahara
Penerimaan

Bendahara

Pengeluaran

Keterangan:
V = dimungkinkan adanya perangkapan jabatan
X =di antara jabatan tersebut tidak boleh saling merangkap

Kesimpulannya, sebagai seorang manajer keuangan pada tingkat
Satker, seorang KPA diberikan kewenangan untuk mengelola
keuangan pada tingkat Satker dengan berpedoman pada
peraturan yang berlaku. Sebagai seorang manajer, KPA dibantu
oleh PPK dalam hal membuat tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran negara dan di sisi lain menunjuk PPSPM dalam
menguji tagihan atas beban APBN. Dengan kata lain PPK dan
PPSPM menerima delegasi wewenang dari KPA terkait
pengelolaan keuangan Satker. Sedangkan Kepala Satker
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mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran
dalam rangka melaksanakan APBN.

2.2. Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Perbendaharaan Negara

yang diangkat oleh Kepala Satker* untuk melaksanakan anggaran

belanja pada Satker®. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2013 mengatur tentang cakupan tugas dan wewenang

Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran memiliki

kewenangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan terkait

uang persediaan. Pelaksanaan tugas dimaksud meliputi:

a. menerima dan menyimpan uang persediaan.

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui
uang persediaan.

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan perintah KPA.

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara.

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
Negara ke Rekening Kas Umum Negara.

g. menatausahakan transaksi uang persediaan.

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan.

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan.

4 Pasal 22 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
5 Pasal 22 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2013.
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j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara
kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

2.3. Profil Bendahara Pengeluaran Kementerian/Lembaga
2.3.1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan hasil pemutakhiran database Pejabat
Perbendaharaan Negara pada Satker pengelola APBN
yang diterima dari KPPN dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan tahun 2016 (data diolah terakhir per
31 Maret 2017), Ditjen Perbendaharaan telah
melakukan inventarisasi data Pejabat
Perbendaharaan Negara pada K/L berjumlah 22.060
dari total 23.653 Satker (data SPAN per tanggal 31
Desember 2016) atau 93,27%. Dari 22.060 Satker
tersebut, terdata 22.060 KPA, 25.545 PPK, 21.012
PPSPM, 3.465 Bendahara Penerimaan, dan 20.956
Bendahara Pengeluaran.

Gambar 2. Jumlah Data Bendahara Pengeluaran yang
Terkumpul
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2.3.2. Usia, Golongan, dan Jenis Kelamin Bendahara
Pengeluaran

Berdasarkan usia, sebagian besar Bendahara Pengeluaran
berusia antara 31 sampai dengan 40 tahun, dengan jumlah
10.207 Bendahara Pengeluaran (48,71%) dari seluruh
Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk Bendahara
Pengeluaran yang berusia antara 41 sampai dengan 50 tahun
sebanyak 5.738 Bendahara Pengeluaran (27,38%). Sebanyak
2.589 Bendahara Pengeluaran (12,35%) berumur di atas 50
tahun. Sementara, untuk yang berumur maksimal 30 tahun
sebanyak 2.422 Bendahara Pengeluaran (11,56%).

2.589

(12,35%)

<30
2.422
(11,56%)

31-40
10.207
(48,71%)

Gambar 3. Profil Usia Bendahara Pengeluaran

Menurut golongan/kepangkatan, Bendahara Pengeluaran
saat ini mayoritas menduduki golongan Il dengan jumlah
13.135 Bendahara Pengeluaran (62,68%) dari keseluruhan
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Bendahara Pengeluaran, diikuti golongan Il sebanyak 7.482
Bendahara Pengeluaran (35,70%), golongan |V sebanyak 334
Bendahara Pengeluaran (1,59%), dan masih terdapat
bendahara pengeluaran yang menduduki golongan | yaitu
sebanyak 5 Bendahara Pengeluaran (0,03%).

Gol. 1
5
(0,03%)

Gol. 1t
7.482
(35,70%)

Gol. 11
13.135
(62,68%)

Gambar 4. Profil Golongan Bendahara Pengeluaran

2.3.3. Tingkat Pendidikan Bendahara Pengeluaran

Dari sisi tingkat pendidikan, Bendahara Pengeluaran
sebagian besar mempunyai strata pendidikan Sarjana/D4
dengan jumlah 11.491 Bendahara Pengeluaran dari 20.956
keseluruhan Bendahara Pengeluaran atau 54,83%, diikuti
SMA/sederajat atau lebih rendah sebanyak 5.519 Bendahara
Pengeluaran atau sekitar 26,34% dan Diploma sebanyak
3.151 Bendahara Pengeluaran atau sekitar 15,04%.
Selebihnya, S2 sebanyak 786 Bendahara Pengeluaran atau
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sekitar 3,75% memiliki tingkat pendidikan S2 dan 9
Bendahara Pengeluaran atau sekitar 0,04% memiliki tingkat
pendidikan doktoral.

$1/DIV
11.491

<SMA /
Sederajat
5.519
Diploma
(1, 1, 1)
3.151

S2
786 53
— -

Gambar 5. Tingkat Pendidikan Bendahara Pengeluaran

2.3.4. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran
Dari data yang diolah berdasarkan pernah atau tidaknya
mengikuti program diklat terkait tugas dan wewenang
Bendahara Pengeluaran, dari total 20.956 Bendahara
Pengeluaran hanya 3.835 (18,3%) yang memiliki sertifikat
diklat terkait peningkatan kapasitas sebagai Bendahara
Pengeluaran, sedangkan sisanya sejumlah 17.121 Bendahara
Pengeluaran (81,7%) belum atau tidak mempunyai sertifikat
pendidikan dan pelatihan.
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Gambar 6. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran
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PEMAHAMAN DASAR TUGAS
BENDAHARA PENGELUARAN

Bab ini membahas pokok-pokok atau ketentuan mendasar yang
harus dipahami oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dengan
membaca bab ini, pembaca diharapkan:

1. Mengetahui ketentuan umum, khusus, dan lain-lain terkait
pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;

2. Memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan APBN secara
umum;

3. Memahami struktur dan kodifikasi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

4. Memahami dan mampu menggunakan Bagan Akun Standar
(BAS) yang tepat;

5. Memahami dan mengimplementasikan ketentuan dan batasan
standar biaya APBN;

6. Memahami proses sertifikasi bendahara;

7. Memahami prosedur pengangkatan, serah terima jabatan, dan
pemberhentian Bendahara Pengeluaran;

8. Memahami prosedur pengelolaan rekening Bendahara
Pengeluaran;

9. Memahami alur pembayaran kepada pihak ketiga/pihak
penerima;

10.Memahami jenis dokumen yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran.
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3.1. Aturan Umum Keuangan Negara dan Tugas Bendahara
Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu Pejabat
Perbendaharaan Negara yang memegang peranan sangat krusial
di Satuan Kerja, khususnya dalam melaksanakan pembayaran
kepada pihak ketiga. Dalam siklus anggaran, khususnya pada
tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran akan kita
jumpai peran dari Bendahara Pengeluaran. Karena penting dan
luasnya cakupan kerja Bendahara Pengeluaran maka Bendahara
Pengeluaran seharusnya dapat menjalankan tugas dan
kewenangannya dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, hal mendasar yang harus
dipahami oleh seorang Bendahara Pengeluaran adalah
mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan mengenai
pengelolaan keuangan APBN, perbendaharaan negara, sampai
dengan ketentuan yang mengatur teknis operasional.

Adapun ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami oleh seorang
Bendahara Pengeluaran yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015
tentane Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendabatan dan
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Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara
Elektronik;

9. Peraturan Menteri Keuangan 182/PMK.05/2017 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
Kementerian Negara/Lembaga

10.PMK Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun Anggaran 2018;

11.PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018;

12.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara.
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3.2. Aturan dan Ketentuan Lainnya Terkait Tugas Bendahara
Pengeluaran

Selain  peraturan umum terkait tugas-tugas Bendahara
Pengeluaran di atas, ada juga peraturan terkait tugas Bendahara
Pengeluaran di unit-unit atau kementerian/lembaga tertentu
yang spesifik dan diatur secara khusus, ataupun peraturan yang
tidak berkaitan dengan tugas Bendahara Pengeluaran tetapi harus
dipahami oleh Bendahara Pengeluaran, antara lain sebagai
berikut:

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak;

2. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan;

3. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
4. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

5. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

6. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama
Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa;

7. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa;

8. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga
atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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9. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri;

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017;

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengisian Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran;

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017;

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

16.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Badan Layanan Umum serta Verifikasi  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.
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3.3.

17.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
23/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan
APBN. DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, dan
dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanjaZ.
Dokumen tersebut paling sedikit memuat informasi-informasi
berupa: sasaran yang hendak dicapai; pagu anggaran yang
dialokasikan; fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja; kantor
bayar; rencana penarikan dana; dan rencana penerimaan dana3.
DIPA digunakan oleh PA/KPA sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran®. DIPA merupakan dokumen yang memuat jumlah
anggaran yang dialokasikan untuk suatu Satker dan merupakan
dasar penggunaan APBN pada tingkat Satker.

DIPA terdiri atas beberapa bagian yang memuat informasi-
informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pencairan dana. Dasar
hukum pengesahan DIPA setiap tahun dapat mengalami
perubahan, antara lain perubahan format, nomenklatur, maupun
pejabat yang berwenang mengesahkan. Peraturan terbaru
terkait pengesahan DIPA yang berlaku pada saat buku ini disusun
adalah PMK Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, yang mulai berlaku per 31 Oktober 2016.
Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa DIPA terdiri atas: (1) DIPA

Pasal 1 angka 22 PP No. 45 Tahun 2013
Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2013

Pasal 31 PP 45 Tahun 2013.

Pasal 36 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
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Induk; dan (2) DIPA Petikan®. DIPA Induk adalah akumulasi dari
DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon | K/L
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)®. DIPA Induk tidak
berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar
pencairan  dana/pengesahan bagi Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara’. Sementara, DIPA
Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan
pencairan  dana/pengesahan bagi Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. DIPA Petikan terdiri
atas®:

5 Pasal 22 ayat (3) PMK No. 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

6 Pasal 1 angka 23 PMK No. 163/PMK.02/2016.

7 Pasal 24 ayat (4) huruf c PMK No. 163/PMK.02/2016.

8 pasal 24 ayat (1) PMK No. 163/PMK.02/2016.
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Komenierian Negarafembags - 0000
Unik Organissi <0
i £ XX)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR : DIPA- aaa bb.c.ddddddi2XXX
A INFORMASI KINERJA

Kuasa Pengouna Anggaran
Bendahara Pengaluacan
sbat SPM

OO IO

Provinsi
Kode/Name Sakes

Intormasi 8L ©
1. Swas BLU
7 Oesan Fesenas ANDEng e

dengan Rangrung FNEP ssbesar xx% 3, Saldo Awat Kas BLU

4. Sakuo Akhir Kas BLL

OIGITAL STAMP

A EH IR H A EX A EAAEHAXHAEAAA

£ XOOHXHEEH KX XK IH XK KIXIK K

1 Fungsi o
Sub Fangs
Sub Funsi
Fungs:
Sub Fungsi
Sub Fuagsi

2. Program XX XX XX
Hasd (Outome)

1KU Program

Kegiabn s
Tncdicalr Kinevia Kagiatn 1.

2

Keluaean (Oupu) 1 13000000
ZRXXX XXX

a.

Rp 099995 990 999.996 999
R 596 996 996 999 999 999
Ro. 999.999 999 999.099.999

Rp. 599,999,999 999 999.999
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3.4. Bagan Akun Standar (BAS)

Seorang Bendahara Pengeluaran pada dasarnya harus
mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan mengenai
pengelolaan keuangan negara. Ketentuan dimaksud antara lain
pemahaman dan pengetahuan tentang Bagan Akun Standar
(BAS). BAS merupakan kodefikasi dan klasifikasi yang disusun
berdasarkan kaidah tertentu yang digunakan dalam proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban.

Pengaturan BAS lebih lanjut diatur antara lain pada PMK Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah®.
BAS terdiri atas segmen-segmen dan atribut. Segmen adalah
bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi
transaksi yang diakses oleh sistem aplikasi'®. Sedangkan atribut
adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen*'.
BAS tidak hanya bermanfaat pada saat pelaksanaan anggaran
semata, namun dimulai saat perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban. BAS digunakan oleh K/L dan BUN sebagai
pedoman dalam??:

1. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL)/Rencana Dana Pengeluaran
Bendahara Umum Negara (RDP-BUN);

® Pasal 1 angka 1 PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
'© Pasal 1 angka 6 PMK No. 214/PMK.05/2013.

" Pasal 1 angka 7 PMK No. 214/PMK.05/2013.

2 pasal 4 PMK No. 214/PMK.05/2013.
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2. penyusunan DIPA;

3. pelaksanaan anggaran;

4. pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan
5

. proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat.

Pengisian kode akun pada pembuatan kuitansi dan pembukuan
selain menyesuaikan dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran
Satker, Bendahara Pengeluaran wajib berpedoman pada
ketentuan BAS. Sehingga pengetahuan dan pemahaman BAS
bagi Bendahara Pengeluaran sangatlah penting untuk
mengurangi kesalahan penggunaan kode akun tersebut.
Struktur BAS meliputi 12 (dua belas) segmen sebagai berikut!3:

1. Segmen Satker

Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang bertanggung
jawab dalam pencatatan transaksi.

2. Segmen KPPN

Segmen ini menunjukkan adanya fungsi tempat pemrosesan
pembayaran melalui kantor pelayanan perbendaharaan di
bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

3. Segmen Akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu :
a. Akun APBN :
1) Estimasi Pendapatan;
2) Apropriasi Belanja;
3) Apropriasi Transfer;
4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan; dan
5) Estimasi Pengeluaran Pembiayaan.

b. Akun DIPA :

'3 Bab Il Lampiran PMK No. 214/PMK.05/2013.
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1) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan;
2) Alotmen Belanja;
3) Alotmen Transfer;

4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan;
dan

5) Alotmen Pengeluaran Pembiayaan.

c. Akun Komitmen :

1) Komitmen Belanja 5) Komitmen Belanja
Pegawai; Subsidi;

2) Komitmen Belanja 6) Komitmen Belanja
Barang; Hibah;

3) Komitmen Belanja 7) Komitmen Belanja
Modal; Bantuan Sosial;

4) Komitmen Belanja 8) Komitmen Belanja Lain-
Bunga; lain; dan

9) Komitmen Transfer.

d. Akun Realisasi :
1) Realisasi Pendapatan LO (Laporan Operasional);
2) Realisasi Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran);
3) Realisasi Beban;
4) Realisasi Belanja;
5) Realisasi Beban Transfer;
6) Realisasi Transfer;
7) Realisasi Penerimaan Pembiayaan; dan

8) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.
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e. Akun Transitoris :
1) Penerimaan non anggaran; dan
2) Pengeluaran non anggaran.

f. Akun Neraca:
1) Aset;
2) Kewajiban; dan
3) Ekuitas.

. Segmen Program

Segmen program merupakan penjabaran kebijakan
Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa
kegiatan.

. Segmen Output

Segmen output akan melekat pada pelaksanaan dan
pencapaian suatu kegiatan, sehingga output merupakan
kombinasi dari kode kegiatan dan kode output, dengan atribut
berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan satuan volume
output.

. Segmen Dana

Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan
anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan
memiliki cara penarikan dana yang sesuai dengan sumber
dana tersebut.

. Segmen Bank

Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank
berbeda dalam pengelolaan anggaran oleh pemegang kas
pemerintah yaitu Kuasa BUN yang dalam hal ini dilakukan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat
dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.

. Segmen Kewenangan
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Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa
kewenangan sebagai berikut: Kewenangan Kantor Pusat,
Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
Desentralisasi, dan Urusan Bersama.

9. Segmen Lokasi

Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan
dan/atau penerima dana.

10.Segmen Anggaran

Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan
pencatatan transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas
transaksi APBN, DIPA, Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan
Penyesuaian Akrual.

11.Segmen Antar Entitas

Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang berisi
Ditagihkan Kepada Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari
Entitas Lain (Due From) sebagai lawan dari kode Satker untuk
transaksi antar entitas.

12.Segmen Cadangan
Kode cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan
jika nantinya dalam pengembangan BAS ke depan akan
membutuhkan segmen baru yang belum tertampung dalam
segmen kodefikasi BAS saat ini.
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Rincian Struktur BAS dapat digambarkan sesuai tabel di bawah ini:

No Segmen
1 Satker
2 KPPN
3 Akun
4 Program
5 Output
6 Dana
7 Bank

8 | Kewenangan
9 Lokasi

10 Anggaran

11 Antar
Entitas

12 Cadangan

Digit

6

3+2+2

443

1+1+8

1+4

1

2+2

Tabel 1. Struktur Bagan Akun Standar (BAS)

Uraian

Kode Satker

Kode KPPN

Kode Akun
Kode BA, Eselon |,
Program
Kode Kegiatan,
Output

Kode Sumber
Dana, Cara Tarik,
No. Register
Kode Tipe
Rekening, No.
Rekening, Bank
Kode
Kewenangan
Kode Propinsi,
Kab/Kota
Kode Anggaran
Kode Antar
Entitas
Kode Cadangan

Atribut
Pelaporan
BA, Eselon |,
Konsolidasi
Satker
Kode Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan

Kegiatan, Fungsi,
Subfungsi,
Satuan
No Register

Kode KPPN

Belum
digunakan
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3.5. Standar Biaya

Standar biaya merupakan salah satu instrumen dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L), sebagaimana termaktub dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga’®. Standar biaya berperan penting untuk
meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Satker.

Sebagai upaya mengembangkan standar biaya, Menteri
Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 48/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018. Standar biaya
didefinisikan sebagai satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal (Chief Financial Officer) baik
berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran,
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam
penyusunan RKA-K/L'®. Standar biaya terbagi menjadi dua jenis,
yaitu standar biaya masukan dan standar biaya keluaran?®.

Peraturan standar biaya terbagi menjadi dua, yaitu peraturan
yang bersifat regelling (pengaturan) dan beschikking
(penetapan). Peraturan standar biaya yang bersifat regelling,
digunakan dalam jangka panjang dan mengatur penerapan
standar biaya itu sendiri. Sedangkan peraturan standar biaya
yang bersifat beschikking hanya digunakan selama satu tahun
(tiap tahun berganti) dan mengatur penetapan satuan-satuan
biaya. Peraturan standar biaya yang bersifat regelling yaitu PMK
Nomor 71/PMK.02/2013 jo. PMK Nomor 51/PMK.02/2014, yang
merupakan peraturan induk dari standar biaya. Dan peraturan
standar biaya yang bersifat beschikking adalah PMK tentang

'* Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 90 tahun 2010.

5 Pasal 1 angka (2) PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

6 Pasal 3 PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun.

PENGATURAN
STANDAR BIAYA

[ Regelling Beschikking ]
* Bersifat jangka panjang « Bersifat tahunan
* Pengaturan penerapan * Penetapan satuan2 biaya baik SBM
standar biaya maupun SBK termasuk struktur biaya

= . 4

PMK 71/PMK.02/2013 Jo. PMK 51/PMK.02/2014
/ / ° / / PMK & Surat Menkeu ttg SBM

PMK SBK
PMK Standar Struktur Biaya
Surat Menkeu ttg Indeksasi

1. Panduan penerapan SBM

2. Panduan penerapan SBK,

3. Panduan penerapan Standar
Struktur Biaya & Indeksasi

Gambar 14. Pengaturan Standar Biaya

bl ot

3.5.1. Standar Biaya Masukan

Yang dimaksud dengan standar biaya masukan adalah satuan
biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen
keluaran (output)'’. Standar biaya masukan ditetapkan
dengan pertimbangan antara lain*é:

1. Untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam
penyusunan RKA-K/L;

2. Adanya beberapa barang/jasa yang harganya tidak
tersedia di pasar;

3. Bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa yang
terdapat di pasar sehingga diperlukan pengaturan agar

7 Pasal 1 angka (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
'8 Lampiran | PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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diperoleh barang/jasa dengan kualitas dan harga yang
layak, wajar, tidak mewah dan hemat;

4. Penyetaraan perlakuan jenis dan besaran satuan biaya
dalam penyusunan RKA-K/L; dan

5. Perlunya alat untuk memudahkan penyusunan RKA-K/L.

Fungsi standar biaya masukan dalam penyusunan RKA-K/L
adalah sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya
komponen keluaran (output) dan alat reviu angka dasar
(baseline)*®. Batas tertinggi artinya besaran tersebut tidak
dapat dilampaui, sedangkan alat reviu artinya standar biaya
masukan digunakan untuk menghitung alokasi kebutuhan
besaran biaya komponen keluaran (output) sebagai bahan
penyusunan pagu indikatif.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya masukan
berfungsi sebagai sebagai batas tertinggi untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran (output) dan
sebagai estimasi®®. Estimasi dalam hal ini merupakan
perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan
mempertimbangkan?:

1. Harga pasar;

2. Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. Ketersediaan alokasi anggaran; dan

4. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Standar biaya masukan dapat berlaku bagi beberapa/seluruh
Kementerian Negara/Lembaga dan bagi satu Kementerian
Negara/Lembaga tertentu?’. Standar biaya masukan

19 Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
20 Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
21 Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
22 pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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mengatur antara lain batasan tertinggi honorarium bagi
pejabat/pegawai negeri, satuan biaya terkait perjalanan
dinas, satuan biaya terkait rapat/pertemuan di luar kantor,
satuan biaya sewa kendaraan, satuan biaya pengadaan
kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan sarana kantor
dan kendaraan dinas, dan lain lain. PMK tentang Standar
Biaya Masukan yang berlaku tahun 2018 adalah PMK Nomor
49/PMK.02/2017.

3.5.2. Standar Biaya Keluaran

Berdasarkan pasal 1 angka 3 PMK Nomor 71/PMK.02/2013,
yang dimaksud dengan standar biaya keluaran adalah
besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran
(output)/sub keluaran (sub output)®. Standar biaya keluaran
terdiri atas indeks biaya keluaran dan total biaya keluaran®.
Indeks biaya keluaran merupakan standar biaya keluaran
untuk menghasilkan satu volume keluaran (output),
sedangkan total biaya keluaran merupakan standar biaya
keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran
(output). Standar biaya keluaran disusun pada level keluaran
(output)/sub keluaran (sub output) yang menjadi tugas dan
fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Kriteria keluaran
(output)/sub keluaran (sub output) untuk dapat diusulkan
menjadi standar biaya keluaran, antara lain bersifat
berulang, mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta
terukur, dan mempunyai komponen/tahapan yang jelas?.
Standar biaya keluaran berfungsi sebagai?®®:

1. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;

2. Referensi penyusunan prakiraan maju;

23 Pasal 1 angka (2) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
24 Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
25 Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
26 Pasal 17 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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3. Bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian
Negara/Lembaga; dan/atau

4. Referensi penyusunan standar biaya keluaran untuk
keluaran  (output) sejenis pada  Kementerian
Negara/Lembaga yang berbeda.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya keluaran

berfungsi sebagai estimasi, yaitu prakiraan besaran biaya

yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan
komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang
dipengaruhi harga pasar.

Besaran biaya yang dapat dilampaui harus memperhatikan

beberapa hal berikut?’:

1. Proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Ketersediaan alokasi anggaran; dan

3. Prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Standar  biaya keluaran  dapat berlaku  bagi
beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan
bagi satu Kementerian Negara/Lembaga tertentu?®.
Standar  biaya  keluaran yang berlaku  bagi
beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga antara
lain standar biaya keluaran sub kegiatan (sub output)
perencanaan, pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan,
serta sub kegiatan (sub output) penelitian. Sedangkan
standar biaya keluaran vyang berlaku bagi satu
Kementerian Negara/Lembaga tertentu, dirinci lebih
lanjut dalam lampiran PMK tentang standar biaya
keluaran. PMK tentang standar biaya keluaran yang
berlaku untuk tahun 2018 adalah PMK Nomor
86/PMK.02/2017.

27 Pasal 18 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
28 Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 71/PMK.02/2013.
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3.5.3. Penggunaan Standar Biaya Bagi Bendahara
Pengeluaran Dalam Menjalankan Perannya

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan
anggaran, standar biaya berfungsi sebagai batas tertinggi
untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output).
Batas tertinggi artinya besaran tersebut tidak dapat
dilampaui, sehingga sudah menjadi tugas dari seorang
Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa surat bukti
mengenai hak tagih kepada negara. Pemeriksaan dalam hal
ini ditujukan pada dokumen antara lain kuitansi, daftar
nominatif, surat keputusan, surat perikatan kerja, maupun
kontrak, apakah besaran belanja yang dilaksanakan tersebut
melampaui batas standar satuan biaya yang telah ditetapkan
dalam PMK tentang Standar Biaya atau tidak.

Contohnya, daftar nominatif pembayaran honor pengelola
keuangan yang dibayarkan per bulan. Honor pengelola
keuangan seperti honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara
Pengeluaran, dan PPABP dibayarkan per bulan dengan
batasan tertinggi yang tercantum dalam PMK Standar Biaya
Masukan sesuai dengan dana DIPA yang dikelola Satker
tersebut. Misal (lihat gambar 13), untuk dana DIPA antara Rp
1 miliar s.d. 2,5 miliar, maka honor KPA paling tinggi yang
dapat dibayarkan adalah Rp 1.970.000,- per bulannya, dan
honor Bendahara Pengeluaran paling tinggi yang dapat
dibayarkan adalah Rp 670.000,- per bulannya.
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Gambar 15. Daftar Honorarium Pengelola Keuangan
(PMK Nomor 49/PMK.02/2017)
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3.6. Sertifikasi Bendahara

Sertifikasi bendahara adalah proses penilaian karakter,
kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan
untuk menjadi bendahara yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui ujian sertifikasi.

Seluruh  bendahara penerimaan/pengeluaran/pengeluaran
pembantu yang akan diangkat harus memiliki sertifikat
bendahara yang diperoleh melalui proses sertifikasi bendahara.
Sertifikasi bendahara merupakan amanat PP No. 45 Tahun 2013
dan Perpres No. 7 Tahun 2016. Dalam jangka waktu paling
lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perpres berlaku?®
yaitu setelah tanggal 20 Januari 2020, seluruh bendahara
penerimaan/pengeluaran/pengeluaran pembantu yang akan
diangkat harus memiliki sertifikat bendahara®® yang diperoleh
melalui proses sertifikasi bendahara.

3.6.1. Tujuan Sertifikasi Bendahara

Sertifikasi bendahara bertujuan untuk3!:

1. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas
kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;

2. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu
kompetensi bendahara untuk melaksanakan
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;

3. Meningkatkan profesionalisme bendahara dalam
pengelolaan keuangan negara; dan

4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan negara.

29 pasal 8 Perpres No. 7 Tahun 2016.
30 pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
31 pasal 2 PMK No. 126/PMK.05/2016
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3.6.2. Persyaratan Peserta Sertifikasi Bendahara

Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut :

1.

PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

Golongan paling rendah Il/b atau sederajat; dan

Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

3.6.3. Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi bendahara
terdiri dari dokumen persyaratan umum dan dokumen
persyaratan tambahan32.

Dokumen persyaratan umum terdiri dari®:

1.

Fotokopi Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh
BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani
kepegawaian dengan format JPG/PDF;

Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari kepala
Satker dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai
dengan format yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara;
dan

Pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan
terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6
softcopy dengan format JPG.

Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran sertifikasi
bendahara hanya digunakan pada masa peralihan®.

32 pasal 8 Perdirjen Perbendaharaan No. 23 Tahun 2017.
33 pasal 9 Perdirjen Perbendaharaan No. 23 Tahun 2017.
34 Pasal 10 ayat (1) Perdirjen Perbendaharaan No. 23 Tahun 2017.
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Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran sertifikasi
bendahara terdiri dari®*:

1. Softcopy sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh
lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang menangani kepegawaian dengan format PDF bagi
calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud;
dan/atau

2. Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku

yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang
telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani
kepegawaian dengan format PDF bagi calon peserta yang
memiliki sertifikat profesi dimaksud.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf
b, dipersyaratkan dalam hal calon peserta Sertifikasi tidak
memiliki fotokopi sertifikat diklat bendahara yang
diterbitkan oleh BPPK.

35 Pasal 10 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan No. 23 Tahun 2017.
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3.6.5. Mekanisme Sertifikasi Bendahara

Mekanisme sertifikasi bendahara adalah sebagai berikut:
1. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)

a. Dilaksanakan di manapun selama memiliki akses ke
jaringan internet;

b. Bagi Bendahara yang telah menjabat > 2 tahun, yang:

1) Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang
diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau
memiliki sertifikat profesi yang diterbitkan LSP yang
masih berlaku; atau

2) Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang
diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya,
atau sertifikat profesi yang diterbitkan LSP yang
masih berlaku.

2. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) Terintegrasi
Penyegaran (Refreshment)

a. Dilaksanakan di UPS yang memiliki akses ke jaringan
intranet dan/atau internet;

b. Bagi Bendahara yang telah menjabat < 2 tahun, yang:

1) Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang
diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau
memiliki sertifikat profesi yang diterbitkan LSP
yang masih berlaku; atau

2) Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang
diterbitkan oleh BPPK atau lembaga diklat
lainnya, atau sertifikat profesi yang diterbitkan
LSP yang masih berlaku.

3. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) Terintegrasi
Diklat Bendahara
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a. Dilaksanakan di BPPK atau K/L yang bekerjasama
dengan BPPK yang memiliki akses ke jaringan
intranet dan/atau internet;

b. Bagi Calon Bendahara yang tidak memiliki sertifikat
diklat yang diterbitkan oleh BPPK.

4. Pengakuan  (Konversi)  Sertifikat  Diklat/Profesi
Bendahara

Bagi bendahara/calon bendahara yang memiliki salah
satu dari sertifikat sebagai berikut:

a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang
diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Kementerian Keuangan sebelum tanggal
20 Januari 2016;

b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang
diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016;

c. Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku
yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016.

3.7. Pengangkatan, Serah Terima Jabatan, dan Pemberhentian
Bendahara Pengeluaran

3.7.1. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran

Dalam melaksanakan anggaran belanja pada kantor/Satker
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga,
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat Bendahara
Pengeluaran®. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan

% pasal 22 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2013.
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kepada Kepala Satker®’. Dengan demikian, vyang
mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengangkat
Bendahara Pengeluaran adalah Kepala Satker, bukan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).

Syarat pengangkatan bendahara pengeluaran adalah sebagai
berikut:

1. PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI;

2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
3. Golongan paling rendah 1l/b atau sederajat; dan
4

. Memiliki Sertifikat Bendahara (khusus setelah masa
peralihan sertifikasi bendahara berakhir yaitu tanggal 20
Januari 2020).

Selama masa peralihan, Kepala Satker tetap dapat
mengangkat seorang bendahara pengeluaran yang belum
memiliki Sertifikat Bendahara. Namun apabila masa
peralihan berakhir, hendaknya Kepala Satker hanya
mengangkat bendahara pengeluaran yang telah memiliki
Sertifikat Bendahara.

Pengangkatan bendahara pengeluaran harus dituangkan
dalam surat keputusan. Pengangkatan tersebut tidak terikat
periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat
perubahan pejabat yang diangkat sebagai Bendahara
Pengeluaran pada saat pergantian periode tahun anggaran,
pengangkatan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang
lalu masih tetap berlaku®.

3.7.2. Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran

37 Pasal 22 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013.
38 Pasal 22 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2013.
3 Pasal 22 ayat (5) PP No. 45 Tahun 2013.
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Jabatan bendahara pengeluaran dapat berganti setiap waktu
dengan berbagai penyebab, antara lain mutasi, meninggal,
dalam proses pemeriksaan, atau kehendak Kepala Satker.
Setiap pergantian bendahara pengeluaran, maka harus
dilakukan serah terima jabatan antara bendahara
pengeluaran yang lama kepada bendahara pengeluaran yang
baru, kecuali yang bersangkutan meninggal.

Adapun langkah-langkah serah terima jabatan tersebut
sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran yang lama menutup pembukuan
per tanggal serah terima;

2. Bendahara Pengeluaran yang lama membuat berita
acara pemeriksaan kas dan serah terima (dapat melalui
aplikasi pembukuan bendahara yang digunakan,
contohnya saat ini menggunakan aplikasi SAS modul
SILABI);

3. Bendahara Pengeluaran menyiapkan seluruh dokumen
yang akan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
yang baru;

4. KPA/PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas
baik fisik (uang tunai yang ada di brankas) maupun non
fisik (uang di bank dan pembukuan);

5. Bendahara Pengeluaran yang baru melakukan
pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang akan
diserahkan dan kesesuaian isi berita acara baik uang di
brankas maupun di bank beserta pembukuannya;

6. Apabila ketiga pihak tersebut telah setuju, maka
bendahara pengeluaran yang lama, KPA/PPK atas nama
KPA, dan bendahara pengeluaran yang baru harus
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Serah Terima;
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Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab selanjutnya
secara resmi telah beralih kepada bendahara
pengeluaran yang baru.

3.7.3. Pemberhentian Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran dapat diberhentikan dari jabatannya
apabila:

1. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;

2. dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
sakit berkepanjangan;

meninggal dunia; atau

o v~ W

mutasi/berpindah tempat kerja.

3.8. Pengelolaan Rekening Pengeluaran

Salah satu tugas bendahara pengeluaran yang harus dilakukan
yaitu mengelola rekening, dalam hal ini rekening pengeluaran.
Rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada
bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi
keperluan belanja negara untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja lingkup
Kementerian Negara/Lembaga, termasuk didalamnya rekening
bendahara pengeluaran pembantu?. Pengelolaan rekening
dimaksud terdiri atas*!:

40 pasal 1 angka 11 PMK No. 182/PMK.05/2017.
41 Pasal 3 PMK No. 182/PMK.05/2017.
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Pembukaan rekening pada Bank Umum/Kantor Pos;
Pengoperasian rekening;

Penutupan rekening; serta

Pelaporan rekening kepada Kuasa BUN.

PN e

3.8.1. Pembukaan Rekening Pengeluaran

Pembukaan rekening pada bank umum/kantor pos dilakukan

setelah mendapat persetujuan tertulis Kuasa BUN Pusat

(DJPb) atau Kuasa BUN di Daerah (KPPN)*2. Mekanisme

pembukaan rekening pengeluaran adalah sebagai berikut

1. KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan
persetujuan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank
Umum/ Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah;

2. Permohonan persetujuan dimaksud dibuat sesuai format
berikut:

42 pasal 5 PMK No. 182/PMK.05/2017.
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KOP SURAT
........................ e 1

Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan /

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............ 1)
Di
.......................... 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :@ ... /PMK.05/2014

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini
kami mengajukan permohonan  persetujuan pembukaan rekening
.......................... 3 CpEdAl csemns. 4  untuk  keperluan

Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami
menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening,
menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KPA atau pejabat
yang ditunjuk,

Tembusan :

Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga .......................... 7)

Gambar 17. Format Surat Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening
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3. Permohonan persetujuan pembukaan rekening dilampiri
dokumen paling sedikit:
a. Salinan DIPA;
b. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang
dibuat sesuai format berikut:

KOP SURAT
Nomor @ .o /20 SELERR RIS RR RS a0s aa 20...
Sifat SRR
Lampiran: .....ovveeeerensenees
Hal : Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan /
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............ 1)
Di

.......................... 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... /PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dengan ini
kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami
tanggal
.......................... 3] Nomor ... d) hal permohonan persetujuan
pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama
jabatan, yaitu rekening .......ccoociiiiiiieniinns 5} pada ....ieeiinenniinnnn 6) hanya untuk
Reprerduaris s nnanaii 7\

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KPA atau pejabat yang
ditunjulk,

NIP...
Gambar 18. Format Pernyataan Penggunaan Rekening

c. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat
dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi
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dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank
Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format berikut:
KOP SURAT
SURAT KUASA

INOIOI S5 wianvesasswbsdd Fondas Snps s easdiad 1)

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP %
JAPAEN L o arevenarsmsnnssesenyanyas 4)

Memberikan kuasa kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direkfur Pengelolaan Kas Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; dan

2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....................5) selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ........ /PMK.05/2014 tentang Rekening Milik
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja atas rekening pemerintah pusat
PRdR s i b O)-umtinbe S s e ciag 7), yaitu :

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
2. Melakukan blokir atas rekening; dan

3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum
negara.
Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atlas Nauna «....ocvvveeveennnens 8) masih dibuka.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

Materai

Gambar 19. Format Surat Kuasa

4. Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan
telah terpenuhi, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di
Daerah menyetujui permohonan pembukaan rekening
dari KPA/pemimpin BLU. Surat persetujuan/penolakan
pembukaan rekening harus diterbitkan paling lambat 5
(lima) hari kerja (Kuasa BUN di Daerah) atau 10 (sepuluh)
hari kerja (Kuasa BUN Pusat) sejak diterimanya
permohonan persetujuan pembukaan rekening;
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5. KPA/pemimpin BLU harus melampirkan surat persetujuan
pembukaan rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa
BUN di Daerah pada saat membuka rekening pengeluaran
pada Bank Umum/Kantor Pos;

6. Pembukaan rekening pengeluaran diberi nama sesuai
dengan penamaan rekening oleh Kuasa BUN Pusat atau
Kuasa BUN di Daerah, yaitu “BPg : (kode KPPN mitra kerja)
weee.. (n@ama kantor) ......"”. Penamaan rekening dapat
disingkat dengan menggunakan singkatan kantor yang
berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah
karakter pada Bank Umum/Kantor Pos;

7. KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan
pembukaan rekening pengeluaran kepada Kuasa BUN
Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua
puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan
pembukaan rekening pengeluaran.

3.8.2. Pengoperasian Rekening Pengeluaran

Dalam pengoperasiannya, dana vyang disimpan pada
rekening pengeluaran diberikan bunga dan/atau jasa giro
oleh Bank Umum/Kantor Pos . Dalam hal rekening
pengeluaran dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah
terdaftar pada program TNP, pengelolaan bunga dan/atau
jasa gironya berpedoman pada PMK mengenai TNP.
Sedangkan apabila rekening pengeluaran dibuka pada Bank
Umum/Kantor Pos yang belum terdaftar pada program TNP,
penerimaan bunga dan/atau jasa gironya disetorkan ke Kas
Negara pada akhir bulan berkenaan . Khusus untuk rekening
pengeluaran milik BLU, bunga dan/atau jasa giro rekening
tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




dan dapat dipergunakan oleh BLU sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pendebetan rekening pengeluaran dilakukan oleh
KPA/pemimpin BLU dengan menerbitkan surat perintah
untuk melakukan pendebetan rekening, yang ditandatangani
oleh KPA/pemimpin BLU dan Bendahara Pengeluaran. Surat
perintah tersebut dapat berupa cek atau bilyet giro.

3.8.3. Penutupan Rekening Pengeluaran

Rekening pengeluaran harus digunakan oleh bendahara
pengeluaran dalam menjalankan tugasnya, sehingga
rekening tersebut dapat dikatakan aktif. Terhadap rekening
pengeluaran yang sudah tidak digunakan lagi atau pasif,
maka rekening tersebut harus ditutup. KPA/pemimpin BLU
harus menutup rekening pengeluaran yang sudah tidak
digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan
memindahkan saldo rekeningnya ke Kas Negara®.

KPA/pemimpin  BLU harus menyampaikan laporan
penutupan rekening pengeluaran kepada Kuasa BUN Pusat
atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti
penutupan rekening pengeluaran dan/atau  bukti
pemindahbukuan saldo rekening pengeluaran. Laporan
penutupan rekening dimaksud dibuat sesuai format berikut:

43 Pasal 37 PMK No. 252/PMK.05/2014.
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KOP SURAT
................... SR« (I
: Laporan Penutupan Rekening
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan /
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............ 1)
Di
.......................... 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ... /PMK.05/2014
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja, dengan
ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening
.......................... 3) dengan MNOMOT...........c.eeeeee.....d) dengan nama rekening
MG amnanspaniesassaspansunot 5)” pada tanggal..........ccoeeeerinnnnnns O) PR uvoonsasnnanassansonannns 7)
dan telah memindahkan saldo rekening dimaksud sebesar
s Y TR —— 8) ke Rekening Kas Negara Nomor ........ccceuinirinenians 9)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA atau pejabat yang ditunjuk,

Tembusan :

Gambar 20. Format Laporan Penutupan Rekening

3.9. Alur Pembayaran Pihak Ketiga

Sesuai tugas dan wewenangnya, bendahara pengeluaran
mempunyai peran yang penting dalam melakukan pembayaran
atas beban APBN. Salah satu peran penting tersebut nampak
pada proses pembayaran kepada pihak ketiga. Pihak ketiga
dalam pembayaran atas beban APBN terdiri dari penyedia
barang/jasa atau pihak lainnya.

Pembayaran pihak ketiga menurut PMK No.190/PMK.05/2012
merupakan pembayaran langsung vyaitu pembayaran yang
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langsung kepada penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja
lainnya melalui penerbitan SPM LS. Yang termasuk kategori
penerima hak lainnya yaitu antara lain penyedia barang/jasa.
Secara lebih rinci berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PMK Nomor
190/PMK.05/2012, pembayaran langsung ditujukan kepada: (a)
penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; (b)
Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja
pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan
dinas atas dasar surat keputusan.

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam
2 (dua) cara yaitu:

1. Pembayaran melalui Uang Persediaan (UP);

2. Pembayaran melalui LS-Bendahara.
Mekanisme pembayaran secara rinci akan dibahas pada bab-

bab selanjutnya.
3.10. Dokumen Yang Harus Dipahami Bendahara Pengeluaran

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh bendahara
pengeluaran yaitu mampu menjalankan sistem pengarsipan
dokumen keuangan negara terkait pengelolaan kebendaharaan.
Hal ini menandakan betapa pentingnya pengarsipan dokumen
keuangan negara yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Dokumen keuangan negara merupakan dokumen resmi yang
menjadi tanda bukti terjadinya pengeluaran negara yang suatu
saat dapat dimintakan oleh aparat penegak hukum dalam
melakukan pemeriksaan.

Untuk dapat melakukan pengarsipan yang baik, bendahara
pengeluaran harus memahami seluruh dokumen yang berada
dalam pengelolaannya, termasuk dokumen keuangan negara.
Dokumen tersebut dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:
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1. Dokumen Pembayaran

Dokumen pembayaran merupakan dokumen-dokumen yang
menjadi dasar dalam melakukan pembayaran kepada pihak
ketiga, antara lain:

a. Daftar Nominatif
Pembayaran;

b. Kuitansi (UP/Hotel);

c. Daftar Rincian Riil
Perjalanan Dinas;

d. Surat Keputusan (SK);

e. Surat Perintah Kerja
(SPK);

f. Surat Perintah Bayar
(SPBy);

g. Surat Perintah
Pendebitan Rekening
(SPPR)

h. Surat Perjalanan Dinas
(SPD);

i. Tiket;

j. Nota pembelian;
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2. Dokumen Pembukuan

Dokumen pembukuan merupakan dokumen-dokumen
yang menjadi dokumen sumber pembukuan
bendahara pengeluaran, antara lain:

a. Cek;
b. DIPA;
c. Kuitansi;
d. Rekening Koran;
e. SPM/SP2D.
3. Dokumen Perpajakan

Dokumen perpajakan merupakan dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan pajak yang dipungut/dipotong,
disetorkan, dan dilaporkan oleh bendahara
pengeluaran, antara lain:

a. Bukti Potong/Pungut;

b. Faktur Pajak;

c. Surat Setoran Pajak (SSP);

d. SPT Masa (PPN/PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh 21/PPh
22/PPh 23);

4. Dokumen Penerimaan Negara Bukan Perpajakan

Dokumen penerimaan negara bukan pajak merupakan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penerimaan negara bukan pajak yang
dipungut/dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh
bendahara pengeluaran, antara lain:

a. Bukti Potong/Pungut;

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
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c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

5. Dokumen Pertanggungjawaban

Dokumen pertanggungjawaban merupakan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran, antara lain:

a.
b.

C.

Daftar rincian saldo rekening;
Rekening koran;
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;

Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan
oleh KPPN;

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Pengeluaran.
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PERAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bab ini membahas pokok-pokok atau ketentuan mendasar
yang harus dipahami oleh Bendahara Pengeluaran dalam
rangka wewenangnya dalam mengelola uang persediaan.
Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan:

1. Memahami pengertian Uang Persediaan;

2. Memahami proses perencanaan Uang Persediaan (UP)
/ Tambahan Uang Persediaan (TUP);

3. Memahami proses pengajuan Uang Persediaan (UP) /
Tambahan Uang Persediaan (TUP);

4. Memahami alur pertanggungjawaban Uang Persediaan
(UP) / Tambahan Uang Persediaan (TUP).

4.1. Pengertian Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan adalah muka kerja dalam jumlah
tertentu yang diberikan kepada Bendahara. Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan
kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanismepembayaran langsung (LS). UP merupakan
uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara
Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya
(revolving).

Ketentuan pemberian Uang Persediaan adalah :

1. Diberikan kepada PA/KPA selaku pimpinan satker;

2. Diberikan untuk membiayai kegiatan operasional
kantor sehari-hari;

3. Merupakan uang muka yang harus
dipertanggungjawabkan;
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4. Bersifat revolving (dapat diganti/diisi kembali) jika
telah digunakan minimal 50%;

5. Dikelola oleh bendahara pengeluaran dan dapat
didistribusikan ke beberapa BPP atas PUM,;

6. Dapat ditempatkan pada rekening pengeluaran pada
bank;

7. Bendahara Pengeluaran harus melakukan pengujian
terhadap setiap perintah bayar dari PA/KPA;

8. Sisa UP di akhir tahun anggaran harus di setor ke
Rekening KUN.

Uang Persediaan diberikan hanya untuk klasifikasi jenis
belanja barang (52), belanja modal (53), dan belanja lain-
lain (58). Pada akhir tahu, UP dapat digunakan untuk
pembayaran belanja pegawai seperti uang makan dan
uang lembur dengan peraturan akhir tahun. UP untuk
ketiga jenis belanja tersebut adalah vyang tidak
direncanakan dicairkan dengan mekanisme LS.

4.2. Perencanaan Uang Persediaan (UP) / Tambahan
Uang Persediaan (TUP)

Proses Perencanaan Uang Persediaan atau Tambahan
Uang Persediaan juga merupakan bagian dari mekanisme
penyampaian perencanaan kas. Satuan kerja wajib
membuat perkiraan penarikan/penyetoran dana secara
periodik. Dari proses tersebut, belanja yang tidak bisa
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung,
belanja dapat dilakukan dengan menggunakan uang
persediaan.
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Terkait dengan RPD dan rencana kegiatan yang telah
disusun. Bendahara  Pengeluaran  menyampaikan
kebutuhan UP kepada PPK. Selanjutnya PPK menerbitkan
SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan
perhitungan besaran UP sesuai dengan pengajuan dari
Bendahara Pengeluaran. SPP-UP tersebut diserahkan
kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya permintaan UP dari Bendahara.

4.3. Pengajuan Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang
Persediaan (TUP)

Tambahan Uang Persediaan adalah uang muka yang
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan
melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Permintaan TUP
diajukan apabila dalam satu rangakaian kegiatan RPD, UP
yang sudah diajukan tidak mencukupi untuk membiayai
kegiatan tersebut, sepanjang belanja yang dimaksud tidak
dapat dibayarkan menggunakan mekanisme LS.

Pembayaran dengan UP vyang dapat dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/BPPkepada 1 (satu)
penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada
setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP
yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling
banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:

1. Belanja Barang (jenis belanja 52);
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2. Belanja Modal (jenis belanja 53); dan
3. Belanja Lain-Lain (jenis Belanja 58).

Penggunaan Uang Persediaan juga dapat digunakan untuk
pembayaran belanja pegawai pada akhir tahun, dengan
merujuk pada ketentuan akhir tahun.

Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP
kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat
melebihi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perbendaharaan. Bendahara Pengeluaran
melakukan penggantian (revolving) UP vyang telah
digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan
UP masih tersedia dalam DIPA. Penggantian UP tersebut
dilakukan apabila UP telah digunakan paling sedikit 50%.
Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh
beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus
melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang
yang dikelola oleh masing-masing BPP. Setiap BPP
mengajukan  penggantian UP melalui Bendahara
Pengeluaran, apabila UP vyang dikelolanya telah
dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Penerbitan SPM-UP/TUP dibebankan pada kode kegiatan
dan MAK Transito sebagai berikut :

1. DanaRM :0000.0000.825111
2. DanaPHLN :9999.9999.825112
3. Dana PNBP :0000.0000.825113
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Tabel 4. Besaran UP yang dapat diberikan
Jumlah Pagu Maksimal UP yang
dapat diberikan
Sampai dengan

Rp900.000.000,00 Rp50.000.000,00
Diatas Rp900.000.000,00
s.d. Rp2.400.000.000,000 Rp100.000.000,00
Diatas
Rp2.400.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00
Rp6.000.000.000,00
Diatas
Rp6.000.000.000,00 Rp500.000.000,00

KPA satuan kerja mengajukan dispensasi kepada Kanwil
DJPb yang memiliki kewenangan untuk memberikan
persetujuan UP melampaui besaran UP yang sebagaimana
yang tertera dalam ketentuan, dengan pertimbangan:

a.

Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari
rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1
(satu) tahun; dan

Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1
(satu) bulan melampaui besaran UP.

Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran
dengan UP minimal sama dengan. UP yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran. Namun jika pengisian kembali UP
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akan mengakibatkan sisa dana dalam DIPA (yang dapat

dilakukan pembayaran dengan UP) lebih kecil dari UP yang

dikelola Bendahara Pengeluaran, maka:

a. Pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar
sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan
UP; dan

b. Selisih antara sisa dana dalam DIPA (yang dapat
dilakukan pembayaran dengan UP); dan

c. UP vyang dikelola Bendahara Pengeluaran
dibukukan/diperhitungkan sebagai potongan
Penerimaan Pengembalian UP.

4.4. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan

Seperti dijelaskan pada Subbab sebelumnya bahwa TUP
merupakan uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak
dalam 1 (satu) bulan melebihi jumlah/pagu UP yang telah
ditetapkan.

Untuk keperluan itu, KPA dapat mengajukan TUP kepada

Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara

Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai

kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.

Syarat pengajuan TUP:

a. Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan

b. Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan pembayaran LS.

KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN
selaku Kuasa BUN disertai:
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a. Rincian rencana penggunaan TUP; dan

b. Surat yang memuat syarat penggunaan TUP yang berisi
bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban TUP
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D, serta
pernyataan bahwa TUP tidak digunakan untuk kegiatan
vang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
Adapun format surat dari KPA kepada Kepala KPPN
sebagai berikut:
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SURAT PERNTATAAN
Momor : 000000

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Parsedisan (TUF) sebesar
Rp.999.995.999,00 | dengan hurf |, yang bertands tangan di bawah i

1. Hama

2. Jabatan - Kuasa Pangpuna Anggaran

3. Satuan Korja OO - - - - - = - |
4. HKamanterian Hegars (LambBags ©.... ... ..o eeens (K]

5. Unit OTganisasi O OOUOU . = |

dangan ini menyatalkan bahwa:

1. Tambahan Uang Parsediaan [TUF| terssbut akan dipargunakan untuk membiayai
kagiatan yang tdak dapat ditunda dan menurut perldraan kami akan habic
dipergunakan dalam waktu 1 (cat) bulan;

(5]

. Jumlsh Tambahan Uang Parsedisan |(TUF) tarsebut diatas tdak akan dipargunakan
untuk membiayai penpsluaran-pangeluaran yang EERUTIE perafuran  parundang-
undangan harus dilakuksn dengan pambayaran angsung (L5):

3. Apabila Tambahan Uang Fersediaan (TUF] tarcebut tdak habic dipergunaican dalam 1
[satu] bulan, siza yang masih ada alcan disetor ke Kas Megara sebagal penerimasn
ksmbali pembayaran Uang Fercediaan (UF); Transito.

4. Fencairan, pambayaran, Penpgunasn, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana

Tambahan Uang Farsedisan {TUF| wrsabut di atas menjadi tangguny jawab sepenuhnya

dari Kuasa Pangguna Anggaran sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Damikian surat pernyatasn ini dibuat dengan sebenarmya.

Gambar 21. Format Surat Pernyataan Pengajuan TUP oleh
KPA
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4.5. Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) /
Tambahan Uang Persediaan (TUP)

4.5.1. Penggantian Uang Persediaan (GUP)

Bendahara melakukan penggantian (revolving) atas
Uang Persediaan jika UP telah digunakan paling sedikir
50% (lima puluh persen) sepanjang dana yang dapat
digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan
dengan UP masih tersedia dalam DIPA.

Terkait revolving UP, Kepala KPPN menyampaikan
surat pemberitahuan kepada KPA, jika setelah 2 (dua)
bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, satker yang
bersangkutan belum melakukan pengajuan
penggantian UP (belum mengajukan SPM GUP). Jika
KPA masih belum melakukan pengajuan penggantian
UP setelah 1 (satu) bulan sejak Kepala KPPN
menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA,
maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua
puluh lima persen). Pemotongan dana UP dilakukan
dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat
pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan
potongan UP dalam SPM atau menyetorkan ke
rekening kas negara. Pelaksanaan pemotongan UP
pada suatu satker akan diawasi oleh Kepala KPPN.
Surat Pemberitahuan dari Kepala KPPN kepada KPA
tentang pemotongan UP sebesar 25%.
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KOP SURAT
KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor $8e dnvssaisasonararasarear (tanggal/ bulan/ tahun)

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan

Kepada Yth,

Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Keja ...ooveincviveniinns (kode satuan kerja)

O socrmuinns

1. Dasar:
a. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor ....... /PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D UP) Nomor ...
tanggal....... . sebesar Rp. ........

2. Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan ini

disampaikan agar Saudara segera melakukan pengisian kembali (revolving) atas wang
persediaan yang telah diberikan dengan cara mengajukan SPM GUP paling lambat
tanggal ..o

3. Dalam hal sampa tanggal ... saudara belum melakukan pengisian kembal

(revolving), akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dan uang persediaan yang telah
diberikan,

4. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila uang persediaan tersebut tidak diperlukan

lag: agar disetor ke kas negara sebagai pengembalian uang persediaan.

Demikian untuk menjadi perhatian,
Kepala Kantor

(nama)
NIP. vaine

Tembusan;

1

n

&L

Gubernur/ Bupati/ Walikota funtuk DIPA DK, TP, dan UB)

(Inspektur Jenderal)

(Eselon I satuan kerja bersangkutan)

(Kepala Kamwil Ditjen Perbendaharaan setempat) ,?’

Gambar 22. Format Surat Pemberitahuan Pengajian

Penggantian Uang Persediaan
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Jika KPA tidak memperhitungkan potongan UP sebesar
25% dalam SPM serta tidak melakukan setoran ke kas
negara, maka Kepala KPPN berwenang untuk menaikkan
potongan UP menjadi 50% (lima puluh persen).
Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara Kepala KPPN
menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk
memperhitungkan potongan UP dalam SPM atau
menyetorkan ke rekening kas negara.
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KOP SURAT
KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor E I L aanismemmtatiaeatse (tanggal/ bulan/ tahun)
Sifat . Segera
Hal . Pemberitahuan Il Pengajuan Penggantian Uang Persediaan
Kepada Yth,
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kena ....cvvnieienrane (kode satuan kerja)
. | RN
1. Dasar:
a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ....... /PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D UP) Nomor ...........
tanggal......... sebesar Rp. ........

c. Surat Kepala KPPN nomor ... tanggal ... hal Pemberitahuan Pengajuan
Penggantian Uang Persediaan

2. Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ini
disampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum melakukan pengisian kembali
(revolving) atas uang persediaan yang telah diberikan sehingga uang persediaan yang
telah diberikan dipotong 25%/50%" sebesar Rp...............

3. Pemotongan uang persediaan tersebut dapat dilakukan dengan cara memotong UP
melalui SPM GUP dan/atan menyetorkan UP ke Kas Negara

4. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta untuk segera melakukan pemotongan uang
persediaan tersebut,

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor
(nama)
NIP. .....
Tembusan;
1. Gubernur/ Bupati/ Walikota funtuk DIPA DK, TP, dan UB)
2 (Inspektur Jenderal
3. (Eselon | satuan kerja bersangkutan)
4. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat)
*) sesuai ketentuan 2)

Gambar 23. Format Surat Pemberitahuan Il Pengajuan
Penggantian Uang Persediaan
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PPK menerbitkan SPP GUP untuk pengisian kembali UP.
Penerbitan SPP GUP dilengkapi dengan dokumen
pendukung :

1. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;

2. Bukti pengeluaran yaitu kuitansi/bukti pembelian
yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan
SSP, serta nota/bukti penerimaan barang/jasa atau
dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang
telah disahkan PPK; dan

3. SSPyang telah dikonfirmasi KPPN.
Perjanjian/kontrak  beserta  faktur  pajaknya
dilampirkan untuk nilai transaksi yang harus
menggunakan perjanjian/kontrak sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. SPP
GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung
diterima secara lengkap dan benar.

4.5.2. Penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil

Penerbitan SPP GU-Nihil dilakukan jika:

a. Sisadana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan
UP minimal sama dengan besaran UP yang
diberikan;

b. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan
pada akhir tahun anggaran;

c. UP tidak diperlukan lagi.

Adapun, penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan
pengesahan/pertanggungjawaban penggunaan UP.
SPP-GUP Nihil dilengkapi dokumen:
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a. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
b. Bukti pengeluaran:

e Kuitansi/bukti pembelian yang telah
disahkan PPK beserta faktur pajak dan
SSP;dan

e Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau
dokumen pendukung lainnya  yang
diperlukan;

e vyang telah disahkan PPK.

c. SSPyang telah dikonfirmasi KPPN.

SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti
pendukung diterima secara lengkap dan benar.
Jika pada sampai akhir tahun, masih terdapat UP
yang masih belum dapat dipertanggungjawabkan,
maka kewajiban bendahara adalah menyetor
dengan menggunakan akun berikut :

Tabel 5. Kode Akun Setoran Sisa UP

Akun Keterangan

815111 Setoran Pengembalian Sisa UP Rupiah
Murni

815113 Setoran Pengembalian Sisa UP PNBP

815114 Setoran Pengembalian Sisa UP Tahun
Anggaran yang Lalu

815115 Setoran Pengembalian Sisa UP

Restitusi Pajak
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4.5.3. Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan (PTUP)

TUP wajib dipertanggungjawabkan dalam waktu 1
(satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Jika
dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan
belum dilakukan pengesahan dan
pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN
menyampaikan surat teguran kepada KPA dengan
format sebagai berikut:
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EOP SURAT
KANTOR PELAYANAN
PEFEENDAHAFRAAN NEGARA
Homor i — (tanggal/ bulan, tahun]|
Sifat - Sagera
Hal - TUF yang balum dipartanggungjawablican
Kepada Yih,
Kuasa Fengguna Anggaran
Satuan EAGa .......oooce.eo.. (R00E SERuAN KeT)
1. Dasar:
a Paraturan Menter Keuangan BRI Nomor ... (FMKO05/2012 tentang Tata Cara

Fombayaran Dalam Eangka Felakcanaan Anggaran Fendapatan dan Eclanja Negara;
b. Surat Ferintan Pencairan Dana Tambahan Uang Fersediaan (SFID TUF) Nomor
... TAnggal......... sabuzar Bp. ...

5]

Eardasarkan paraturan dan surat sobagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ind
dizampafican bahea manurut tata usaha kami sampai saat ini TUP yang lah dibariican
balum Saudara pertanggangawablian,

3. Eqrksnaan dengan hal  tersebut, diminta perhatannya untuk  cegera
mempartanggungjawabican TUP dimaksud, dan sisa TUF yang tidak dipergunakan lag

dizator ke kas negara.

Damildan unmik manjadi parhatan.

Kspals Kantor
{nama
HIF. ...
Tembusan;
Gubermur; Bupati/ Wakketa funtuk DIPA DE, TF, dan UH|

2. (Mspektur Jenderal)
2 [Eselon I satugn kerja bersangkutan| -
4. [Kepaln Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempatl J.'

Gambar 24. Surat Teguran Kepada KPA

Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke
Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak 1
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(satu) bulan SP2D TUP diterbitkan. Untuk

perpanjangan  pertanggungjawaban TUP vyang

melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan

permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Atas

permohonan tersebut, Kepala KPPN memberikan

persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP

dengan pertimbangan:

a. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang
telah digunakan; dan

b. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan
untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak
lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.

Surat pernyataan kesanggupan KPA dibuat dengan
format sebagai berikut:
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EQP SURAT
FEMENTERTAN/LEMBAGA (SATEER)

SURAT PERNTATAAN
Nomaor: Jo00000

Schubungan dengAn PANZAJUAN PerpATjangan pertanggungawaban Tambahan Uang
Fersediaan (TUF| sebezar Rp. 999.999.999,00 (dengan huruf], yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. Hama

1. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

3. Satuan Harja R |- - - - - - -
4. Eamenterian Nogara [LemBAEA .oceeococoimmssmcssesreeses [T

5. Unit Organisasi S | - . |

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sebagian dana TUP tklah diperfanggungjawabkan melalai SFM-PTUP  sebesar
Ep.559.999.995.00;

[5]

. Sisa dana TUP pada Eendahara PFaogeluaran yang masih  dipsrlukan untuk
malaktanakan kegiatan, akan kami partanggungavabican paling lambat tanggal ........;

3. Sisa dana TUF yang tdak diperiukan lagl akan disetor ke kas negasa paling lambat

Damildan surat parnyataan ini dibuat dengan sobanamys.

Gambar 25. Surat Pernyataan kesanggupan KPA
untuk mempertanggungjawabkan TUP tidak lebih
dari 1 (satu) bulan berikutnya.
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PPK menerbitkan SPP TUP dan dilengkapi dengan
dokumen yaitu:

a. Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh
KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;

b. Surat Pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan
bahwa TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan, serta tidak digunakan untuk kegiatan yang
harus dilaksanakan dengan pembayaran LS;

c. Surat permohonan TUP yang telah memperoleh
persetujuan TUP dari Kepala KPPN.

SPP TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN. Untuk
mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK
menerbitkan SPP TUP. SPP TUP disampaikan kepada
PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas
akhir pertanggungjawaban TUP. Penerbitan SPP TUP
dilengkapi dokumen pendukung berupa: Daftar
Rincian Permintaan Pembayaran, kuitansi/bukti
pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur
pajak dan SSP, dan nota/bukti penerimaan
barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan yang telah disahkan PPK, serta SSP yang
telah dikonfirmasi KPPN.

Apabila dari TUP yang dipertanggungjawabkan (SPM-
PTUP) masih terdapat sisa, maka bendahara wajib
mengembalikan sisa TUP melalui Simponi dengan
kode akun :
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Tabel 6. Kode Akun Setoran Sisa TUP

Akun Keterangan

815511

815513
815514

815515

Setoran Pengembalian Sisa TUP Rupiah
Murni

Setoran Pengembalian Sisa TUP PNBP
Setoran Pengembalian Sisa TUP Tahun
Anggaran yang Lalu

Setoran Pengembalian Sisa TUP Restitusi
Pajak
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB

PENGUJIAN TAGIHAN DAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KEPADA YANG BERHAK

5.1 Pengujian Dokumen Bukti Mengenai Hak
Tagih Kepada Negara

5.2 Pelaksanaan Pembayaran Kepada yang
Berhak
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PENGUJIAN TAGIHAN DAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN KEPADA YANG BERHAK

Pada bab ini membahas tentang kewajiban bendahara untuk
melakukan pengujian tagihan dan pelaksanaan pembayaran
kepada yang berhak. Setelah membaca panduan teknis ini,
pembaca diharapkan :

a. Memahami dokumen yang diperlukan untuk menguiji
kebenaran atas hak tagih kepada negara;

b. Memahami pelaksanaan pembayaran kepada yang berhak
melalui beberapa pilihan.

5.1. Pengujian Dokumen Bukti Mengenai Hak Tagih
Kepada Negara
5.1.1. Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam
bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada
pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam
maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan
yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk
dalam kelompok belanja pegawai ini adalah
pengeluaran pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-
tunjangan, uang makan, lembur, honorarium, dan
vakasi.

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk
kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai
pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan
yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat
pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami,
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kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan,
tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan,
tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian
wilayah terpencil, tunjangan khusus wilayah pulau-
pulau kecil terluar dan/atau wilayah terluar, dan
tunjangan umum), baik dalam bentuk uang maupun

barang.

5.1.1.1. Pengujian Pembayaran Gaji Induk

Gaji induk merupakan gaji yang dibayarkan secara
rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah
diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan
surat keputusan sesuai ketentuan perundang-
undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok
dan tunjangan yang melekat pada gaji, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a.

Disusun dalam suatu daftar yang berisi
seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja
bersangkutan dengan mencantumkan nama,
NIP, pangkat/golongan, status pegawai,
tanggal lahir, jumlah tanggungan pegawai
bersangkutan, serta perhitungan penghasilan
gaji bulan berkenaan secara lengkap pada
lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-
potongannya;

Gaji pegawai yang dimuat dalam gaji induk
adalah gaji pegawai yang telah masuk daftar
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gaji induk bulan sebelumnya dan/atau susulan
gajinya;

Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja
pegawai yang meliputi :

Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak,
tunjangan struktural, tunjangan fungsional,
tunjangan umum, tunjangan pangan/beras,
tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian
wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak,
dan pembulatan sesuai peruntukannya
berdasarkan ketentuan;

Pembayaran Belanja Pegawai Gaji
dilaksanakan secara langsung (LS) kepada
pegawai melalui rekening masing-masing
pegawai secara giral. Dalam hal pembayaran
gaji secara langsung (LS) kepada pegawai
melalui rekening masing-masing pegawai
belum dapat dilaksanakan, maka pembayaran
belanja pegawai gaji secara LS melalui
rekening Bendahara Pengeluaran
dilaksanakan setelah mendapat dispensasi
dari Kepala KPPN.

Dispensasi Kepala KPPN memuat pernyataan
bahwa Kuasa PA bertanggungjawab atas
penggantian pembayaran belanja pegawai
gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian,
perampokan ataupun sebab lain;
Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1
(satu) atau hari kerja pertama bulan
berkenaan;
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Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), hak atas gajinya berlaku
pada bulan CPNS yang besangkutan secara
nyata melaksanakan tugas, yang dinyatakan
dengan surat pernyataan atasan langsung
yang membawahi calon pegawai negeri sipil
bersangkutan;
Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang
diperkerjakan dibayarkan oleh satuan kerja
asal;
Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang
diperbantukan dibayarkan oleh satuan kerja
yang menerima perbantuan;
Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di
luar tanggungan negara tidak berhak atas
pembayaran gaji induk;
Pembayaran gaji induk dihentikan pada bulan
ke-3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang
meninggalkan tugas secara tidak sah selama
dua bulan berturut-turut;
Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap
telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12
sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK
Pensiun Janda/Duda bagi istri/suaminya;
Pembayaran gaji induk bagi Pegawai Negeri
Sipil  yang  diberhentikan = sementara
(Schorsing) karena:
i. Didakwa telah melakukan suatu kejahatan
pelanggaran jabatan. Maka mulai bulan
berikutnya pegawai tersebut
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diberhentikan sementara dan diberikan

bagian gaji sebesar :

e 50 % dari gaji pokok yang diterimanya
terakhir, jika terdapat petunjuk-
petunjuk yang meyakinkan bahwa ia
telah melakukan pelanggaran yang
didakwakan atas dirinya.

e 75 % dari gaji pokok yang diterimanya
terakhir, jika  belum  terdapat
petunjukpetunjuk yang meyakinkan
bahwa ia telah melakukan pelanggaran
yang didakwakan atas dirinya

ii. Didakwa karena telah  melakukan
pelanggaran hukum pidana yang tidak
menyangkut pada jabatannya dalam hal
pelanggaran yang dilakukan berakibat
hilangnya penghargaan dan kepercayaan
diri atas di pegawai yang bersangkutan
atau hilangnya martabat serta wibawa
pegawai tersebut. Maka mulai bulan
berikutnya pegawai tersebut
diberhentikan sementara dan diberikan
bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok
yang diterimanya terakhir.

5.1.1.2. Pengujian Pembayaran Gaji Susulan
Gaji susulan merupakan gaji seseorang pegawai
negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan

atau lebih karena pembayaran gajinya tidak
dilakukan tepat pada waktu bpegawai vang
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bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu
tempat. Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama
bagi calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri
sipil dan gaji pegawai yang dipindahkan karena
dinas, atau pegawai yang karena kasus tertentu
dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus
dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan
tersebut. Pengujian pembayaran gaji susulan
harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu

Disusun dalam suatu daftar
tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja
bersangkutan dengan mencantumkan nama,
NIP, pangkat/golongan, status pegawai,
tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai
bersangkutan serta perhitungan penghasilan
gaji bulan berkenaan secara lengkap pada
lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-
potongannya;

Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja
pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan
isteri, tunjangan anak, tunjangan structural,
tunjangan fungsional, tunjangan umum,

tunjangan pangan/beras, tunjangan
kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah
terpencil, tunjangan khusus pajak,
pembulatan sesuai peruntukannya

berdasarkan ketentuan.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran

103



104

c. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam
bentuk natura, maka pada gaji susulan
tunjangan pangan diberikan dalam bentuk
uang;

d. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan
sebelum dimintakan gaji bulanannya atau
setelah dibayarkan gaji bulanannya;

e. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke
rekening masing-masing pegawai secara giral.

5.1.1.3. Pengujian Pembayaran Uang Muka Gaji

Uang muka gaji merupakan pinjaman uang tidak
berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri
yang dipindahkan untuk kepentingan dinas.
Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, karena itu
tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai
negeri yang pindah karena kepentingan dinas.
Pengujian pembayaran uang muka gaji
memperhatikan beberapa ketentuan sebagi
berikut :

a. Uang muka/persekot gaji didasarkan atas
permintaan pegawai negeri yang pindah;

b. Uang muka/persekot gaji diberikan sebesar
satu bulan gaji untuk pegawai negeri yang
tidak kawin atau dua bulan gaji bagi pegawai
negeri yang kawin, tanpa tunjangan beras dan
tunjangan jabatan serta tanpa potongan;

c. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk
yang diberikan sebesar satu bulan gaji
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diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah
persekot gaji terhitung mulai bulan
berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan
sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar
seperduapuluh dari jumlah persekot gaji
terhitung mulai bulan berikutnya;

d. Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan
kepada pegawai negeri yang pindah atas
permintaan sendiri.

5.1.1.4. Pengujian Pembayaran Kekurangan Gaji

Yang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah
kekurangan pembayaran gaji seseorang pegawai
negeri karena adanya kenaikan besaran
komponen gaji, sedangkan pembayaran gajinya
atas dasar kenaikan besaran komponen gaji
tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya
sesuai dengan berlakunya perubahan besaran
komponen penghasilan tersebut. Kenaikan
besaran komponen gaji ditetapkan dengan surat
penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat,
gaji berkala, penyesuaian harga beras, dan lain-
lain.

Pengujian pembayaran kekurangan gaji harus
meliputi ketentuan sebagai berikut :

a. Disusun dalam suatu daftar
tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
pegawai yang berhak atas pembayaran
kekurangan gaji pada satuan kerja
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bersangkutan dengan perhitungan selisih
antara penghasilan yang seharusnya diterima
dengan penghasilan yang telah dibayarkan;
Komponen daftar kekurangan gaji meliputi
nama, NIP, pangkat/golongan, status
pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan,
pegawai bersangkutan serta perhitungan
penghasilan gaji secara lengkap pada lajur-
lajur  daftar gaji beserta potongan-
potongannya;

Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat
bersamaan dengan gaji induk berdasarkan
kenaikan besaran komponen gaji tersebut;
Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam
bentuk natura, maka pada kekurangan gaji
tunjangan pangannya diberikan dalam bentuk
uang;

Pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan
secara giral yang ditujukan kepada pegawai
yang bersangkutan;

Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk
Uang Duka Wafat, Gaji Terusan, dan Gaji
Bulan Ketigabelas.

5.1.1.5. Pengujian Pembayaran Gaji Terusan

Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada
ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia
sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan
berturut-turut. Ketentuan yang menyangkut
pembayaran gaji terusan adalah sebagai berikut :
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a.

Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu
bulan berkenaan atau tanggal berikutnya
apabila tanggal 1 adalah hari libur dan
diajukan bersamaan gaji induk;

Gaji  terusan dibayarkan pada bulan
berikutnya sejak suami/isteri dari
janda/duda tersebut meninggal dunia;
Disusun dalam suatu daftar
tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
pegawai yang berhak atas pembayaran gaji
terusan pada satuan kerja dengan tambahan
penjelasan :
i Pada baris nama pegawai vyang

dimintakan gaji terusan supaya diberi

”

catatan “Meninggal dunia tanggal....... ;

ii. Dalam lajur tanda tangan supaya

dicantumkan nama lengkap ahli waris
yang menerima terusan penghasilan.
Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran
wajib 10% tetapi dikenakan iuran wajib
asuransi kesehatan sebesar 2%;
Terusan penghasilan belanja pegawai tidak
dibayarkan apabila tidak ada keluarga
pegawai yang berhak memperoleh pensiun
janda/duda/ahli waris;
Pembayaran gaji terusan harus dihentikan
pada bulan kelima baik surat keputusan
pensiunan janda/duda telah atau belum
diterima;
Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan
iuran wajib sebesar 10% maka terhadap
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kelebihan potongan sebesar 8% harus
dikembalikan kepada janda/duda vyang
bersangkutan oleh PT. Taspen (Persero).
Kelebihan potongan iuran wajib harus
dicantumkan dalam SKPP Pensiun.

5.1.1.6. Pengujian Pembayaran Uang Makan

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan
dihitung secara harian untuk keperluan makan
Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diberikan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan
tunjangan lainnya. Ketentuan-ketentuan yang
menyangkut pembayaran Uang Makan :

a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari
kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan;

b. Permintaan pembayaran uang makan dapat
diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;

c. Besaran Uang Makan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan. (Ketentuan
terakhir PMK Nomor 72/PMK.05/2016
tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara);

d. Uang makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan
yang pembayarannya dilaksanakan pada awal
bulan berikutnya;

e. Dalam hal Uang Makan tidak dapat
dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, uang makan
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dapat dibayarkan untuk beberapa bulan

sekaligus;

Khusus untuk uang makan bulan Desember.

Dapat dibayarkan pada bulan berkenaan

mengikuti ketentuan mengenai pedoman

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

negara pada akhir tahun anggaran;

Pembayaran uang makan dilakukan dengan

mekanisme  pembayaran langsung ke

rekening pegawai.

Ketentuan-ketentuan pengujian Kelengkapan

dokumen pembayaran uang makan adalah

sebagai berikut :

1. Daftar Perhitungan Uang Makan

2. Daftar Hadir Kerja

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak

4. SSP PPh Pasal 21

5.1.1.7. Pengujian Pembayaran Uang Lembur

Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan
kerja lembur selama paling sedikit satu jam
penuh, untuk kerja lembur pada hari minggu dan
hari libur, tarip uang lembur per jam dinaikkan
dua kali lipat (200%) Uang Lembur diberikan
dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam
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menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar
jam kerja. Disamping uang lembur, kepada PNS
yang kerja lembur diberikan pula uang makan
sekurang-kurangnya 2 jam secara berturut-turut.
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut
pembayaran uang lembur adalah :

a. Pembayaranlembur dilengkapi dengan Daftar
Pembayaran Perhitungan Lembur yang sudah
ditandatangani oleh Kuasa PA/Pejabat yang
ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran
Satker/SKS yang bersangkutan;

Surat perintah kerja lembur;

Daftar hadir kerja;

Daftar kerja lembur; dan

SSP PPh pasal 21.

I

5.1.2. Pengujian Pembayaran Belanja Non Pegawai
5.1.2.1. Pengujian Pembayaran Honorarium
Pelaksanaan Kegiatan

a. Honorarium Kepanitiaan

Honorarium kepanitiaan/tim adalah uang jasa
yang diberikan kepada pejabat negara,
pegawai negeri sipil yang disamping tugas dan
jabatannya diangkat dengan surat keputusan,
untuk menduduki kewenangan sebagai ketua,
wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris,
anggota, dan tenaga ahli/penasehat ahli dari
dewan/sub dewan, panitia/tim dan atau
badan koordinasi tertentu.
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Pembentukan panitia ini dapat dilakukan
dengan keputusan presiden dan atau
keputusan  menteri.  Ketentuan vyang
mengatur tentang honorarium panitia/tim,
setiap tahun sering mengalami perubahan
dengan mengacu kepada keputusan Menteri
Keuangan. Pembayaran honorarium dapat
dilakukan setelah dilaksanakannya pekerjaan
oleh pegawai yang mendapatkan tugas.

Pengujian dilakukan terhadap dokumen
pendukung yang harus dilampirkan dalam
pembayaran honorarium adalah :

1. Surat Keputusan pembentukan
kepanitiaan;
2. Surat keputusan pengangkatan
kepanitiaan;

3. Daftar honorarium.

b. Honorarium/vakasi tenaga pendidik

Honorarium tenaga pendidikan adalah
tunjangan jasa yang diberikan kepada seorang
pengajar/guru/dosen  yang  memberikan
pelajaran pada suatu
perguruan/sekolah/fakultas  diluar  tugas
pokoknya, dan dalam memberikan pelajaran
tersebut diangkat/ditunjuk oleh instansi
berwenang. dalam waktu tertentu. Pegawai
yang dapat menerima honorarium/vakasi
tenaga pendidikan antara lain adalah guru
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tidak tetap pada sekolah menengah dan
tenaga pengajar luar biasa pada perguruan
tinggi tertentu.

Pengujian dilakukan terhadap dokumen

pendukung yang harus dilampirkan dalam

pembayaran honorarium /vakasi tenaga

pendidik adalah :

1. Surat Keputusan pengankatan sebagai
tenaga pendidik;

2. Daftar honorarium.

5.1.2.2. Pengujian Pembayaran Langganan Daya
dan Jasa

Pengujian Pembayaran Langganan Daya dan Jasa
dilakukan terhadap dokumen berupa dokumen
pendukung berupa surat tagihan penggunaan
daya dan jasa yang sah.

5.1.2.3. Pengujian Pembayaran Perjalanan
Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke
luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
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negara’. Pengujian Pembayaran Perjalanan Dinas
dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Perjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan
Perjalanan dinas jabatan yang sudah
dilaksanakan, dilampiri:

a) Daftar nominatif perjalanan dinas; dan
b) Dokumen pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas jabatan sebagaimana
diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Keuangan mengenai perjalanan dinas
dalam negeri bagi pejabat negara,
pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
b. Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan
Perjalanan dinas jabatan vyang belum
dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif
perjalanan dinas.

Untuk perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan
Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan
dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri,
dan pegawai tidak tetap.

5.1.2.4. Pengujian  Pembayaran Pengadaan
Barang/Jasa Non Kontraktual

1 Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
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Pengujian  Pembayaran  untuk  pengadaan
Barang/Jasa Non Kontraktual dilakukan pada
belanja barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rp50.000.000,00. Pengujian terhadap pembayaran
harus memperhatikan beberapa dokumen yaitu :

a. Nota Pesanan Barang/Jasa
b. Berita Acara Serah Terima
c. Kuitansi

5.2. Pelaksanaan Pembayaran Kepada Yang Berhak

Dalam rangka penetausahaan kas oleh Bendahara,
bendahara harus menatausahakan seluruh uang/surat
berharga vyang dikelolanya. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas
nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah
mendapatkan persetujuan Kuasa BUN.

Dalam rangka pendebitan rekening Bendahara
Pengeluaran/BPP, pejabat yang berwenang melakukan
pendebitan rekening di Bank Umum/Kantor Pos adalah
KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP.

5.2.1. Pembayaran Tunai

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dibagi
menjadi dua, yaitu pembayaran yang dilakukan
menggunakan Uang Persediaan dan menggunakan
mekanisme Langsung.
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Bendahara Pengeluaran dapat melaksanakan
pembayaran melalui mekanisme UP setelah
menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas
nama KPA dengan melampirkan bukti pengeluaran
berupa :

a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK
beserta faktur pajak dan SSP; dan

b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau
dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan
telah disahkan oleh PPK.

Berdasarkan SPBy tersebut, pengujian dilakukan oleh
bendahara pengeluaran atas :

a. Kelengkapan perintah  pembayaran vyang
diterbitkan oleh PPK;

b. Kebenaran atas hak tagih, meliputi :
Kesesuaian  pencapaian  keluaran  antara
spesifikasi  teknis yang disebutkan dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam dokumen
perjanjian/kontrak; dan

d. Ketepatan penggunaan kode mata anggaran
pengeluaran (akun 6 digit).

SPM LS Bendahara adalah surat perintah membayar
yang diterbitkan oleh PPSPM kepada Bendahara
Pengeluaran. Uang yang berasal dari Kas Negara
melalui SPM LS Bendahara wajib ditatusahakan oleh
bendahara dan diserahkan kepada yang berhak
menerima berdasarkan daftar nominatif penerima
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yang disampaikan ke KPPN. Bendahara
Pengeluaran/BPP  harus memperhitungkan dan
memungut/memotong pajak atas pembayaran yang
bersumber dari SPM LS Bendahara. Dalam hal
terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS
Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang
berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera
menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara.

5.2.2. Internet Banking [ Cash Management System
(CMS)

Dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu
pengurangan penggunaan uang kertas, bendahara
pengeluaran juga dapat menggunakan fasilitas
internet banking/cash management system. Fitur
minimal internet banking yang diperlukan oleh
bendahara adalah :

1. Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo
Rekening;
2. Mencetak Rekening Koran;
3. Transfer dana/pembayaran ke rekening
penerima:
e Pada bank yang sama;
e Antar bank melalui SKN atau RTGS;
e Antar bank melalui jaringan online;
4. Penyetorann pajak atau PNBP melalui MPN G2;
5. Pembayaran langganan daya dan jasa air, listrik
dan telepon.

Registrasi Internet Banking dilakukanolrh KPA dengan
mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat
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rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara
lain :

1. Data pemohon (KPA/Kepala Satker) antara lain
: nama, alamat, nomor telepon seluler dan
alamat email;

2. Data rekening yang akan didaftarkan, antara
lain : nomor rekening, nama rekening dan jenis
rekening

(sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-
masing Bank Umum)

Kelebihan Pendebitan Rekening melalui Internet
Banking :

1. Tidak terdapat risiko keamanan atas
penyimpanan uang tunai;

2. Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat
yang berwenang tidak berada di tempat;

3. Peluang terjadinya moral hazard dapat

diminalisasi;

4. Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet
banking;

5. Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24
jam)

Konsekuensi dari penggunaan internet banking ini
adalah terdapat risiko mengalami cyber crime,
misalnya peretasan rekening atau penyalahgunaan
password.
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5.2.3. Kartu Debit

Penggunaan kartu debit diperlukan oleh bendahara
untuk mengurangi antrian di bank dan menutup
kekurangan yang mungkin bias disebabkan oleh
penarikan tunai dan internet banking/cash
management system.

Fitur minimal kartu debit yang diperlukan oleh
bendahara adalah :

1. Transfer ke rekening penerima
2. Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2;

Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun
EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK.
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB

PERPAJAKAN BENDAHARA
PENGELUARAN

6.1 Pemotongan/Pemungutan Pajak
6.2 Penyetoran Pajak
6.3 Pemotongan/Pemungutan Pajak




PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bab ini membahas tentang kewajiban perpajakan oleh
seorang bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
bidang perpajakan. Setelah membaca panduan teknis ini,
pembaca diharapkan :

1. Memahami tata acara pemotongan atau pemungutan
pajak;

2. Memahami tata cara penyetoran pajak;

3. Memahami tata cara pelaporan pajak.

6.1. Pemotongan / Pemungutan Pajak

Pemotongan dan pemungutan pajak adalah suatu
mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pada konteks
pemotongan dan pemungutan pajak, Bendahara
Pengeluaran bukan merupakan subjek pajak, namun
diberi tanggung jawab untuk memotong, memungut dan
menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan
pemungutan pajak yang dilakukannya. Yang menjadi objek
adalah penerima penghasilan, dan objek pajaknya adalah
penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh.

Kewajiban bendahara pemerintah terkait
pemotongan/pemungutan pajak adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai;

2. Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan
berupa sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan jasa
konstruksi (PPh Pasal 4 ayat (2))
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3.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
yang diterima oleh orang pribadi (PPh Pasal 21 dan
PPh Pasal 26);

Pemungutan Pajak Penghasilan atas pembelian
barang (PPh Pasal 22);

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan
berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta,
royalty, hadiah/penghargaan, dan imbalan
sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong
PPh Pasal 21 (PPh Pasal 23);

6.1.1. PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang
dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang
atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke
konsumen. PPN merupakan pajak yang dibebankan
pada subjek pajak.

Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang
dikenakan atas setiap transaksi pembelian seragam
untuk keperluan dinas, pembelian komputer,
pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa
konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin
absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan
perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mememungut,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh
Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena
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Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
bendahara pemerintah, badan, atau instansi
pemerintah tersebut®.

Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang
dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang
dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun
demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian
barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak
perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
Pembayaran atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari
pengenaan PPN;

d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar
Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT
Pertamina (Persero);

Pembayaran atas rekening telepon;

f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang
diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang
atau jasa yang menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

" pasal 1 angka 27 UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
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Contoh perhitungan PPN

Belanja ATK sebesar Rp. 2.500.000,- (nilai belanja sudah
termasuk PPN 10%), maka perhitungan pajaknya adalah :
Cari DPP : Rp. 2.500.000,- X 100/110 = Rp. 2.272.727,-
(angka dibelakang nol tidak dibulatkan ke atas dan ke
bawah).

Dikenakan PPN 10 % = Rp. 2.272.727,- X 10% = Rp.
227.272,72 dibulatkan ke atas menjadi Rp.227.273,-

6.1.2. PPh Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak
penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan
tertentu yang bersifat final dan tidak dapat
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. PPh
Pasal 4 ayat 2 sering juga disebut dengan PPh Final,
artinya pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa
pajak dengan pertimbangan kemudahan,
kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang
tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2
adalah caara pelunasan pajak dalam tahun berjalan
antara lain melalui pemotongan atau pemungutan
pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

1. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
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Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau
bangunan berupa tanah, rumah, rumah
susun, apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan
termasuk bagiannya, rumah kantor, toko,
rumah toko, gudang, bangunan industri;
Besarnya PPh Final yang dipotong adalah
10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik
yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi
maupun Badan;

Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah
yvang dibayarkan/terutang oleh penyewa
termasuk biaya perawatan, pemeliharaan,
keamanan, fasilitas lainnya, dan service
charge (baik perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun disatukan).

2. Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

a.

Objek PPh final adalah penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan meliputi  penjualan, tukar-
menukar, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang,
hibah, atau cara lain yang disepakati;
Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5%
dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan;
Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada:
1) Orang pribadi yang mempunyai
penghasilan di bawah PTKP yang jumlah
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2)

3)

bruto pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunannya kurang dari
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) dan bukan merupakan jumlah
yang dipecah-pecah.

Catatan: Pembebasan diberikan melalui
penerbitan Surat Keterangan Bebas
(SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada pemerintah guna
pelaksanaan  pembangunan  untuk
kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus yaitu pembebasan
tanah oleh pemerintah untuk proyek-
proyek jalan umum, saluran
pembuangan air, waduk, bendungan
dan bangunan pengairan lainnya,
saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar
udara, fasilitas keselamatan umum
seperti tanggul penanggulangan bahaya
banjir, lahar dan bencana lainnya, dan
fasilitas Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.

pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan yang tidak termasuk
subjek pajak (seperti: pemerintah dan
perwakilan negara asing).
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Catatan: Pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) dan 3)
diberikan tanpa melalui penerbitan SKB.

3. Jasa Konstruksi

a.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan
atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan
tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian
jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang
perencanaan jasa konstruksi yang mampu
mewujudkan pekerjaan dalam  bentuk
dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian
jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang
pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu
menyelenggarakan  kegiatannya  untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan
menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik
lain, termasuk di dalamnya pekerjaan
konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan
fungsi layanan dalam model penggabungan
perencanaan, pengadaan, dan
pembangunan (engineering, procurement
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e.

and construction) serta model
penggabungan perencanaan dan
pembangunan (design and build).
Pengawasan konstruksi adalah pemberian
jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang
pengawasan jasa konstruksi, yang mampu
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak
awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi
sampai selesai dan diserahterimakan.

Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final:
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Contoh perhitungan PPh pasal 4 (2) :

Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan
pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan
gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP :
02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi
sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2012.

Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa
tersebut adalah :

Nilai Kontrak Rp500.000.000
PPN Rp50.000.000

Total tagihan dari
rekanan (PT. Konstruksi)
Rp550.000.000

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong :

Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 Rp 10.000.000
PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 Rp  50.000.000
Total PPN dan PPh dipungut/dipotong Rp 60.000.000

Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan — total
PPN dan PPh dipungut/dipotong) = Rp 550.000.000 - Rp
60.000.000 = Rp 490.000.000
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Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) :

Instansi Y menyewa gedung untuk pameran produk
kepada PT ABC (NPWP :01.777.777.7-115.000), selama 2
bulan dengan harga sewa sebesar Rp 40.000.000 pada
tanggal 07 Juli 2015.

Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa
tersebut adalah :
PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa

=10% X 40.000.000 = Rp 4.000.000

Pembayaran kepada PT ABC (Harga sewa — PPh
dipotong) :
Rp 40.000.000 - Rp 4.000.000 = Rp 36.000.000.

6.1.3. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.?

2 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
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Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan
melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang
membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lainnya dengan nama apapun
sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib
melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pengertian pembayaran gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan
dengan pekerjaan adalah pembayaran gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis
lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai honorer,
anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, atau
Pegawai Tidak Tetap.

Pengertian pembayaran upah atau imbalan jasa dan
pembayaran dengan nama apapun sehubungan
dengan jasa adalah pembayaran upah atau imbalan
jasa atau pembayaran atas jasa dengan nama dan
dalam bentuk apapun vyang dilakukan oleh
bendahara pemerintah kepada pihak pemberi jasa,
termasuk narasumber atau orang yang memberikan
jasa pelatihan.
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Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran
lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan
kegiatan adalah pembayaran berupa uang saku,
uang representasi, uang rapat, honorarium atau
imbalan sejenis, dengan nama dan dalam bentuk
apapun kepada peserta suatu kegiatan (rapat,
sidang, seminar, lokakarya/workshop, pendidikan,
pertunjukan, atau perlombaan).

4. Sifat Pengenaan PPh

PPh Pasal 21 wajib dipotong oleh bendahara
pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua
jenism yaitu PPh yang bersifat tidak final atau dikenai
tarif PPh Pasal 17 sesuai dengan ketentuan umum UU
PPh dan PPh yang bersifatt final.

Secara umum, PPh Pasal 21 vyang dipotong
bendahara pemerintah bersifat tidak final. PPh Pasal
21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang
bersifat final hanya dikenakan atas penghasilan tidak
tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau
imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban
APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS
(termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, pejabat
negara, dan pensiunannya.

5. Dasar Pengenaan PPh
Dasar Pengenaan PPh atas penghasilan 21 yang
dikenai PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final adalah
sebagai berikut :
a. Pegawai Tetap
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Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai
Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang
dihitung dengan cara mengurangi jumlah
penghasilan netto dengan penghasilan tidak
kena pajak (PTKP). Penghasilan netto merupakan
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan
biaya jabatan sebesah maksimal Rp500.000,00
sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun.

Pegawai Tidak Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan

yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak

Tetap adalah sebagai berikut:

e Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar
bulanan telah melebihi Rp4.500.000,00
dalam sebulan, dasar pengenaan PPh Pasal
21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan
bruto dikurangi PTKP per bulan.

e Dalam hal penghasilan bruto sehari atau
penghasilan bruto rata-rata sehari telah
melebihi Rp450.000,00 namun akumulasi
penghasilannya dalam sebulan kurang dari
Rp4.500.000,00 dasar pengenaan PPh Pasal
21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan
bruto dikurangi dengan jumlah sebesar
Rp450.000,00.

e Penghasilan sehari atau rata-rata
penghasilan sehari lebih dari Rp450.000,00
atau akumulasi penghasilannya dalam
sebulan telah lebih dari Rp4.500.000,00,
tetapi dak lebih dari Rp10.200.000,00, dasar
pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan
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cara jumlah penghasilan bruto dikurangi
dengan PTKP harian sejumlah hari kerja yang
sebenarnya.

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif
dalam satu bulan kalender telah melebihi
Rp10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung
dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1)
huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan
atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang
disetahunkan.

Sedangkan atas penghasilan sehari atau
rata-rata penghasilan sehari dak melebihi

Rp450.000,00 dan akumulasi
penghasilannya dalam sebulan dak melebihi
Rp4.500.000,00 tidak dilakukan

pemotongan PPh Pasal 21.

c. Bukan Pegawai
Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan
yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai
adalah sebagai berikut:

Bukan Pegawai yang menerima penghasilan
bersifat berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan penghasilan bersifat
berkesinambungan adalah penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari satu bendahara
pemerintah dalam satu tahun pajak lebih
dari satu kali.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima
atau diperoleh Bukan Pegawai yang
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menerima penghasilan bersifat
berkesinambungan adalah sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah penghasilan
bruto dikurangi PTKP per bulan.

PTKP tersebut dapat diberikan sepanjang
orang pribadi yang bersangkutan (Bukan
Pegawai) telah mempunyai NPWP dan hanya
memperoleh penghasilan dari hubungan
kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21.

Bukan Pegawai yang menerima penghasilan
yang dak bersifat berkesinambungan.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima
atau diperoleh Bukan Pegawai yang
menerima penghasilan yang dak bersifat
berkesinambungan adalah sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah penghasilan
bruto.

Pengertian jumlah penghasilan bruto bagi Bukan
Pegawai adalah sebagai berikut:

Dalam hal pemberian jasanya, pemberi jasa
(bukan Pegawai) mempekerjakan orang lain
sebagai Pegawainya maka besarnya jumlah
penghasilan bruto adalah sebesar jumlah
pembayaran setelah dikurangi dengan
bagian gaji atau upah dari Pegawai yang
dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam
kontrak/perjanjian dak dapat dipisahkan
bagian gaji atau upah dari Pegawai yang
dipekerjakan tersebut maka besarnya
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penghasilan bruto tersebut adalah sebesar
jumlah yang dibayarkan;

e Dalam hal pemberian jasanya, pemberi jasa
(Bukan Pegawai) melakukan penyerahan
material atau barang, maka besarnya jumlah
penghasilan bruto sebagaimana dimaksud
pada angka 1 hanya atas pemberian jasanya
saja, kecuali apabila dalam
kontrak/perjanjian dak dapat dipisahkan
antara pemberian jasa dengan material atau
barang maka besarnya penghasilan bruto
tersebut termasuk pemberian jasa dan
material atau barang;

e Dalam hal jumlah penghasilan bruto
dibayarkan kepada dokter yang melakukan
praktik di rumah sakit pemerintah, maka
besarnya jumlah penghasilan bruto adalah
sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien
melalui rumah sakit sebelum dipotong
biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit
pemerintah tersebut;

e Dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang
dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat nal adalah
jumlah bruto honorarium atau imbalan dak
tetap dan teratur lainnya yang menjadi
beban APBN atau APBD dan dibayarkan
kepada pejabat negara, PNS (termasuk
CPNS), anggota TNI atau POLRI, dan
pensiunannya.
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6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya
diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP? adalah sebagai
berikut :

Tabel 7. Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak

54.000.000,00 | Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

4.500.000,00 Tambahan untuk Wajib Pajak yang
Kawin

54.000.000,00 Tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan  suami  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008

4.500.000,00 Tambahan untuk setiap anggoa
keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus

3 Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak
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serta anak angkat, yang menjadi
tanggungan  sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
keluarga.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21

Contoh 1 PNS Terima Honor (PPh Final)

Rahmadi (PNS Gol. [lIA) berNPWP memperoleh honor
sebagai peserta sosialisasi peraturan baru sebesar Rp
1.250.000,- dan status PTKP K/2

Penghitungan PPh Pasal 21

5% x Rp 1.250.000,- = Rp62.500,-

Jika Rahmadi tidak punya NPWP

5% x Rp 1.250.000,-x 120% = Rp75.000,-
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Contoh 2 Bukan Pegawai dgn Pengh. Berkesinambungan
Bp. Johan (karyawan Swasta-berNPWP) ditunjuk sbg
konsultan suatu kegiatan selama 6 bulan dengan honor
Rp15.000.000,- perbulan. Bp Johan tdk menerima
penghasilan dari tempat lain dan status PTKP = TK/O
Penghitungan PPh Pasal 21:

= ((Rp 15.000.000 x 50%) — PTKP sebulan) x tarif Pasal
17

= (Rp 7.500.000 — 4.500.000) x 5%

=Rp 3.000.000 x 5%

=Rp 150.000,-
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Contoh 3 Honor PTT yang dibayarkan secara Bulanan
Andy Kusuma seorang PTT pada Kantor Pertanahan di
DKI dengan penghasilan perbulan gaji sebesar

Rp3.500.000,- dan insentif sebesar Rp8.640.000,-
BerNPWP dan status PTKP K/1

a. Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan Rp3.500.000
Insentif Rp8.640.000 +

Rp12.140.000
12 x Rp12.140.000 = Rp145.680.000
b. PTKP : 2016

- Utk diri sendiri Rp54.000.000
- Kawin Rp4.500.000
Rp 4.500.000 (Rp 63.000.000) -

Penghasilan Kena Pajak Rp 82.680.000
(a-b)

PPh 21 Terutang setahun :
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000

15% x Rp32.680.000 = Rp4.902.000 -
Rp7.402.000

PPh 21 sebulan = Rp7.402.000,- : 12 = Rp 616.833,-
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Contoh 4 Bukan Pegawai dengann Penghasilan Tidak
berkesinambungan

Budi, bukan pegawai dan berNPWP melakukan
perbaikan AC kepada Bend. Pemerintah denganimbalan
jasa sebesar Rp5.000.000,-.

Penghitungan PPh Pasal 21 : (50% x Rp5.000.000) x 5%
=Rp125.000,-

Contoh 5 Peserta Kegiatan

Donny Willy, menjuarai lari maraton yang diadakan oleh
Kemenpora dan selain piala jg mendapat hadiah uang
sebesar Rp125.000.000,-.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebesar :
Penghasilan Bruto x Tarif Psl 17 UU PPh
5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.000,-
15% x Rp75.000.000 = Rp11.250.000,- -

Rp13.750.000,-

Kalo Donny Willy tdk ber-NPWP =120% x Rp 13.750.000
=Rp16.500.000,-
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6.1.4. PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22*
dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas
pembelian barang seperti komputer, meubel, mobil
dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah
kepada Waijib Pajak penjual barang. Pemungutan PPh

Pasal 22 dilakukan oleh :

a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi

atau lembaga pemerintah dan

lembaga-

lembaga negara lainnya berkenaan dengan

pembayaran atas pembelian barang;

b. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran
yang dilakukan dengan mekanisme uang

persediaan (UP);

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat
Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada
pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS).

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak

dilakukan dalam hal:

a. Pembelian barang dengan nilai

pembelian

paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa

faktur;

4 Pasal 22 Undang-Undang PPh;
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b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas,
pelumas, airminum/PDAM dan benda-benda
pos; dan

c. Pembayaran  untuk  pembelian  barang
sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).

Pengertian nilai pembelian tidak dipecah-pecah

adalah nilai satu transaksi pembelian tersebut tidak

dipecah dalam beberapa tagihan atau faktur
sehingga seolah-olah menjadi beberapa transaksi
yang terpisah dengan nilai yang tidak melebihi

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal terjadi

pemecahan nilai pembelian atas suatu transaksi

yang menjadi satu kesatuan tersebut, walaupun nilai
transaksi pembelian yang terpisah kurang dari

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tetap

dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengaturan ini

dimaksudkan agar pihak Wajib Pajak tidak
menempuh upaya untuk menghindari pemungutan

PPh Pasal 22.

Contoh perhitungan PPh Pasal 22

Belanja ATK sebesar Rp. 2.500.000,- (nilai belanja sudah termasuk PPN
10%), maka perhitungan pajaknya adalah :

Cari DPP : Rp. 2.500.000,- X 100/110 = Rp. 2.272.727,- (angka
dibelakang nol tidak dibulatkan ke atas dan ke bawabh).

PPh pasal 22 yang dipungut 1.5 % = Rp. 2.272.727,- X 1,5% = Rp.
34.090,90 dibulatkan ke atas menjadi Rp.34.091,-
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6.1.5. PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 *adalah cara pelunasan
pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak
atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara
kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan
tersebut antara lain:

a.

Dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan,
bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong
Pajak Penghasilan Pasal 21 (sebesar 15%).

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
(sebesar 2%).

imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konsultan dan jasa lain selain
yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
(sebesar 2%).

(Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat uraian diatas tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan
adalah lebih tinggi 100% (seratus persen))®.

5 Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan

6 pasal 23 ayat 1a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan
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Jasa Lain yang Menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal
23 antaralain :

1.
2.
3.

v

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jasa penilai (appraisal);

Jasa aktuaris;

Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi
laporan keuangan;

Jasa hukum;

Jasa arsitektur;

Jasa perencanaan kota dan arsitektur
landscape;

Jasa perancang (design);

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
bandar udara;

Jasa penebangan hutan;

Jasa pengolahan limbah;

lasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga
ahli (outsourcing services);

lasa perantara dan/atau keagenan;

Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan,
kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI);

Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan,
poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet,
baliho dan folder;

Jasa sehubungan dengan software atau
hardware atau sistem komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan
website;

Jasa internet termasuk sambungannya;
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19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau
penyaluran data, informasi, dan/ atau
program;

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
Jasa dekorasi;

Jasa pencetakan/penerbitan;

Jasa penerjemahan;

Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah
diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak
Penghasilan;

Jasa pelayanan kepelabuhanan;
pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,
air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan,
selain yang dilakukan oleh Waijib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;

Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat
transportasi darat, laut dan udara;

Jasa maklon;

Jasa penyelidikan dan keamanan;

Jasa penyelenggara kegiatan atau event
organizer;

Jasa pembasmian hama;
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32. Jasa kebersihan atau cleaning service;

33. Jasa penyediaan tempat. dan/ atau waktu
dalam media masa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian informasi,
dan/atau jasa periklanan;

34. Jasa freight forwarding;

35. Jasa logistik;

36. Jasa pengurusan dokumen;

37. Jasa pengepakan;

38. Jasa loading dan unloading;

39. Jasa pelatihan dan/atau kursus;

40. Jasa sertifikasi;

41. Jasa survey;

42. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali
yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi
pendidikan dalam rangka perielitian akademis;

43. Jasa katering atau tata boga;

44, Jasa sedot septic tank;

45, Jasa pemeliharaan kolam;

46. Jasa pengelolaan parkir;

47. Jasa penyondiran tanah;

48. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

49. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;

50. Jasa pemeliharaan tanaman;

51. Jasa pemanenan;

52. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan.
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Contoh perhitungan PPh Pasal 23

Contoh 1

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok
menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp
11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi).

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang
termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera
dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal
23 terutang :

Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000, -
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Contoh 2

Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa
biro Iklan untuk memasang lklan di Media massa dan
elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000,
(harga yg tertulis di kuitansi)

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang
termasuk PPN, maka

Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp
20.000.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka
nilai tertera dikuitansi tersebut dikalikan
100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka
PPh Pasal 23 terutang :

Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%=
Rp4.000.000,-

6.2. Penyetoran Pajak

Kewajiban bendahara pengeluaran setelah melakukan
pemotongan/pemungutan adalah melaksanakan
penyetoran pajak. Proses penyetoran pajak dimulai
dengan membuat kode billing secara elektronik.
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Selanjutnya kode billing akan digunakan sebagai alat
pembayaran PPh dan/atau PPN.

6.2.1. Pembuatan Kode Billing
Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan menginput
pada aplikasi sse.pajak.go.id dan
djponline.pajak.go.id.
2. Melalui https://sse.pajak.go.id/
a. Pendaftaran Peserta e-billing
1) Buka website https//sse.pajak.go.id/

2) Melakukan pendaftaran NPWP
dilakukan dengan memilih tombol
“Daftar Baru”.

NPWP : -EE]E-
1]

NAMA

EMAIL : [kukuh.spramana@gmaihcom ]
Input kode diatas: )
54433
[Reaiste (Home)
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3) Akan muncul notifikasi apabila data
berhasil disimpan.

R TS

il simpan
ek emall untuk melakukan konfirmasi

4) Lakukan aktivasi akun yang sudah
terkirim oleh sistem ke email yang
sudah didaftarkan

Verification Code oo s

biEmgmpniEpagk.go.id
R iome s
A, Insresin- o Engishe  Tramsle

A

Kepasa KUKUH SLKMA PRAMANA

13l Seoran Esdronk:

Homnat Hami

Surat Setoran Elkonk Team

5) Setelah melakukan aktivasi, akun sse
langsung bisa untuk merekam kode
billing pembayaran pajak.

b. Pembuatan kode billing
1) Login ke situs SSE Pajak
https://sse.pajak.go.id/
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2) Tampilan setelah berhasil login.

ORAT JENDERAL PRIAK ©!.inc FLOK

PAJAK MAHMUDAH

it Input Data 3 ¥ .+ Referens i+ Admimst

NPWP . [597]. [age 1. 555 . i} [501 . [ooo |

NAMA : [ELOK MAHMUDAH 3
ALAMAT : [0S ulUNGRUSI

KOTA freeac - o

NOP i [, [, [, [, [, . [

JENIS PAJAK @ |PPh Pasal 21 (411121) =l
;EETSRAN E |Masa/Angsuran (100) 3

MASA PAJAK  : [Jull [=}s.a. [3un =]

TAHUN PAJAK | (2015

00000 |/ [ooo ) [oo a

NO 5K ! Format: No Urut/Jenis SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun
Terbit
MATA UANG  : Rupiah(Rp) =

JUMLAH SETOR :

Simpan Batal |
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3) Wajib Pajak dapat mengecek status
anda sebagai “Bendahara”di menu “my
Account”.

RAT JENDERALPRIAK prmve FLOK
B

ATAK MAHMUDAH

+ Input Data J11 Wiew Data «1 Referensi <i Administrasi

NPWP ¢ 59.406.5589.1-501.000
MNAMA, ¢ ELOK MAHMUDAH
ALAMAT + DS UJUNGRUSL
KOTA i TEGAL
JENIS PESERTA :  Bendahara
USER ID t 594065591501000
e-MAIL ¢ esmahmudah@gmail.com
1D PESERTA : 14090D019694119
CEait
b
4) Untuk melakukan

pemotongan/pemungutan atas Wajib
Pajak , lakukan hapus NPWP di halaman
input data.
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DRAT JENDERAL PRIAK

input Data View Data Referens:

nPwe : 59.405.559.1-501.000

NAMA i ELOK MAHMUDAM

ALAMAT : DS UJUNGRUSI

®OTA :  TEGAL

JENIS PESERTA ¢ Bendahara @

USER ID : 594065591501000

e-MAIL i e.mahmudah@gmail.com

1D PESERTA & 140900019694119
Cedic)

W41 Administrasi

BILLING
PAJAK

ELOK
MAHMUDAH
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5) Kemudian input NWP untuk Wajib Pajak
yang akan dipotong/dipungut pajaknya.
Data Nama, Alamat dan Kota secara
otomatis akan menyesuaikan dengan

DIREKTORAT JENDERAL PAIAK 1o ELOK

PAJAK MAHMUDAH

i1 Input Dats .11 Referengi i3 Adminisorasi 113 ACCouNt

ST (55) </

NPWP : |27 159 1 [18a |. 1] [411 ] [oge

NAMA : |ANDRI JUNIAWAN

ALAMAT : [GELATIK BUKIT NO. 54

KOTA : [TANGERANG

noe : [ R [N -t 1 [

JENIS PAJAK  : [PPh Pasal 21 (411121) =]

.)s?;lgum : [Masa / Angsuran (100) =]

MASA PAJAK  : [Jull [¥)s.d. [ull ]

TAHUN PAIAK  © [2015 |
[ooooo I/ [ooo |y joa | jooe | foa'|

NO SK I Format: Na Urut/lenls SKP/Tahun Pajak/Kode KPP/Tahun
Terbit

MATAUANG  : Rupeh(Rp) ~

JUMLAH SETOR :

[ Simpan [ Batal

data NPWP yang diinput.

6) Masukan/Pilih elemen data lain untuk
perekaman billing pajak, yaitu : NOP
(bila ada), Jenis Pajak, Jenis Setoran,
Masa Pajak, Tahun Pajak, No SK (bila
ada) dan Jumlah Setor.
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Y,

.11 Inout Data

1t View Data 15 Referens Account

TORAT JENDERALPRJAK ciime o riox

NPWP

NAMA
ALAMAT
KOTA

NOP

JENIS PAJAK

JENIS
SETORAN

MASA PAIAK
TAHUN PATAK

NO SK

MATA UANG
JUMLAH SETOR

- 2471159 ] [18a ] [} [a11 | [ooo |
* ANDRI JUNIAWAN

: [GELATIK BUKIT NO. 54
: TANGERANG

3 S G (|

: [PPh Pasal 21 (411121) =

: [Masa / Angsuran (100) |
: Dl vls.a. Duli -l

: 2015

000go ) (eoo I/ foo ) [eca | oo |

¢ Format: No Urut/enis SKP/Tahun Pajok/Kode KPP/Tahun

Terbit

: Rupish(Rp) v

123454
Simpan Batal

7) Setelah selesai memasukan data silahlan
klik “Simpan” dan akan tampil halaman
konfirmasi seperti berikut.
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Simpan Daa?

OK \ GCancsl ]

8) Berikutnya akan muncul halaman
konfirmasi ulang atas data yang telah
diinput, pastikan data tersebut sudah
benar kemudian silahkan tekan tombol
“Terbitkan Kode Billing”.
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DIREKTORAT JENDERAL PAIAK cuine | cioc

PAJAK MAHMUDAH

«: fnput Data W View Data i Referensi 1:2 Adminsstras s Acount

TX NO : A15071008980
NPWP : 24.159.184.1-411.000
NAMA : ANDRI JUNIAWAN
ALAMAT - GELATIK BUKIT NO. 54
KOTA : TANGERANG
NOP 2
JENIS PAIAK : PPh Pasal 21 (411121) T
JENIS SETORAN : Masa / Angsuran {100)
MASA PAIAK : Jubsd. lub
TAHUN PAIAK - 2015
NO SK : DDOOO/ODC/O0/000/00
JUMLAH SETOR : Rp.123.456

<< Edit Pengisian SSP Terbitkan Kode Biling >>

Cetak ﬁ

9) Sistem akan menampilkan kode billing
sejumlah 15 digit angka yang digunakan
untuk pembayaran pajak. Wajib Pajak
dapat mencetak perekaman billing atau
cukup mencatat kode billing yang
dibutuhkan.
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REKTORAT JENDERAL PRIAK ©°:.nc cLow

PAJAK MAHMUDAH

.. Input Data : View Data .t Referensi

TX NO :  A15071008980

NPWP 1 24,159.1684.1-411.000

NAMA :  ANDRI JUNIAWAN

ALAMAT :  GELATIK BUKIT NO. 54

KOTA : TANGERANG

NOP I

JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : Jul s.d. Jub

TAHUN PAIAK i 2015

NO SK :  00000/000/00/000/00

JUMLAH SETOR : Rp.123.456

Gunakan ID Billing dibawah ini untuk melakukan pembayaran.

1D BILLING : 015070151370131

AKTIF 5.d : 12/07/2015 10:26:43
Cetak
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3. Melalui https://djponline.pajak.go.id/
a.

Pendaftaran Peserta e-billing
1) Daftarkan NPWP di

djponline.pajak.go.id. dengan memilih

.. DJP Online - Login .

Lupa password ? reset di sin

Anda belum terdaftar ?[aﬁar di sini

Belum menerima link aktivasi ? klik di sini

Anda belum memiliki NPWP ? daftar di sini

Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500

200 (Kring Pajak)

2) Isilah semua data dengan tepat
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% Form Pendaftaran
Homor Pokok Wapb Pajak (IenWe)

EFING

Homaor Handphone

Eman

Konfrmans Emand ¢

Passworg”

Konfrmass Password

Kode Keamanan I
ki gamiar unil perhani kode

e

Setelah klik daftar, aka nada email
verifikasi/aktivasi di email yang sudah
didaftarkan. Aktifkan akun anda dengan

klik link tersebut dan anda akan dapat
masuk ke DJP online.
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b. Pembuatan Kode Billing
1) Login ke situs SSE Pajak

.. DJP Online - Login .
476128808732000

Axgb

klik gambar untuk perbarui kode

cxgb

Setelah login berhasil klik E-Blling
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2)

3)

@ E-F ( eanng ( E-trackng
F/ 0 » 'Y
CoAyfilin

w Filing adalab saloh sat corm penyampaian SPT secasn

i, babify murab, bebit copal!

Menu isi SSE digunakan untuk membuat
kode billing pajak. Menu Lihat Data SSE
digunakan untuk melihat panduan
penggunaan SSE. Pilih “Isi SSE” pada
halaman depan dan masuk ke tampilan
default isi SSE.

Pengisian untuk penyetoran pajak
NPWP sendiri. Langkah pengisian SSE
untuk penyetoran dengan NPWP sendiri

a) Pilih jenis pajak dan jenis setoran
untuk pembayaran PPh Pasal 21
(411121) dan kode jenis setoran
100.

b) Isi Masa Pajak Pertama, masa pajak
selanjutnya akan terisi otomatis.

c) Lakukan pengisian tahun pajak dan
jumlah setor.

d) Klik “Slmpan”.
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4)

e ——

Pembuatan Kode Billing untuk
penyetoran pajak NPWP lain:

a)

b)

d)

e)

f)

Pilih jenis pajak dan jenis setoran
yang dapat digunakan untuk
pemungutan atau pemotongan
NPWP lain.

Pilih Masa Pajak (masa pajak
otomatis terisi periode satu masa).
Lakukan pengisian tahun pajak.

Pilih Subjek Pajak : NPWP Sendiri
atau NPWP Lain. Untuk input NPWP
lain, pilih NPWP lain dan akan
muncul isian untuk pengisian NPWP
lain.

Masukkan NPWP lain (NPWP valid)
sehingga Nama, Alamat dan Kota
akan muncul sesuai dengan
database Wajib Pajak.

Masukkan jumlah setor.
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5)

g)

Klik “Simpan”.

RAN ELEXTRONIK

ez Pajak

Pembuatan Kode Billing untuk
penyetoran pajak tanpa NPWP

Pilih jenis pajak dan jenis setoran
yang dapat digunakan untuk
pemotongan atau pemungutan atas

a)

f)
g)

Non-NPWP.

Pilih masa pajak (masa pajak
otomatis terisi periode satu masa).
Lakukan pengisian tahun pajak.
Pilih subjek pajak NPWP lain.
Masukkan NPWP No; (00.000.000-
xxx.000), xxx adalah kode KPP. Kode
KPP tidak boleh kosong.

Masukkan jumlah setor.

Klik “Simpan”.
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6) Muncul konfirmasi pengisian data. Klik
“Ya” jika pengisian data sudah benar.

Apakzh dats yang diisikan sudah benar?

7) Data pengisian SSE berhasil disimpan,
klik “OK” untuk melanjutkan,
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Rekam 55P berhasil denzen Nemor Transaksi : 415113008023,

Sllanxan Kiik tomtol 'Ubah 537" untuk mengubah acay kik tembal "Kode Billing untuk
molanjutkan

8) Selanjutnya lakukan penerbitan kode
billing dengan klik “Kode Billing”.

lueiars St R ED0G00H

9) Pembuatan Kode Billing sukses, klik
IIOKII.

Pambuztan ID Billing Sukses

10) Kode Billing yang sudah dibuat berlaku
30 hari sejak diterbitkan, selanjutnya
klik “Cetak Kode Billing” untuk
mencetak dokumen SSE beserta kode
billing yang sudah diterbitkan dalam
format PDF.
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Kode Billing 018022842743895

Masa Aktif Kode Billing 21/03/2018 14:00:C5

11) Cetakan kode billing juga dapat dicetak
dalam format PDF.

Referensi Kode Akun Pajak-Kode Jenis Setoran :

Tabel 8. Referensi Kode Akun Pajak

Kode Akun Pajak- Keterangan

Kode Jenis Setoran
411121-100 Pemotongan PPh Pasal 1 Non Final
411121-402 Pemotongan PPh Pasal 21 atas

honorarium/imbalan lain yang diterima
Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI dan
pensiunannya

411122-910 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh
Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama rekanan dan
ditandatangani oleh Bendahara)

411122-920 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh
Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan
ditandatangani oleh Bendahara)

411122-930 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh
Bendaharawan Dana Desa*
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411124-100

411124-104

411128-402

411128-403

411128-409

411211-910

411211-920

411211-930

(SSP atas nama Rekanan dan
ditandatangani oleh Bendahara)

Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa
Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2
atas pengalihan ha katas
tanah/bangunan

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2
atas sewa tanah/bangunan

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2
atas jasa konstruksi

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan
APBN

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan
APBD

Pemungutan PPN oleh Bendaharawan
Dana Desa

6.2.2. Penyetoran Pajak
Setelah mendapatkan kode billing dari aplikasi SSE dan

djponline,

pajak  menyetorkan  hasil

potong/pungut ke Bank/Pos Persepsi yang sudah
menerapkan system MPN G-2. Kanal yang dapat

digunakan sebagai pilihan untuk menyetorkan adalah
teller (over the counter), ATM, internet banking, dan
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6.3.

Electronic Data Capture (EDC). Proses penyetoran
dilakukan dengan memasukkan 15 kode billing (billing
id). (update data bank pos persepsi)

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak adalah 15
hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak.” Keterlambatan dalam pembayaran dan
penyetoran tersebut akan dikenai sanksi administrasi
berupa denda administratif sebesar 2% per bulan
keterlambatan.?

Pelaporan Pajak

Setelah melakukan penyetoran, tahapan selanjutnya yang
akan dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah
melaporkan pajak yang telah disetor. Dalam melaporkan
pajak ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan
dalam pengisian SPT masa’, yaitu :

1.
2.

4.

Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar;
Mengisi masa pajak sesuai dengan bulan
pemotongan/pemungutan pajak dilakukan;

Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang
dipotong/dipungut;

Melampirkan ssp/bukti setor pajak;

" Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga ata

s Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan

8 Pasal 9 ay
Ketiga atas

at 1 dan 2a Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan

9 Pasal 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan
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5. Menandatangani SPT masa secara lengkap dengan
nama jelas, jabatan dan cap instansi/kantor.

Dalam hal Bendahara tidak atau terlambat melapor dalam
jangka waktu vyang telah ditentukan, maka saksi
administrasi adalah dikenai denda sebesar :

1. Rp500.000,00 untuk SPT masa PPN.
2. Rp100.000,00 untuk SPT Masa Lainnya.
3. Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

6.3.1. SPT Masa PPN
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT
Masa PPN adalah :

1. Biladalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada
pemungutan PPN atau PPN & PPnBM, Formulir
ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

2. SPT Masa terdiri dari 1 halaman induk (1107
PUT) + lampiran (1107 PUT 1 & copy SSP)

3. Batas pelaporan akhir bulan masa pajak
berikutnya

170 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




4.  Mengisi formulir SPT Masa PPN

Gambar 26. SPT Masa PPN

6.3.2. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat 2 adalah :
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SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR
@ PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
- BAGIPEMUNGUT PPN
CAPARTENEY RRMAG At | Bac alah terlebib dadoaka Budou Prtanjak Pengisian SPT Masa PPN ]. 107 PUT
R T00 AT BHOIRAL Pt B tanda X dulex yagreamni
pram peuzge w71 (T 0 [T0- 00
Alamt : e [Ted [TT-TTTT
[No. Tep Parbetln K © o] (i o) |
Useha
83 A. PPN DAN PPa BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
5 1 FFN yang dipungut olsh Perebit SPN welabi KPP Rp (]
%i FPn BM yang dipungutoleh Pererbit S P melabu KPPH Rp
5% Judsh PPN dan PP BM yang dipangut oleh Fenedbat S PM
3; el KPP Re
3
;;é_ 2 PPN yag dipugnt oleh Berdakus Pergehuasan Rp lal
éi: PP BM yang dipungutoleh Bendahara Ponged Rp
3 Jusedih PPN dan FPnBM yang dipangut cleh Bendihan R
13 e Pengelnaran P
is
é}j B. PPN DAN PPn EM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1{3 PPN yarg dipugut Rp €l
'7;.: & PP BM yang dipungst Re
E 11, Jualah PPN dan PP B yag diparget Rp
BeE
%§ % Lampiran ; D Sumt Kuasa Klusus
Eii [sse
4z~ 1 PPN sehanwak 3 . Lewhay Ro
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1. SPT Masa terdiri dari 1 halaman induk +
lampiran

2. Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya

3. Mengisi formulir SPT Masa

— _—
DEPARTENEN SURAT PEMBERTAHUAN (SPT) MASA $PT Nomnal
Ry | Bvaroanel PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AVAT (2) SPT Pembetuban He:
| DIREXTORAT ol i dgunalan urtek melaporkan P == WaPs
ABNICAL PAAK Pajak Penghasian Fina Pasal s Ayat (2) 17
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAKAYAJIB PAJAK
1. NPWP
2. Nama
3. Hamat
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Ui KAPIKIS
)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto $8 dan Jasa Giro
3. Bunga Deposto/Tabungan
1) Yang dtempatkan di Oalam Negeri 4111280404
) Yang dtempatian di Luar Negeri 4111280404
b. Diskonto Sertificat Bank hdanesia 4111280404
0. Js Giro 411128/404
2. TPt S _——aae—
3. 5aham Pends 4111280407
b. Bukan Saham Pendin 411128/406
3. Bunga/Diskonto Obligas dan Surat Berharga Negara 4111280401
4, Hadiah Undian 411128/408
§. Persswaan Tanah danfatay Bangunan
3. Penyewa sebaga Pematong Pajak 4111280408
b. Orang PrbadiBadan yang Menystor Sendin PPh 4111280408
8 Jasa Konswuksi
3. Perencana Korstruks
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128409
1) Penyedia Jasa yang Men ywtor Sendir FPh 11128908
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pematong PPh 4111280409
) Penyedia Jasa yang Menetor Sendin PPh 4111280408
¢. Pengawas Konstrukst
1) Pengguna Jasa sebagal Pemotong PPh 4111280408
) Penyeda Jaca yang Menyetee Sendin PP 4111280408
7 Wsjib Pajak yang Melahukan Pengalihan Hakatas

Gambar 27. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2
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6.3.3. SPT Masa PPh Pasal 21

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT
Masa PPh Pasal 21 adalah :

1.

SPT Masa terdiri dari 2 halaman induk +

lampiran

Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya

WAIIB lapor dengan e-SPT :

a. satker/instansi dengan pegawai >20 orang

b. dokumen yang dilaporkan  (Bukti
Potongan/SSP) >20

Mengisi formulir SPT Masa

area

staples

KENMENTERIAN KEUANGANRI | P2motonsan Pajak Renghesiian Pasal 21 cantacau

Formulir ini tigunakan untuk melapoan

- % SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA l[il:’.‘E
Ny PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 28

area barcode

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ol
Basaieh cotuniuk poncisen sobslummaca of formulivini | Juw e cemase st
‘"MAPAJA‘K! = oot TERVAN K LAMPIREN
[ om0 = T o ——
A IDENIITAS PEMOTONG
1 NAwF At -
. MM g
3 ALEMAT e
A HO.TELEPON . 4w SEUNL ¢
8. ORIEA PASK
o : & roccoms oty JUMLAS PEHCEASILAN JUNMA K BIAK
e PERERBMEENCHASIM, s | BN ERUTO (Reh DIFOTONS (Rs)
o = bl “ & Ll
i | PEGAVGA TETAR i
| PEHERIAPENSIUN SERKALY 242
3 | PEGHGA TRACTETAP T4 TENNGA KERIALERAS | 2H1<0
4 ELKAN PCAT.
4. DISTRIBLTOR MULTILEVEL MARKETING (ML) | 204
b, PETUGAS DINAS LUARASLRANS IS
. PENUAABARING DACANGEN 25
2 TENAGANRL 2140007

Gambar 28. SPT Masa PPh Pasal 21
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1. SPT Masa terdiri dari 2 halaman induk +
lampiran

2. Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya

3. Mengisi formulir SPT Masa

174 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




- =
DEFARTEMEN SURAT PEMBE RITAHUAN (SPT) MASA [ P Hoema
HEURNGANRI. PAJAK PEHGHASILAN PASAL 22 [] sPr embetuian ke
OREKTORAT

JENDERAL PAJAK

Pajdk Penghasilan Pasal22

Formule ini digunakan untuk melapokan Pemungutan

DjM?a Pajak

BAGKN A |DENTITAS PEMUNGUT PAJAKAWAJIE PAJAK

1newp  c[ ] | ]
2 Nama
3. Alamat
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
i (oK Pajak PFh yang Dipungut
Uraian KAPKJS
. {#p) (Rp)
1] @ 3 “l
1. Badan Usaha IndushivEksportr 411122100
2 Penjualan Barang yang lergolong SangatMeweh | 4111221403
3. Pembelian Barang Oleh Bendahaiawan/Badan
Tertents Yang Dtunjuk 4111221100
4 Nialimpor Bark DevsaiDitjen Bea dan C ki)
a. APl 41112210
b. Non AP1 4112210
5. Hasil Lelang (Diten Bea dan Cukai) 411122110
6 Penjualan Migas Oleh Pertamina/ Badan Usaha
Selain Pertamina
3. SPBUAger/Penyalur (Fina) 4111228m
b. Pihak1an (Tidak Find) 411122400
JUMLAH i il

7] QR TNy P oV
BAGIN C. LAMPIR AN

PertaminasBadan Usahas elain Petaming),
21 suas

1 D Daftar Surat Setoran Pajdk PPh Pasal 22 (Khusus untk Bark Devisa, Bendaharawan/Badan Tedenty Yang Ditunjuk dan

> fembar

Gambar 29. SPT Masa PPh Pasal 22

6.3.5. SPT Masa PPh Pasal 23
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT
Masa PPh Pasal 23 adalah :
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1. SPT Masa terdiri dari 2 halaman induk +
lampiran

2. Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya

3. Mengisi formulir SPT Masa

— _—
\ DEPARTENEN SURAT PEMB ERITAHUAN (SPT) MASA D SPT Nommat
!m: NEWANGAKRL | pajaK PENGHASILAN PASAL 23DANATAUPASALZE | [ | SPT Pembetuankie:
\ CIREKTORAT Formulir i digunakan urituk melaporkan Pemotngan Masa Pajok
4ENDERAL PAIAX Pajak Penghasitan Pasal 23 danstau Pasal 29 T+
BAGIAN A, IDENTITAS PEMOTONG PAJAKAAJE PAJAK
1. NP
2. Nama
2. Mamat
BAGIAN B. OBJEK PAJRK
1. PPh Pasal 22 yang tekh Opotorg
Uran HAPIKJS | dumah pengia B (Rp) | PPh yang Dipctong (Rp)
[iJ] [} Bl i)
1. Diidan ™) 124101
2. Bunga ™) e
3. Roghi 1Rm
4 HaL dan penghargaan nm
4. Sewa dan Pengt tain gan dengan pengy hara ™) | 4112410
6. Jasa Teknik, Jasa Mangjemen, Jasa Konsutansi dan j2salain seami ’
dengan PMK-244/PMKD32008 | l
3. b= Teknk 240
b, Jis3 Manajemen 12410
¢. &g Konaulan 1124000
et ——
85
7
Y ity
7.
JUALAH
2. PPh Pasal 26 yangtelzh Dpotorg
! | n
Uraan KAPKJS|  Ento | pRh ctong (Rp)
%: Fm o
1] i)
1. Diiden a2t
2. Bunga a2
3. Royghi IN21100

4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harts | 411121100

Gambar 30. SPT Masa PPh Pasal 23
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB

PENYETORAN PENERIMAAN
NEGARA YANG DIKELOLA
BENDAHARA PENGELUARAN

7.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Umum

7.2 Pengembalian Belanja




PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG DIKELOLA
BENDAHARA PENGELUARAN

Bab ini membahas tentang tata cara penyetoran penerimaan
negara yang dikelola Bendahara Pengeluaran yang meliputi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum dan
Pengembalian Belanja. Setelah membaca bab ini, pembaca
diharapkan:

1. Memahami cara penyetoran PNBP Umum;
2. Memahami cara penyetoran Pengembalian Belanja.

7.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan’. PNBP Umum yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran merupakan bagian dari PNBP selain PNBP yang
dihasilkan sesuai tugas dan fungsi KL, BUN dan BLU. Yang
termasuk dalam PNBP Umum vyang dikelola Bendahara
Pengeluaran adalah :

Pemanfaatan BMN

Jasa Giro

Sisa Anggaran Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
Sewa Tanah dan Bangunan

Denda Keterlambatan

Hasil Penjualan Lelang

ok wnNE

Sebelum mengenal pembayaran PNBP Umum secara
elektronik, dokumen yang lebih dulu dikenal (familiar) dan
digunakan untuk melakukan penyetoran adalah SSBP (Surat
Setoran Bukan Pajak). SSBP digunakan sebagai dokumen

1 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
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sumber pembayaran PNBP Umum. Untuk saat ini,
pembayaran menggunakan SSBP sudah tidak dapat digunakan
lagi setelah implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
G2.

Penyetoran PNBP Umum diawali dengan pembuatan kode
billing menggunakan Simponi dan selanjutnya disetorkan
melalui kanal-kanal MPN G2 yang telah disediakan oleh
pemerintah.

Langkah-langkah pembuatan billing adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Simponi
1) Buka alamat Simponi pada alamat,
https://simponi.kemenkeu.go.id/
e ]

* C 8 orvwetioan Usiangan Saput i Indoesia [T]  WIpe/dmpenesmentia goid) nides shpuw
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2) Setelah itu akan ada halaman pendaftaran, klik
“Daftar Pengguna”.

'. Suarn weran 1S X
«

@ | @ Gomentrran Keusngan Gt Indorreis 0] | Wit mpomkemenk magoic ndes o mdagn e

C

Pl wefeval Anggpan
Pty arien oy Hi

3) Selanjutnya, bendahara harus mengisi seluruh form
yang tersedia,

Formulir Pendaftaran Pengguna

Tipe Pengguna @

USER BILLING KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)
) USER BILLING KEMENTERIANLEMBAGA
[ USER BILLING S0A NON MIGAS
USER BILLING NGAS
() USER BILLING PENERIMAAN NEGARA LAINNYA (Setoran Sésa UP/TLIP & Penerimasn Transito, Pengenbatan Belana: Sisa Hibih Langsing dan Satoran
PFK, Setoran Hanil Pengelolaan Aset DUKN)

Pada form ini, bendahara memilih tipe user, untuk
pembayaran PNBP umum, wajib dipilih User Billing
Kementerian/Lembaga, agar pada saat pembuatan
kode billing, akun yang akan dibayar tersedia.
Selanjutnya diperbolehkan juga untuk memilih tipe
user lain sesuai kebutuhan (User Billing SDA Non
Migas dan User Billing Penerimaan Negara Lainnya).
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Data Wajib Setor/Wajib Bayar @

Nama

Propinsi

KabupateniKota

Negaura

Kontak * Nomar Telego mor Handphone Alamat F-ma
NP 2 dul Pegawa

Identitas Tidak memillh = Nomor Ide

Data Kementerian/Lembaga @

Kamoentarianiambaga
Unit *

Satusn Kerja *

Data Akun @
Username Usérnass (5
Pasaword ¥

Konfirmasi Password »

—> (=

Selanjutnya isian form yang terdapat tanda bintang (*)
wajib diisi (bersifat mandatory). Setelah mengisi
sampai dengan isian terakhir (mengisi akun dan
password), dan dipastikan bahwa isian benar maka
klik tombol “Daftar”, apabila masih perubahan data
klik tombol “Batal”. Setelah selesai, selanjutnya akan
ada informasi/notifikasi
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Informasi

Pendaftaran telah berhasil disimpan, untuk aktivasi silahkan lihat email atau hubungi admin

4) Proses pendaftaran berhasil, Bendahara
dipersilahlkan cek email masuk untuk melakukan
aktivasi melalui link yang sudah dikirim melalui email

tersebut.
Mol avoe e T LT ] My ey e [~ Raecimem
“«nB . pregran R - R O )

B Gt St 1) ottt

Diebtora Sendiersf Agoaan

AKTIVASI RECISTRASI

b. Pembuatan Kode Billing
1) Untuk pembuatan kode billing, silahkan login pada
alamat, https://simponi.kemenkeu.go.id/
menggunakan username dan password yang telah
didaftarkan dan masuk pada email aktivasi.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran

182



2) Setelah memasukan username dan password akan

muncul tampllan depan seperti tampilan berikut :

C | & tame . o

«

TONI
SUKOCO

Pada menu aplikasi di sisi kanan layer, terdapat 4

menu, yaitu :

a. Beranda
Menu Beranda menampilkan tampilan depan
aplikasi berupa pilihan menu, profil bendahara,
FAQ dan pilihan untuk keluar dari aplikasi.

b. Billing
Pada menu billing terdpat menu billing sesuai
yang terdaftar untuk membuat kode billing.

¢. Manajemen User
Pada manajemen user digunakan untuk
mengubah password dan profil

d. Manajemen Report
Pada menu manajemen report terdapat submenu
untuk melihat realisasi penerimaan dari satker
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3) Untuk pembuatan billing PNBP Umum dapat dipilih
menu  “Billing” dan pilih “Billing Kementerian

Lembaga”
TONI TONI TONI
SUKOCO SUKOCO SUKOCO

(2] [

4) Setelah memilih “Pembuatan Billing (KL)” akan
muncul tampilan seperti dibawah ini.

Yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kode
billing PNBP Umum adalah pemilihan Kelompok
PNBP. Kelompok PNBP yang dipilih adalah Kelompok
PNBP Umum, supaya pada saat pemilihan akun, akun-
akun setoran yang bersifat umum seperti pembayaran
sewa rumah dinas, dan lain-lain muncul.
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5) Setelah memastikan data satker, kelompok PNBP dan
mata uang benar, isi detail pembayaran dengan
mengikut langkah berikut

s Wriecoades Tampitkan 100 v dation:

A Wafits By ool Peeriaan = Ak Tt Vulirms Satian Jumiah Kutarangan
Imax 50 char) (mazx 999 M) (max 200 char)

Pe==|C_0C Ik =1

Skmpan
6

1. Isi kolom wajib bayar sesuai dengan data
bendahara pengeluaran;

2. Pilih jenis penerimaan dengan memilih tombol (...)
sampai muncul pilihan akun yang dapat dipilih.
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Pilih salah satu akun dengan cara double klik pada
uraian akun sampai kolom akun pada detail
pembayaran terisi

3. Masukkan jumlah setoran

4. Masukkan keterangan pembayaran, pada kolom
ini bias diisi dengan tujuan pembayaran. Misalnya
“pembayaran sewa rumah dinas”.

5. Pastikan jumlah vyang tertera pada kolom
“Jumlah” dan “Jumlah Pembayaran” adalah sama.

6. lJika sudah memastikan bahwa semua adata yang
diisi adalah benar, maka pilih timbil “Simpan”.

6) Setelah memilih bahwa data yang diisi telah benar,
akan muncul kotak dialog “Mohon Tunggu” seperti ini.
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cW 8 llg's "W =
Pada proses ini, aplikasi sedang membentuk kode
billing, sehingga sebisa mungkin jangan keluar atau
merefresh  aplikasi. Setelah aplikasi  berhasil
membentuk kode billing, maka tampilan selanjutnya
adalah sebagai berikut.
e T

€ Cle

7) Setelah pembuatan kode billing berhasil, maka
tombol simpan, berubah menjadi “Cetak”. Setelah
dipilih, aplikasi secara otomatis akan membuat
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188

8)

dokumen berekstensi “.pdf” yang bisa disimpan atau
dicetak.

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing

Tangga! Billing
Tangga! Kadaluarsa
Tanggal Bayar
Bank/Pos Bayar
Channel Bayar

Nama Wajib Setor/Wajib
Bayar
Kementerian/Lembaga
Unit Eselon I

Satuan Kerja

Total Disetor
Terbilang

Status

NTB

NTPN

Detil Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran
Kode Akun
Jumlah Setoran
Keterangan

: 820180221738264
: 21-02-2018 11:27:40
: 28-02-2018 11:27:40

: TONI SUKOCO

: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: BADAN GEOLOGI

: MUSEUM GEOLOGI

: 35.000 (IDR)

: Tiga Puluh Lima Ribu (IDR)

: Belum Dibayar

: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

: 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
: 35.000 (IDR)

: Pembayaran sewa rumah dinas

Kode billing bisa dicetak atau dicatat untuk dijadikan
dasar pembayaran ke kanal-kanal pembayaran. Kode
billing yang tercantum berlaku selama 1 minggu sejak
kode billing dibuat.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




c. Penyetoran
Tidak terdapat perbedaan penyetoran antara Pajak, PNBP
Fungsional, PNBP Umum, maupun pembayaran
pengembalian belanja. (update kanal pembayaran)
selama kode billing belum kadaluarsa

7.2. Pengembalian Belanja

Pengembalian Belanja merupakan Pembayaran kembali atas
belanja negara ke kas negara. Pada dasarnya penyetoran
billing tidak ada perbedaan dengan penyetoran lainnya pada
Pajak, PNBP Umum dan lainnya. Yang menjadi perbedaan dan
harus dicatat adalah pada saat pembuatan akun Simponi
untuk penyetoran Pengembalian Belanja TA Berjalan, harus
memilih User Penerimaan Negara Lainnya.

Pengembalian Belanja secara waktu dasar pembayaran bisa
dibedakan menjadi 2 yaitu Pengembalian Belanja Tahun
Anggaran Yang Lalu dan Pengembalian Belanja Tahun
Anggaran Berjalan.

Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu adalah
pengembalian belanja yang disetor ke kas negara berdasarkan
belanja yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelum
Tahun Anggaran Berjalan, tidak dibatasi pada 1 Tahun
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Anggaran. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
memiliki MAK 42591 dan 42592 2.

Proses pembuatan billing pengembalian belanja TAYL dapat
menggunakan cara yang sama dengan pembuatan billing
PNBP Umum, hanya saja pada saat pemilihan akun agar
memperhatikan peraturanMAK pada Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal PErbendaharaan
Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi
Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan merupakan
pengembalian belanja yang disetor ke kas negara berdasarkan
belanja yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan
(antara pengembalian dan belanja pada tahun yang sama).

Untuk pembuatan kode billing pengembalian belanja dapat
mengikuti langkah-langkah berikut :

Langkah-langkah pembuatan billing adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Simponi
1) Buka alamat Simponi pada alamat,
https://simponi.kemenkeu.go.id/

2 Kepdirjen Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Jenderal PErbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang
Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

190 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




pee—

€ C @ o Geiangan Stk Tncdiesia 0] | WIPEAImponesm i g0id

-
Clbabiiest meiioral Avepipzren
Az menos Keussgen 11

2) Setelah itu akan ada halaman pendaftaran, klik
“Daftar Pengguna”.
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3) Selanjutnya, bendahara harus mengisi seluruh form
yang tersedia,
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Tipe Pengguna @

Pada form ini, bendahara memilih tipe user, untuk
pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran
yang lalu, wajib dipilih User Billing Penerimaan Negara
Lainnya (Setoran Sisa UP/TUP & Penerimaan Transito,
Pengembalian Belanja, Sisa Hibah Langsung dan
Setoran PFK, Setoran Hasil Pengelolaan Aset DJKN).
Selanjutnya diperbolehkan juga untuk memilih tipe
user lain sesuai kebutuhan (User Billing SDA Non
Migas dan User Billing KL). Disarankan untuk memilih
semua user agar mempermudah pendaftaran dan
pembuatan kode billing.

Data Wajib Setor/Wajib Bayar ®

Nama

dentitas Tidak memilik )
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4)

Data Kementerian/Lembaga @

Kamonterianambaga

Satuen Kerja *

Data Akun @

Username Usamame L]

Pasawordd

Konfirmasi Password Kaaf

—=> =

Selanjutnya isian form yang terdapat tanda bintang (*)
wajib diisi (bersifat mandatory). Setelah mengisi
sampai dengan isian terakhir (mengisi akun dan
password), dan dipastikan bahwa isian benar maka
klik tombol “Daftar”, apabila masih perubahan data
klik tombol “Batal”. Setelah selesai, selanjutnya akan
ada informasi/notifikasi

Informasi

Pendaftaran telah berhasil disimpan, untuk aktivasi silahkan lihat email atau hubungi admin

Proses pendaftaran berhasil, Bendahara
dipersilahlkan cek email masuk untuk melakukan
aktivasi melalui link yang sudah dikirim melalui email
tersebut.
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b. Pembuatan Kode Billing
1) Untuk pembuatan kode billing, silahkan login pada
alamat, https://simponi.kemenkeu.go.id/
menggunakan username dan password yang telah
didaftarkan dan masuk pada email aktivasi.
2) Setelah memasukan username dan password akan
muncul tampilan depan seperti tampilan berikut :
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si PNBP Oniline

Pada menu aplikasi di sisi kanan layer, terdapat 4
menu, yaitu :

a.

Beranda

Menu Beranda menampilkan tampilan depan
aplikasi berupa pilihan menu, profil bendahara,
FAQ dan pilihan untuk keluar dari aplikasi.

Billing

Pada menu billing terdpat menu billing sesuai
yang terdaftar untuk membuat kode billing.
Manajemen User

Pada manajemen user digunakan untuk
mengubah password dan profil

Manajemen Report

Pada menu manajemen report terdapat submenu
untuk melihat realisasi penerimaan dari satker

3) Untuk pembuatan billing PNBP Umum dapat dipilih
menu  “Billing” dan pilih “Billing Kementerian
Lembaga”
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4) Setelah memilih “Pembuatan Billing (Penerimaan
Negara Lainnya)” akan muncul tampilan seperti
dibawah ini.

Jauis Setoran

KementeranLemags 20 - KEMPNTERIAN ENERG) DAY SUNSER DAYA MPERA.
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Yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kode
billing PNBP umum adalah pengisian program sesuai
RKAKL. Pemilihan ini penting untuk mengurangi
koreksi dan suspen pengembalian.

5) Setelah memastikan data satker, kode program dan
mata uang benar, isi detail pembayaran dengan
mengikut langkah berikut

3l Pomes:

7. Silakan mencetang isian centang;

8. Isi kolom wajib bayar sesuai dengan data
bendahara pengeluaran;

9. Isi kolom Kegiatan dan Output dengan benar;

10. Isi kolom AKun dengan benar;

11. Isi Lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan
benar;

12. Isi kolom jumlah dengan benar;
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13. Jika sudah memastikan bahwa semua adata yang
diisi adalah benar, maka pilih timbil “Simpan”.

6) Setelah memilih bahwa data yang diisi telah benar,
akan muncul kotak dialog “Mohon Tunggu” seperti ini.

Pada proses ini, aplikasi sedang membentuk kode
billing, sehingga sebisa mungkin jangan keluar atau
merefresh  aplikasi. Setelah aplikasi  berhasil
membentuk kode billing, maka tampilan selanjutnya
adalah sebagai berikut.
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7) Setelah pembuatan kode billing berhasil, maka
tombol simpan, berubah menjadi “Cetak”. Setelah
dipilih, aplikasi secara otomatis akan membuat
dokumen berekstensi “.pdf” yang bisa disimpan atau
dicetak.
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Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA LAINNYA

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820180221799325
Tanggal Billing : 21-02-2018 16:16:40

Tanggal Kadaluarsa : 28-02-2018 16:16:40
Tanggal Bayar s -

Bank/Pos Bayar

Channel Bayar toe

Nama Penyetor : TONI SUKOCO

¥ ian Negara/Lembag . g;{g};\AqLERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
Unit Eselon | : BADAN GEOLOGI

Satuan Kerja : MUSEUM GEOLOGI

Total Disetor :+ 350.000

Terbilang : Tiga ratus lima puluh ribu (IDR)

Status : Belum Dibayar

NTB -

NTPN

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : JAWA BARAT-KOTA BANDUNG
Akun : 522141 - Belanja Sewa

Jumlah Setoran : 350.000,00

Keterangan : Pengembalian Belanja Sewa

8) Kode billing bisa dicetak atau dicatat untuk dijadikan
dasar pembayaran ke kanal-kanal pembayaran. Kode
billing yang tercantum berlaku selama 1 minggu sejak
kode billing dibuat.

c. Penyetoran
Tidak terdapat perbedaan penyetoran antara Pajak, PNBP
Fungsional, PNBP Umum, maupun pembayaran
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pengembalian belanja selama kode billing belum
kadaluarsa.

Penyetoran dilaksanakan dengan cara menunjukkan kode
billing yang sudah dibuat sebelumnya kepada kanal-kanal
yang sudah disediakan oleh pemerintah pada Bank Umum
dan Pos. Kanal tersebut terdiri dari :

1) Teller Bank

2) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

3) Electronic Data Capture (EDC)

4) Internet Banking/ Cash Management System
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PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bab ini membahas tentang Pembukuan Bendahara
Pengeluaran. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan

1. Memahami jenis Dokumen Sumber Pembukuan
Bendahara Pengeluaran;

2. Memahami prinsip Pembukuan Bendahara Pengeluaran;

3. Memahami jenis Buku Bendahara Pengeluaran;

4. Memahami tata cara Pembukuan Bendahara
Pengeluaran;

5. Memahami tata cara Perekaman Pembukuan pada
Aplikasi Bendahara Pengeluaran.

8.1. Dokumen Sumber Pembukuan Bendahara
Pengeluaran

Pembukuan Bendahara Pengeluaran/BPP  adalah
berdasarkan dokumen sumber. Dokumen pembukuan
juga terkait dengan jenis dan karakter uang yang dikelola
Bendahara Pengeluaran/BPP. Secara umum, dokumen
sumber Bendahara Pengeluaran. Secara umum,
ddokumen sumber pembukuan Bendahara
Pengeluaran/BPP adalah sebagai berikut :

1. DIPA, merupakan dokumen sumber pembukuan
untuk transaksi non kas untuk memasukkan pagi
anggaran DIPA vyang dikelola Bendahara
Pengeluaran/BPP. DIPA menjadi dokumen
sumber pembukuan mengingat fungsi
Bendahara vyang harus mengetahui sisa
dana/pagu anggaran dari setiap kegiatan yang
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dilakukan sesuai yang tertuang dalam DIPA
(POK).

2. SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-Ls Bendahara
yang telah diterbitkan SP2Dnya, merupakan
dasar penerimaan uang dari KPPN bagi
Bendahara Pengeluaran. Dalam hal ini,
sebenarnya dokumen sumber pembukuan bagi
Bendahara Pengeluaran/BPP adalah SPMnya
sebab SP2D adalah dokumen KPPN sebagai Kuasa
BUN. Namun, SPM yang dimaksud disini adalah
SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya sebab SPM
yang tidak diikuti penerbitan SP2D oleh KPPN
tidaklah memiliki arti ekonomi yang artinya tidak
terdapat implikasi uang disana.

3. SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat NTPN
sebagai bukti penyetoran ke kas Negara untuk
kategori pajak (SSP), pengembalian belanja
(SSPB) dan PNBP (SSBP). Namun, harus
diperhatikan bahwa SSP dan SSBP adalah
dokumen penyetoran ke kas Negara dan bukan
dokumen untuk memungut/memotong hak
Negara (pajak dan PNBP) sehingga seharusnya
Bendahara Pengeluaran/BPP juga memiliki
dokumen lain sebagai pendukung tugas
pemungutan/pemotongan hak Negara tersebut.

4. SPBy (Surat Perintah Bayar) merupakan
dokumen sumber pembayaran sekaligus
dokumen sumber pembukuan atas pembayaran
UP/TUP baik berupa belanja maupun pemberian
uang muka. SPBy harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung (kuitansi untuk belanja dan
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rencana kegiatan untuk uang muka) untuk bisa
dieksekusi pembayarannya oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP.

5. Kuitansi/daftar nominatif/SPJ sebagai dasar
pembukuan realisasi belanja atas UP/TUP.
Kuitansi dan sejenisnya adalah dokumen
pendukung untuk Bendahara Pengeluaran/BPP
melakukan pembayaran tapi bukan dokumen
pembayaran. Sebab dasar pembayaran atas
UP/TUP adalah SPBy.

6. Dokumen/daftar pembayaran LS-Bendahara
berupa daftar yang menuangkan data
pembayaran uang yang bersumber dari Ls
Bendahara. Dokumen ini biasanya menuangkan
angka bruto dan netto sehingga harus
diperhatikan saat pembukuannya.

7. Rekening Koran menjadi dokumen sumber
pembukuan atas penerimaan uang bila memang
tidak dokumen lain yang memadai. Sebab
Bendahara Pengeluaran/BPP bisa menerima
uang tanpa harus ada perintah. Namun
Bendahara Pengeluaran/BPP
mengeluarkan/membayarkan uang yang
dikelolanya harus dengan otorisasi/perintah.

8. Dokumen lain yang diakui terkait dengan bukti
penerimaan maupun pengeluaran uang yang
belum diatur namun diakui sebagai dokumen
pembayaran dan/atau pembukuan. Namun,
dokumen ini tidak bisa dijadikan dasar
pembayaran atas uang UP/TUP.
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8.2. Prinsip Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Prinsip pembukuan pada Bendahara Pengeluaran adalah
seimbang (balance). Seimbang disini berarti saldo pada
BKU harus sama dengan saldo Buku-buku Pembantu yang
menunjukkan uang yang berada pada penguasaan
bendahara pengeluaran (rekening dan kas) sama dengan
saldo yang tertera pada LPJ Bendahara. Pembukuan
Bendahara Pengeluaran/BPP tidak terpengaruh adanya
perubahan kurs (pendekatan kas) selama tidak terkait
akuntansi.

Dengan diperlakukannya prinsip balance ini, sistematika
pembukuan bisa menghasilkan deteksi yang secara dini
dapat mengetahuo adanya kesalahan pembukuan.
Pembukuan Bendahara Pengeluaran/BPP menggunakan
asas Bruto, suatu prinsip yang tidak memperkenankan
pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi
pengeluaran atau tidak memperkenankan pencatatan
setelah kompensasi antara penerimaan dengan
pengeluaran, asas bruto digunakan untuk mengetahui
realisasi setiap pagu anggaran. Asas ini akan memudahkan
Bendahara Pengeluaran/BPP saat melakukan rekonsiliasi
internal dengan UAKPA.

8.3. Buku-Buku Bendahara Pengeluaran

Pembukuan Bendahara Pengeluaran/BPP dilakukan pada
Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP), dan Buku
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Pengawasan Anggaran Belanja’. BKU merupakan buku
yang memuat seluruh transaksi kas dan non kas yang
terjadi pada Bendahara Pengeluaran/BPP. Buku
Pembantu memuat transaksi-transaksi kas sesuai karakter
masing-masing. Sedangkan Buku Pengawasan Anggaran
Belanja memuat realisasi belanja sesuai transaksi yang ada
di Bendahara Pengeluaran/BPP.

Untuk keseragaman, telah ditetapkan model Buku bagi
Bendahara Pengeluaran/BPP agar bisa menyusun Laporan
Pertanggungjawaban sesuai format yang telah ditetapkan.

Secara umum, Buku yang dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran adalah?:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum merupakan buku yang
digunakan untuk mencatat semua transaksi
keuangan vyang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran yang berkaitan dengan belanja
negara. Semua transaksi yang berkaitan dengan
penerimaan kas, pengeluaran kas, dan
perubahan kas melalui Bendahara Pengeluaran
harus dicatat di BKU. BKU terdiri atas 2 bagian
yaitu Halaman Muka dan Halaman Isi. Halaman
Muka memuat data data terkait DIPA dan satker

" Pasal 30 ayat 2 PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung
Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

2 pasal 33 PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
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serta tanda tangan Bendahara Pengeluaran/BPP
dan pejabat Perbendaharaan.

Bagian | : Halaman Muka BKU

BUKU KAS UMUM

Tahun Anggaran : : (1)
Kementerian/Lembaga (2)
Unit Organisasi (3)
Provinsi/Kabupaten/Kota (4)
Satuan Kerja/BLU (5)
Alamat (6)
KPPN (7)
Dokumen el (O, [ (8)
Nomor, Tanggal Dokumen 2 S (9)
Revisike: 1. s 5 (10)

2 .

3

. (11)

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

(12) (13)

Gambar 31. Halaman Muka BKU

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas

Umum :

(1) : Diisi Tahun Anggaran

(2) : Diisi kode dan nama Kementerian

(3) : Diisi kode dan nama Unit Organisasi

(4) Diisi kode dan nama
Provinsi/Kabupaten/Kota

(5) :Diisi kode dan nama Satuan Kerja

(6) :Diisi alamat satuan kerja
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(8) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA,
SKPA, atau lainnya)

(9) : Diisi nomor dan tanggal, bulan , tahun
anggaran dokumen

(10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun
revisi anggaran dokumen (jika ada)

(11) : Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta
tahun BKU dibuat

(12) : Diisi nama lengkap dan NIP Kuasa PA
yang ditunjuk

(13) : Diisi nama lengkap dan NIP Bendahara
Pengeluaran yang ditunjuk

Bagian Il : Halaman Isi

Nomor
Tanggal g Uraian Debet Kredit Saldo
Bukti

(1] (2) 13) (3) (5) (6)

Gambar 32. Halaman Isi BKU

209 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




(1) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-
bulan-tahun)

(2) : Diisi nomor bukti pembukuan bendahara

(3) : Diisi uraian transaksi
penerimaan/pengeluaran

(4) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum
dalam dokumen sumber

(5) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum
dalam dokumen sumber

(6) : Diisi jumlah saldo setelah
ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan/pengeluaran  seperti  yang
tercantum dalam dokumen sumber

2. Buku Pembantu UP/TUP;

Buku Pembantu Uang Persediaan berfungsi
untuk mengawasi penerimaan dan pengeluaran
UP. Penerimaan UP berasal dari penerbitan SP2D
UP, TUP, dan GUP. Sedangkan pengeluaran UP
digunakan untuk pembayaran tagihan yang tidak
bisa dibayar secara LS. Saldo pada Buku
Pembantu UP menunjukkan jumlah UP yang
belum dibelanjakan oleh Bendahara
Pengeluaran.

3. Buku Pembantu LS Bendahara;

Buku Pembantu LS Bendahara digunakan untuk
mengawasi uang yang dikelola oleh Bendahara
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Pengeluaran yang bersumber dari SP2D LS
Bendahara. Saldo di Buku Pembantu LS
Bendahara menunjukkan uang LS yang belum
dibayarkan kepada yang berhak.

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Pajak merupakan buku/format
yang digunakan untuk mengawasi
potongan/pungutan serta setoran yang berasal
dari transaksi Bendahara (LS Bendahara/UP).
Salo di Buku Pembantu Bendahara menunjukkan
jumlah yang kelebihan pungut atau yang belum
disetor pada Rekening Kas Negara.

BUKU PEMBANTU PAJAK
Tahun Anggaran :(01)
Kementerian/Lembaga :(02)
Unit Organisasi :(03)
Provinsi/Kabupaten/Kota : (04)
Satuan Kerja :(05)
Dokumen :(06)
Nomor/Tanggal Dokumen :(07) Tanggal : (08)
KPPN :(09)

Gambar 33. Buku Pembantu Pajak

Debet

Keterangan :

Tanggal Uraian PPh PPh PPh Pajak Kredit Saldo

(01) : Diist'dengan Tahun Aaﬁggaasan Pasl Linnya
(02) : D||$| dengan kode dan nama

(11) (14) (15 (1)  (17) (18) (19) (20)

Kementerlan/Lembag

Saldo Awal
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(03): Diisi dengan kode dan nama Unit
Organisasi

(04) : Diisi dengan kode dan nama Wilayah

(05) : Diisi dengan kode dan nama Satuan Kerja

(06) : Diisi dengan kode dan nama dokumen
dasar pembayaran, Misalnya DIPA

(07) : Diisi dengan Nomor Dokumen

(08) : Diisi dengan Tanggal Dokumen

(09) : Diisi dengan kode dan nama KPPN

(10) : Diisi dengan bulan dan tahun periode
pelaksanaan pembukuan

(11) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-
bulan-tahun)

(12) : Diisi nomor bukti pembukuan bendahara

(13): Diisi uraian transaksi
penerimaan/pengeluaran

(14) : Diisi dengan PPN yang dipotong/dipungut

(15): Diisi dengan PPh Pasal 21 vyang
dipotong/dipungut

(16) : Diisi dengan PPh Pasal 22 vyang
dipotong/dipungut

(17): Diisi dengan PPh Pasal 23 vyang
dipotong/dipungut

(18): Diisi dengan Pajak Lainnya vyang
dipotong/dipungut

(19) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum
dalam dokumen sumber

(20) : Diisi jumlah saldo setelah
ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan/pengeluaran  seperti  yang
tercantum dalam dokumen sumber
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5. Buku Pembantu Uang Muka / Voucher (Dalam hal
Bendahara Pengeluaran menyampaikan uang
muka kerja (voucher);

Mekanisme pemberian uang muka vyang
sebelumnya hanya diperbolehkan untuk
perjalanan dinas (Uang Muka Perjadin) telah
diperluas untuk kegiatan sehingga dikenal istilah
Uang Muka Kegiatan (UMK). Dalam hal ini, uang
yang diberikan sebelum perjalanan dinas
dilaksanakan  maupun  sebelum kegiatan
dilakukan belum dianggap sebagai pengeluaran
dan oleh karenanya dicatat sebagai uang muka.

Buku Pembantu Uang Muka/Voucher digunakan
untuk memantau pemberian dan
pertanggungjawaban uang muka perjalanan
dinas dan uang muka kegiatan. Saldo di Buku
Pembantu Uang Muka/Voucher menunjukkan
uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh
penerima perjalanan dinas dan penerima uang
muka kegiatan. Bentuk dan cara pengisian Buku
Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas sama
dengan Buku Pembantu UP.

6. Buku Pembantu BPP (Dalam hal Bendahara
Pengeluaran menyalurkan dana kepada BPP);

Dalam melakukan pembayaran atas belanja,
Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh

213 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Buku
Pembantu BPP digunakan untuk mencatat
penyerahan uang muka dari Bendahara
Pengeluaran ke BPP dan pertanggungjawaban
dari BPP ke Bendahara Pengeluaran. Saldo di
Buku Pembantu BPP menunjukkan uang yang
belum dipertanggungjawabkan oleh BPP kepada
Bendahara Pengeluaran. Bentuk dan cara
pengisian Buku Pembantu BPP sama dengan
Buku Pembantu UP.

7. Buku Pembantu Lainnya (sesuai kebutuhan);

Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan
dan mempertanggungjawabkan seluruh uang
yang dikelolanya. Buku Pembantu Lain-lain ini
digunakan untuk menampung kemungkinan
terdapat transaksi keuangan atau penerimaan
kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
di luar aktivitas atau transaksi yang dicatat dalam
buku-buku pembantu di atas.
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Untuk format buku pembantu selain Buku
Pembantu Pajak menggunakan format berikut :

BUKU PEMBANTU .......(Jenis Buku Pembantu)

Tahun Anggaran :(01)
Kementerian/Lembaga :(02)
Unit Organisasi :(03)
Provinsi/Kabupaten/Kota :(04)
Satuan Kerja :(05)
Dokumen :(06)
Nomor/Tanggal Dokumen :(07) Tanggal : (08)
KPPN :(09)

Gambar 34. Buku Pembantu

Tanggal No B/K Uraian Debet Kredit
Keterangan :
(01) : Biisi dengdh Tahuri'Anggaraf® ()

(02): Diisi  dengan &kede! dan nama
Kementerian/Lembaga

(03) : Diisi dengan kode dan nama Unit
Organisasi

(04) : Diisi dengan kode dan nama Wilayah

(05) : Diisi dengan kode dan nama Satuan Kerja

(06) : Diisi dengan kode dan nama dokumen
dasar pembayaran, Misalnya DIPA

(07) : Diisi dengan Nomor Dokumen

(08) : Diisi dengan Tanggal Dokumen

(09) : Diisi dengan kode dan nama KPPN

(10) : Diisi dengan bulan dan tahun periode

Saldo

(16)
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(11) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-
bulan-tahun)

(12) : Diisi nomor bukti pembukuan bendahara

(13): Diisi uraian transaksi
penerimaan/pengeluaran

(14) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum
dalam dokumen sumber

(15) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum
dalam dokumen sumber

(16) : Diisi jumlah saldo setelah
ditambah/dikurangi jumlah
penerimaan/pengeluaran  seperti  yang
tercantum dalam dokumen sumber

8. Buku Pengawasan Anggaran Belanja

Bendahara Pengeluaran melaksanakan
pembayaran menggunakan uang persediaan
yang dikelolanya setelah menguiji ketersediaan
dana yang bersangkutan. Oleh karena itu
Bendahara Pengeluaran harus mengetahui posisi
saldo anggaran sebelum memutuskan untuk
melakukan pembayaran belanja. Untuk itu
Bendahara Pengeluaran harus membuat Buku
Pengawasan Anggaran Belanja.

Buku Pengawasan Anggaran Belanja
menggabungkan bagian data satker dan DIPA
serta bagian isi menjadi satu kesatuan. Namun,
bagian isi terdiri atas kolom Tanggal, Nomor
Bukti, Uraian, Nilai Transaksi, Cara Bayar, dan
Posisi Jenis Uang. Untuk Bendahara
Pengeluaran/BPP pada satker umum, kolom Cara
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Bayar hanya tediri atas UP dan Ls. Sedangkan
untuk Bendahara Pengeluaran/BPP pada BLU,
kolom Cara Bayar terdiri atas UP, LS, Pendapatan,
dan Hibah. Posisi Jenis Uang pada Bendahara
Pengeluaran/BPP satker umum hanya terkait UP
sedangkan Bendahara Pengeluaran/BPP pada
BLU terkait UP, Pendapatan, dan Hibah.

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA

Kementerian/Lembaga N [ (01) Fungsi N I (08)
Unit Organisasi N O (02) Subfungsi N [ (09)
Provinsi/Kabupaten N O (03) Program N [ (10)
Satuan Kerja N O (04) Kegiatan N [ (11)
Tanggal, No SP DIPA N O (05)

Tahun Anggaran N (06)

KPPN

Gambar 35. Buku PengawasansAnggaran Belanja rossue

Uraian Nilai
Tanggal No B/K . up s
(Pagu) Transaksi Sudah

(01): Diisi dengan kode dan’ naqw:;%ran disahkan
Kementerian/Lembaga

(12) (15) (16) (17) (19) (20) (21)

(02) : Diisi dengan kode dan nama Unit
Organisasi

(03) : Diisi dengan kode dan nama Wilayah

(04) : Diisi dengan kode dan nama Satuan Kerja

(05) : Diisi dengan Tanggal dan Nomor DIPA

(06) : Diisi dengan Tahun Anggaran
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(07) : Diisi dengan kode dan nama KPPN

(08) : Diisi dengan kode dan uraian Fungsi

(09) : Diisi dengan kode dan uraian Sub Fungsi

(10) : Diisi dengan kode dan uraian Program

(11) : Diisi dengan kode dan nama Kegiatan

(12) : Diisi dengan tanggal transaksi

(13) : Diisi dengan nomor Bukti

(14) : Diisi dengan Uraian Pagu

(15) : Diisi dengan Nilai Transaksi

(16) : Diisi dengan jumlah pembayaran yang
dilakukan dengan mekanisme UP

(17) : Diisi dengan jumlah pembayaran yang
dilakukan dengan mekanisme LS

(18) : Diisi dengan kode akun

(19) : Diisi dengan pagu akun

(20) : Diisi dengan jumlah yang belum di-GU-kan

(21) : Diisi dengan jumlah yang sudah di-GU-kan

8.4. Petunjuk Pembukuan Bendahara Pengeluaran
Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilakukan atas
transaksi Non Kas dan transaksi Kas. Transaksi Non Kas
adalah saat dilakukan transaksi input pagu DIPA dan saat
posting transaksi LS Pihak Ketiga yang keduanya dilakukan
secara otomatis oleh aplikasi. Transaksi Bendahara
Pengeluaran yang menjadi sumber pembukuan
Bendahara Pengeluaran yaitu :
1. Aktivitas penerbitan SPM UP/TUP;
2. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari
UP;
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3.

4.

5.

Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari
SPM-LS Bendahara;

Aktivitas penyaluran dana kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

Aktivitas kas lainya.

Lebih detail, teknis pembukuan Bendahara Pengeluaran
dilakukan sebagai berikut :

1. Transaksi Non Kas

a. Pembukuan saat diterima pagu DIPA

b. Pembukuan saat diterima SPM LS Pihak Ketiga
yang telah diterbitkan SP2Dnya maka dibukukan
langsung pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja sebesar nilai bruto.

2. Transaksi Kas

a. Aktivitas Penerbitan SPM UP/TUP oleh KPA
1) Pada saat Bendahara Pengeluaran menerima
UP dan atau TUP dari KPPN, baik berdasarkan
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
(SPM-UP) yang telah diterbitkan SP2Dnya
maupun dari rekening koran, Bendahara
Pengeluaran melakukan pembukuan sebagai
berikut:
e Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di
sisi debet dan sebesar nilai potongan (jika
ada) di sisi kredit;
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2)

e Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan
Buku Pembantu UP sebesar nilai netto di
sisi debit.

Tidak ada perbedaan pembukuan antara UP
dan TUP. Karena keduanya menambah saldo
bendahara maka di Debet di BKU. Pembukuan
di buku pembantunya, dari sisi tempat
tersimpannya uang, UP dan TUP diterima
melalui bank sehingga menambah saldo bank
dan dicatat Debet di buku pembantu kas. Dari
sisi sumber dananya, UP dan TUP dapat
dikelompokkan sebagai uang muka dari KPPN
sehingga dicatat di buku pembantu UP.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang
Persediaan (SPM-GUP) yang telah diterbitkan
SP2Dnya merupakan dokumen sumber yang
berfungsi sebagai sarana pengisian
kembali/revolving UP dimana pembukuannya
dilakukan sebagai berikut:

e Dibukukan pada BKU sebesar
nilai bruto di sisi debet dan
sebesar nilai potongan (jika ada)
di sisi kredit;

e Dibukukan pada Buku Pembantu
Kas dan Buku Pembantu UP
sebesar bilai netto di sisi debit.

Penerimaan pencairan SP2D GUP
akan berpengaruh menambah saldo
kas bendahara, sehingga dibukukan
Debet di BKU. Selain itu SP2D GUP
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akan menambah saldo bank,
sehingga dibukukan Debet di buku
pembantu kas. Penerimaan
pencairan SP2D GUP juga akan
menghidupkan kembali/menambah
saldo UP, sehingga dibukukan debet
di buku pembantu UP.

3) SPM-GUP Nihil dan atau SPM-PTUP
yang dinyatakan sah merupakan
dokumen sumber sebagai bukti
pengesahan belanja yang
menggunakan UP/Tambahan UP
(TUP) dan dibukukan oleh
Bendahara Pengeluaran sebesar nilai
bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-
out) pada Buku Kas Umum, dan
dibukukan di kolom Sudah Disahkan
pada Posisi UP pada Buku
Pengawasan Anggaran Belanja.
Biasanya SP2D GUP Nihil berkaitan
dengan TUP. Sesuai ketentuan, atas
TUP yang diterimanya satker harus
mempertanggungjawabkan
pengeluarannya dalam bentuk SPM
Pertanggungjawaban TUP, dan
menyetorkan sisa TUP yang tidak
digunakan. Namun demikian ada
juga SP2D GUP Nihil yang sumbernya
dari UP, hal ini umumnya terjadi
pada akhir tahun anggaran.
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Dokumen sumber pembukuan SP2D
GUP Nihil adalah SPM beserta SP2D
GUP Nihil. Sesuai asas bruto, yang
dibukukan adalah jumlah vyang
tercantum di SPM, yang kedua
sesuai dengan namanya SP2D GUP
Nihil tidak ada nilainya (nihil).
Penerimaan SP2D GUP Nihil tidak
akan mempengaruhi saldo kas
bendahara, sehingga dibukukan
Debet/kredit di BKU. Karena tidak
terjadi penerimaan kas, maka tidak
mempengaruhi buku pembantu kas
dan UP. Sesuai dengan fungsinya,
SP2D  GUP  Nihil  merupakan
pengesahan belanja UP/TUP melalui
bendahara, sehingga dibukukan di
buku pengawasan anggaran belanja
kolom sudah disahkan.

b. Aktivitas pembayaran atas uang yang
bersumber dari UP

1)

Pembayaran UP kepada pihak
terbayar/pihak ketiga baru bisa
dilakukan setelah kewajiban pihak
terbayar/pihak ketiga dilaksanakan.
Selanjutnya Bendahara Pengeluaran
wajib meminta SPBy yang
ditandatangani oleh PPK atas nama
KPA dengan dilampiri kuitansi/bukti
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pembayaran sebesar nilai bruto dan
faktur pajak (bila disyaratkan) serta
mengembalikan faktur pajak yang
telah disahkan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada pihak
terbayar/pihak ketiga. Pembukuan
kuitansi/bukti pembayaran dan
faktur pajak diatur sebagai berikut:
e Dibukukan sebesar nilai bruto di
sisi kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu UP dan dicatat di sisi
Bukti Pengeluaran pada Posisi
UP pada Buku Pengawasan
Anggaran Belanja sesuai akun
kredit.
o Dibukukan sebesar nilai faktur
pajak/Surat Setoran Pajak (SSP)
di sisi debet pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas dan
Buku Pembantu Pajak.

Pengaruh  pembayaran belanja
secara tunai adalah mengurangi
saldo kas bendahara, sehingga
dibukukan kredit di BKU. Karena
pembayarannya dilakukan secara
tunai maka pengaruhnya
mengurangi saldo kas tunai dan
dibukukan kredit di buku pembantu
kas. Jika pembayarannya termasuk
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belanja maka berpengaruh pada
sumber dana yang digunakan untuk
membayarnya vyaitu mengurangi
saldo UP, sehingga dibukukan Kredit
dibuku pembantu UP. Karena
pengeluaran belanja sudah
membebani mata anggaran, maka
berpengaruh juga di buku
pengawasan  anggaran  belanja
sebagai pengurang kredit anggaran
belanja mata anggaran vyang
bersangkutan. Sesuai asas bruto
jumlah yang tercantum dalam
kuitansi pembayaran adalah jumlah
kotor termasuk pajak. Setelah
dibayarkan haknya penerima
pembayaran, selaku wajib pungut,
Bendahara Pengeluaran  wajib
memungut pajak atas setiap
pembayaran yang telah memenuhi
ketentuan perpajakan. Penerimaan
pungutan pajak berpengaruh
menambah saldo kas bendahara
sehingga dibukukan Debit di BKU.
Pada umumnya pungutan pajak
diterima secara tunai sehingga
menambah saldo kas tunai dan
dibukukan debet di buku pembantu
kas. Dilihat dari sumbernya, uang
yang diterima oleh bendahara
berasal dari penerimaan pajak,
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pengaruhnya menambah saldo pajak
sehingga dibukukan Debet di buku
pembantu pajak.

2) Setoran atas sisa UP ke Kas Negara
dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran pada akhir kegiatan
atau akhir tahun anggaran dengan
menggunakan SSBP. Sedangkan
setoran atas pungutan pajak
dilakukan segera setelah dilakukan
pungutan/potongan dengan
menggunakan SSP. Pembukuan SSBP
dan SSP dilaksanakan sebagai
berikut:

e SSBP penyetoran sisa UP
dibukukan di sisi kredit pada
Buku Kas  Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu UP.

e SSP pembayaran pajak
dibukukan di sisi kredit pada
Buku Kas  Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu Pajak.

Sesuai dengan persyaratan

pengajuan TUP, Bendahara

Pengeluaran harus menyetorkan sisa

TUP vyang tidak habis digunakan

dalam jangka waktu 1 bulan.

Sedangkan penyetoran sisa UP
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biasanya dilakukan di akhir tahun
anggaran. Penyetoran sisa UP/TUP
ini dilakukan menggunakan formulir
SSBP pada bank persepsi dengan
menggunakan  mata  anggaran
815111 (penerimaan pengembalian
UP dana rupiah).

Setoran ini dianggap sah jika
memperoleh NTPN (Nomor transaksi
penerimaan negara) dan NTB
(nomor transaksi bank). Keabsahan
setoran ini sangat penting bagi
satker, setoran yang tidak sah akan
nampak dan mengakibatkan
perbedaan antara Neraca satker
dengan Neraca KPPN pada saat
rekonsiliasi.

Penyetoran sisa UP/TUP ini akan
berpengaruh mengurangi saldo kas
bendahara, sehingga dibukukan
Kredit di BKU. Karena setoran
dilakukan  secara tunai maka
pengaruhnya akan mengurangi saldo
kas tunai dan dibukukan Kredit di
buku pembantu kas. Karena yang
disetorkan merupakan dana yang
bersumber dari UP/TUP, maka
berpengaruh mengurangi saldo UP
dan dibukukan Kredit di buku
pembantu UP.
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Selain memungut, kewajiban
bendahara sebagai wajib pungut
adalah menyetorkan pajak-pajak
yang telah dipungutnya. Setelah
dipungut pajak-pajak tersebut harus
disetorkan sesuai ketentuan batas
waktu penyetoran. Penyetoran
pajak berpengaruh  mengurangi
saldo kas bendahara sehingga
dibukukan Kredit di BKU. Selain itu
jika penyetoran pajaknya dilakukan
secara tunai maka akan mengurangi
saldo kas tunai sehingga dibukukan
Kredit di buku pembantu kas.
Penyetoran  pajak  berpengaruh
mengurangi saldo  pajak di
bendahara, sehingga dibukukan
Kredit di buku pembantu pajak.

c. Aktivitas pembayaran atas uang yang
bersumber dari SPM-LS Bendahara
1) SPM-LS Bendahara vyang telah
diterbitkan SP2Dnya merupakan
realisasi belanja yang dilakukan oleh
KPA dan mengurangi/membebani
pagu anggaran yang disediakan
dalam DIPA. Pelaksanaan
pembayaran atas SPM tersebut
dilakukan dari Kas Negara kepada
pegawai/pihak  ketiga melalui
Bendahara Pengeluaran.
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2)

Pelaksanaan pembukuannya dimulai

dengan pada saat menerima SPM LS

Bendahara dan diatur sebagai

berikut :

e Dibukukan sebesar ilia bruto di
sisi debet pada Buku Kas Umu
dan dicatat di kolom sudah
disahkan pada posisi UP pada
Buku Pengawasan Anggaran
Belnja sesuai kode akun
berkenaan;

e Dibukukan sebesar nilai
potongan di sisi kredit pada
Buku Kas Umum.

e Dibukukan sebesar nilai netto di
sisi debet pada Buku Pembantu
Kas dan Buku Pembantu LS
Bendahara.

Pada dasarnya pemotongan kepada

pihak terbayar telah dilakukan pada

saat penerbitan SPM-LS Bendahara
dimaksud.  Oleh  karena itu,
pelaksanaan pembayaran dilakukan
atas nilai netto berdasarkan daftar
yang sudah dibuat. Demikian juga
penyetoran atas sisa SPM-LS
Bendahara ke Kas Negara dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dengan
menggunakan Surat Setoran

Pengembalian Belanja (SSPB) apabila

masih di tahun bersangkutan dan
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menggunakan Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) apabila telah lewat
tahun, hal ini dapat dilakukan
apabila  setelah  waktu yang
ditentukan, uang dimaksud tidak
tersampaikan kepada pihak yang
dituju. Pembukuan atas bukti
pembayaran dan SSPB/SSBP
dilakukan sebagai berikut:

o Dibukukan sebesar  tanda
terima/bukti pembayaran di sisi
kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas dan Buku
Pembantu LS Bendahara;

e SSPB/SSBP yang dinyatakan sah,
dibukukan di sisi kredit pada
Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu LS Bendahara.

Pembayaran tunai dari LS Bendahara

berpengaruh mengurangi saldo kas

bendahara sehingga dibukukan Kredit

di BKU. Selain itu berpengaruh

mengurangi saldo kas tunai sehingga

dibukukan Kredit di buku pembantu
kas. Pembayaran tunai dari LS

Bendahara juga berpengaruh

mengurangi saldo LS bendahara

sehingga Kredit di buku pembantu LS

Bendahara.
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3)

4)

Pengaruh  penyetoran sisa LS
Bendahara adalah mengurangi saldo
kas bendahara, dan dibukukan Kredit
di BKU. Penyetoran yang dilakukan
secara tunai berpengaruh
mengurangi saldo kas tunai dan
dibukukan  Kredit pada  buku
pembantu kas tunai.

Karena sumbernya dari LS Bendahara,
maka penyetoran ini mengurangi
saldo LS Bendahara dan dibukukan
Kredit di buku pembantu LS
Bendahara.

Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak
terdapat potongan pajak pihak
terbayar, Bendahara Pengeluaran
wajib melakukan pemotongan pajak
dimaksud pada saat pelaksanaan
pembayaran. Pembukuan dilakukan
sebagai berikut:

SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan
yang dinyatakan sah merupakan
realisasi belanjayang dilakukan oleh
Kuasa PA  dan mengurangi/
membebani pagu anggaran
yangdisediakan dalam DIPA.
Pelaksanaan pembayaran atas SPM
tersebut dilakukan langsung dari Kas
Negara kepada pihak
ketiga/rekanan.  Sehingga, bagi
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satker yang hanya melakukan
pembayaran dengan menggunakan
LS kepada pihak ketiga/rekanan,
tidak perlu ditunjuk Bendahara dan
tidak perlu pembukuan Bendahara.
Namun, dalam hal Bendahara
Pengeluaran yang memiliki DIPA
dengan sistem UP dan LS kepada
Pihak Ketiga maka SPM-LS kepada
pihak  ketiga/rekanan  langsung
dicatat sebagai pengurang pagu di
kolom Sudah Disahkan pada Posisi
UP sesuai akun berkenaan pada
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
tanpa perlu dibukukan dalam BKU
dan Buku Pembantu.

d. Aktivitas penyaluran dana kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
dan  Laporan  Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

1) Penyaluran Dana kepada BPP
Sehubungan dengan fungsi BPP
selaku perpanjangan tangan dari
Bendahara Pengeluaran, penyaluran
dana kepada BPP (baik yang
bersumber dari UP maupun SPM-LS
Bendahara) pada dasarnya belum
merupakan belanja/pengeluaran kas
bagi Bendahara Pengeluaran.
Dengan demikian, kas pada BPP
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masih merupakan uang yangharus
dipertanggungjawabkan oleh
Bendahara Pengeluaran.
Pembukuan penyaluran dana pada
BPP dilaksanakan sebesar tanda
terima/bukti transfer kepada BPP di
sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada
Buku Kas Umum, di sisi kredit pada
Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet
pada Buku Pembantu BPP.

2) LPJ Bendahara Pembantu

BPP melakukan pembukuan atas

transaksi yang dilakukannya

danmempertanggungjawabkannya

kepada Bendahara Pengeluaran

dalam bentuk LPJ-BPP.Selanjutnya

dalam kaitannya dengan penyaluran

dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi

dokumen sumber pembukuan bagi

Bendahara Pengeluaran. Adapun

pembukuan Bendahara Pengeluaran

dilaksanakan sebagai berikut:

1) UpP

e Belanja yang dilakukan oleh

BPP atas UP, dibukukan
sebesar jumlah nilai
pengurangan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu BPP, dan Buku
Pembantu UP, dan dicatat
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sebagai pengurang pagu di
kolom Bukti Pengeluaran
pada Posisi UP sesuai akun
berkenaan pada Buku
Pengawasan Anggaran
Belanja.

e Transfer ke Bendahara
Pengeluaran (pengembalian
sisa UP dari BPP ke
Bendahara Pengeluaran)
dibukukan sebesar jumlah
pengurangan/transfer di sisi
debet dan sisi kredit (in-out)
pada Buku Kas Umum, di sisi
debet pada Buku Pembantu
Kas, dan di sisi kredit pada
Buku Pembantu BPP.

2) Dana LS Bendahara

e Pembayaran (yang dilakukan
oleh BPP) atas dana yang
bersumber dari SPM LS
Bendahara, dibukukan
sebesar jumlah
pengurangan/pembayaran
di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu
BPP, dan Buku Pembantu LS
Bendahara.

e Setoran ke Kas Negara (yang
dilakukan oleh BPP atas
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3)

4)
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nama Bendahara
Pengeluaran) atas sisa dana
yang bersumber dari SPM-LS
Bendahara, dibukukan
sebesar jumlah
pengurangan/setoran di sisi
kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu BPP, dan
Buku Pembantu LS
Bendahara.

Pajak

Pungutan pajak atas
belanja/pembayaran yang telah
disetorkan ke kas negara oleh
BPP atas nama Bendahara
Pengeluaran dibukukan di sisi
debet dan kredit (in-out) pada
Buku Kas Umum, Buku
Pembantu BPP, dan Buku
Pembantu Pajak.

Dana Lain-Lain

e Dibukukan sebesar jumlah
penambahan di sisi debit
pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Pembantu BPP,
dan Buku Pembantu Lain-
lain.
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e Dlbukukan sebesar jumlah
pengurangan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu BPP, dan Buku
Pembantu Lain-Lain.

Sebelum melakukan
pembukuan atas LPJ -BPP,
Bendahara Pengeluaran waijib
menguji kebenaran LPJ-BPP
terkait dengan penyaluran dana
dari Bendahara Pengeluaran
kepada BPP dan pengembalian
sisa UP dari BPP kepada
Bendahara. Dalam hal terjadi
perbedaan, Bendahara
Pengeluaran wajib
mengkonfirmasikan kepada
BPP. Berdasarkan metode
pembukuan ini, maka saldo

Buku Pembantu BPP
merupakan bagian dari saldo
BKU.

e. Aktivitas kas lainya.

Bendahara Pengeluaran wajib
membukukan dan mempertanggung-
jawabkan seluruh uang yang diterimanya
dan seluruh uang yang ada di satker
tersebut. Sebab, pada dasarnya, hanya
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Bendahara yang berhak mengelola uang
satker  tersebut. Namun,  untuk
mengantisipasi kemungkinan adanya
penerimaan di luar aktivitas tersebut di
atas, pembukuan dilakukan sebagai
berikut:

1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan
di sisi debet pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu Lain-Lain.

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang
merupakan setoran atas penerimaan
lain-lain, dibukukan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu
Lain-Lain.

Sementara untuk uang yang ada di

satker namun tidak langsung dikelola

oleh Bendahara Pengeluaran, misalnya
hibah dan/atau bantuan sosial (bansos),
tetap harus dibukukan oleh Bendahara

Pengeluaran sebagai berikut:

1) Bukti penerimaan (bisa berupa
rekening koran) dibukukan sebesar
penerimaan yang terjadi di sisi
debet pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu
Lain-lain

2) Bukti pengeluaran (bisa berupa
rekening koran) dibukukan sebesar
pengeluaran yang terjadi di sisi
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kredit pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu
Lain-lain;

3) Dalam hal hibah dan/atau bantuan
social tersebut telah tercantum
dalam DIPA maka  jumlah
pengeluaran  tersebut  dicatat
sebagai realisasi anggaran pada
Buku Pengawasan Anggaran
Belanja

8.5. Perekaman Aplikasi Pembukuan Bendahara
Pengeluaran

Perekaman pembukuan bendahara pada aplikasi

bendahara pengeluaran dilaksanakan pada aplikasi SAS

(Sistem Aplikasi Satuan Kerja).

Sebelum bisa melaksanakan perekamnan transaksi

pembukuan pada aplikasi SAS, pemegang user admin

aplikasi SAS pada satuan kerja harus merekam user

bendahara terlebih dahulu.

Pada Aplikasi SAS, hal yang perlu diperhatikan sebelum

merekam data/transaksi adalah :

1. Data pada BPP harus tercatat untuj tujuan pengisian
referensi pada perekaman user;

2. Persiapkan data (Nama, NIP dan SK) Pejabat
Bendahara yang ditunjuk.

Langkah-langkah perekaman pada aplikasi Pembukuan
Bendahara Pengeluaran :
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1. Masuk menggunakan user yang sudah direkam pada
user admin

USER |

w PASSWORD
SERVER P | | [ Loam | sataL

2. Pada menu awal aplikasi simserba terdapat 4
menu utama, yaitu Bendahara Pengeluaran,
Referensi, Utillity dan, Keluar
& Aplikasi SAS 2018

Bendahara Pengeluaran Referensi  Utility Keluar

3. Pada menu Bendahara Pengeluaran, terdapat
menu :
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'Bendahara Pengeluaran |

Catat Nomor SP2D
RUH Saldo Awal
RUH Kuitansi

RUH Pajak

RUH Transaksi
RUH DRPP

Data BPP

Data PUM

Posting

Cetak Buku
Berita Acara
Cetak LPJ

Catat Nomor SP2D
Submenu ini digunakan untuk mencatat
nomor SP2D setelah SPM UP/GUP/TUP/LS
Bendahara selesai diproses pada SPAN. Pada
proses ini, nomor SP2D bisa diimport dari
aplikasi OM SPAN.

RUH Saldo Awal

Submenu RUH Saldo Awal merupakan menu
yang disediakan untuk melakukan
perekaman saldo awal Bendahara
Pengeluaran (jika ada)

RUH Kuitansi
Submenu RUH Kuitansi disediakan untuk
mencatat kuitansi supaya bisa membebani
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Uang Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan. Pada submenu ini juga
merupakan tempat untuk

memotong/memungut pajak.

d. RUH Pajak

Submenu RUH Pajak disediakan untuk
merekam pajak yang sudah direkam
potongan/pungutannya pada submenu
kuitansi. Atau belum dipotong atau dipungut
pada submenu RUH Kuitansi. Pada submenu
RUH Pajak, bendahara pajak juga merekam
setoran yang sudah disetor pada Rekening
Kas Negara dan sdah mendapatkan NTPN.

e. RUH Transaksi
Submenu RUH Transaksi merupakan muara
dari semua RUH vyang dilaksanakan oleh
Bendahara, yaitu :
1) Pembukuan DIPA
2) SPM LS Bendahara
3) Pembayaran SPM LS Bendahara
4) SPM UP/TUP
5) Setor Sisa UP/TUP
6) PU Bank
7) Transaksi UP
8) Pungut Pajak
9) Setor Pajak
10) SPM GUP
11) SPM GUP Nihil
12) Bayar Uang Muka (Tunai)
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13) Bukti Uang Muka/Rampung
14) Kekurangan Uang Muka (Tunai)
15) Kelebihan/Pengembalian Uang Muka
16) Transfer ke BPP

17) Tunai ke BPP

18) Pengembalian Transfer BPP

19) Pengembalian Tunai BPP

20) Menerima LPJ BPP

21) Terima Transfer BPP

22) Pengembalian Tunai BPP

23) Menerima LPJ BPP

24) Terima Transfer BP

25) Terima Tunai BP

26) Terima Transfer Uang Lain-lain
27) Terima Tunai Lain-lain

28) SPM LS Pihak 3

29) Setor Bank

30) Transfer Keluar Lain-lain

31) Keluar Tunai Lain-lain

32) Transaksi UP (Transfer)

33) Transfer SPM LS Bendahara ke BPP
(Transfer)

34) Transfer SPM LS Bendahara ke BPP
(Tunai)

35) Terima Transfer SPM LS Bendahara dari
BP

36) Terima Transfer SPM LS Bendahara dari
BP (Tunai)

37) Pengembalian Pembayaran SPM LS
(Tunai)
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38) Pengembalian Pembayaran SPM LS
(Transfer)

39) Pungut Pajak Via Rekening

40) Setor Pajak Via Rekening

41) Stor Pajak TA Lalu (Tunai)

42) Transaksi UP TA Lalu (Tunai)

43) Pembayaran LS Bendahara TA Lalu
(Tunai)

44) Setor Sisa UP (Transfer)

45) Pembayaran Uang Muka (Transfer)

46) Kekurangan Uang Muka (Transfer)

47) Kelebihan/Pengembalian Uang Muka
(Transfer)

48) Bayar Uang Muka dari Lain-lain secara
tunai

49) SPJ Uang Muka dari Lain-lain

50) Pengembalian Uang Muka dari Lain-lain
secara tunai

51) Bayar Uang Muka dari Lain-Lain secara
transfer

52) Pengembalian Uang Muka dari Lain-Lain
(Transfer)

f. RUH DRPP
RUH DRPP merupakan menu yang disediakan
untuk merekap DRPP yang merupakan
gabungan dari seluruh kuitansi. DRPP
merupakan dokumen sumber  untuk
pencetakan SPM  GUP dan SPM
Pertanggungjawaban TUP.
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g. Data BPP
Data BPP merupakan data yang direkam
pada saat terdapat Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja.

h. Posting
Posting merupakan tahap yang dilakukan
sebelum mencetak Buku Bendahara dan LPJ
Bendahara.

i. Cetak Buku
Cetak Buku digunakan untuk mencetak Buku
Bendahara.

j. Berita Acara
Berita Acara digunakan untuk mencetak
Berita Acara

k. Cetak LPJ
Submenu Cetak LPJ digunakan untuk
mencetak LPJ dan Lampiran LPJ

Menu Referensi disediakan untuk melengkapi
data Bendahar Pengeluaran mulai Pejabat,
Rekening, dll
Utility digunakan untuk mengirimkan ADK LPJ
Bendahara.

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran




PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB

PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN

9.1 Ketentuan Umum LPJ Bendahara Pengelu-
aran

9.2 Rekonsiliasi Internal

9.3 Pencetakan LPJ Bendahara pada Pembuku-
an Bendahara Pengeluaran




245

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN

Bab ini membahas tentang penyusunan Laporan

Pertangungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagai ujung

tugas dari Bendahara Pengeluaan. Setelah membaca bab ini,

pembaca diharapkan :

1. Memahami Ketentuan Umum LPJ Bendahara
Pengeluaran.

2. Memahami Proses Rekonsiliasi Internal dengan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Petugas UAKPA.

3. Memahami Proses Pencetakan LPJ Bendahara
Pengeluaran melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara
Pengeluaran.

9.1. Ketentuan Umum LPJ Bendahara Pengeluaran

Laporan Pertanggungjawaban (disingkat LPJ) Bendahara
Pengeluaran/BPP merupakan ujung dari tugas seorang
Bendahara Pengeluaran/BPP. LPJ ini disampaikan kepada
Kuasa BUN (KPPN), Menteri/Pimpinan Lembaga dan BPK.
Mengingat LPJ Bendahara akan dilakukan verifikasi,
untuk memudahkan proses verfikasi oleh KPPN maka
bentuk dan format LPJ Bendahara dibuat seragam.

LPJ Bendahara Pengeluaran/BPP terdiri atas bagian 6

bagian, yaitu:

1. Data satker (Kode BA, Eselon |, Provinsi/Kab./Kota,
Satker, dan alamat) dan data DIPA (Karwas &
Kewenangan, Jenis, Nomor dan Tanggal DIPA, serta
KPPN Mitra kerja). Data ini relatif tidak banyak
berubah sepanjang tahun.
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2. Data keadaan Pembukuan, berisi data saldo dan
Nomor Bukti terakhir pada BKU serta keadaan Saldo
Awal, Penambahan, Pengurangan, dan Saldo Akhir
setiap Buku Pembantu. Data pada bagian inilah yang
menjadi gambaran hasil pembukuan Bendahara
Pengeluaran/BPP.

3. Data hasil pemeriksaan kas atas uang yang ada di
brankas dan di rekening (berdasarkan Daftar Rincian
Kas di Rekening). Dalam hal ini, Daftar Rincian Kas di
Rekening menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
LPJ Bendahara Pengeluaran/BPP.

4. Data perbandingan antara saldo kas pada
pembukuan dengan hasil pemeriksaan. Data ini
menjadi salah satu perhatian berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan Kas vyang harus dilakukan
sebelum disusun LPJ Bendahara Pengeluaran/BPP.

5. Data hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan
dengan UAKPA beserta perbandingannya. Dalam hal
ini, adanya kuitansi yang belum disahkan menjadi
informasi penting untuk disandingkan dengan saldo
pembukuan sebelum dibandingkan dengan UAKPA.

6. Penjelasan atas selisih perbandingan antara saldo kas
pembukuan dengan hasil pemeriksaan kas dan selisih
perbandingan hasil rekonsiliasi internal.

9.2. Rekonsiliasi Internal
Dalam Proses Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran,

diperlukan data masukan yang andal sehingga LPJ yang
terbentuk juga bisa diandalkan. Proses masukan data ini,
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dilakukan dengan 2 proses, yaitu verifikasi pada dokumen
sumber serta rekonsiliasi dengan pejabat keuangan
lainnya, vyaitu Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Petugas UAKPA.

9.2.1. Rekonsiliasi Dengan Bendahara Penerimaan

Proses Rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan
merupakan upaya untuk memastikan bahwa belanja
yang dilaksanakan dengan perolehan PNBP Satker
dilaksanakan dengan akurat dan sesuai peraturan
yang mengatur tentang MP pada masing-masing
Kementerian/Lembaga.

9.2.2. Rekonsiliasi Dengan Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP)

Proses rekonsiliasi internal antara Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP) dilakukan sebagai pertanggungjawaban dari
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Rekonsiliasi antara Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan tanoa
pemberitahuan terlebih dahulu. Tujuan pemeriksaaan
ini adalah untuk meneliti kesesuaian antara saldo
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buku dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran dan
BPP.

9.2.3. Rekonsiliasi Dengan Petugas UAKPA

Proses Rekonsiliasi dengan UAKPA dilakukan minimal
sebulan sekali sebelum dilaksanakan rekonsiliasi
dengan KPPN. Rekonsiliasi internal dengan UAKPA ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk meneliti
kesesuaian saldo UP/TUP dan selain UP/TUP antara
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dengan
Laporan Keuangan UAKPA. Hasil dari rekonsiliasi ini
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Kas.
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EERITA ACARA PEMERIESAAN KAS DAN REKONSILAS
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Gambar 36. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi
Meskipun rekonsiliasi antara Bendahara

Pengeluaran dan UAKPA dilaksanakan. Perlu
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dipahami perbedaan antara Kas yang berada di
Bendahara Pengeluaran.

Pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran pada neraca
UAKPA, Kas hanya terbatas pada saldo UP dan/atau
TUP, hal ini dikarenakan seluruh transaksi kas (UP
dan/atau TUP) pada pos Kas di Bendahara
Pengeluaran terpisah dengan pos Kas Lainnya yang
bersifat akrual seperti untuk potongan/pungutan
pajak yang belum disetor dank as lainnya yang
bersumber dasi sumber lainya yang menjadi hak
negara. Oleh karena itu Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Laporan Bendahara terdiri dari :
a. Kasyang bersumber dari UP dan/atau TUP;
b. Kas yang bersumber SPM-LS/SP2D-LS vyang
ditunjukan kepada Bendahara;
c. Kas dari Potongan/Pungutan Pajak dan Bukan
Pajak yang dilakukan oleh Bendahara;
d. Kas dari sumber lainnya yang menjadi hak
negara.

Selain perbedaan pada sisi Kas, perbedaan kedua
pada sisi kuitansi pembayaran yang belum disahkan
melalui SPM/SP2D. Pada Laporan UAKPA Kuitansi
belum dianggap sebagai realisasi yang mengurangi
Pagu Anggaran dalam DIPA sedangkan pada LPJ
Bendahara Pengeluaran sudah dianggap sebagai
realisasi yang mengurangi Pagu Anggaran dalam
DIPA.
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9.3. Pencetakan LPJ Bendahara Pengeluaran Melalui
Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pencetakan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran dilaksanakan melalui aplikasi SAS Modul
Bendahara Pengeluaran. Pencetakan LPJ bisa dilakukan
apabila Bendahara telah merekam Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Langkah pencetakan LPJ Bendahara Pengeluaran melalui
aplikasi pembukuan Bendahara Pengeluaran.
1. Login menggunakan username dan password
yang sudah direkam pada modul admin

USER |

w PASSWORD
SERVER IP [

| [ Loem || BaTAL

2. Masuk menu Bendahara pengeluaran dan pilih
Submenu Berita Acara
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S Apliesi SAS 2018,
[ Bendahara Pengeluaran | Referensi Utility Keluar
Catat Nomor SP2D
RUH Saldo Awal
RUH Kuitansi
RUH Pajak
RUH Transaksi
RUH DRPP
Data BPP
Data PUM
Posting

Cetak Buku

Cetak LPJ
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3. Pilih Rekam

Satker V13T KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWES] TENGGARA
Bandshars | 00C Bendahara Pengeksacan
Pilih No Periode Jeais BP Tunai Brankas BP Bank Rekening UP UAKPA B8P UP
002 [002018_ [BAKAS 0 J 0 0 0] []
I '
Rekam Edit Hapus Pejabal Cetay. Keluse
| ==

4. Isi semua Isian yang berada pada submenu
berita acara
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Keterangan :

1.

10.

11.

Pilih Jenis Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran

Pilih Bulan

Pilih Tahun

Klik “Hitung Saldo”. Maka keseluruhan saldo
berdasarkan pencatatan Bendahara
Pengeluaran akan terisi. Disarankan
bendahara pengeluaran mempunyai
catatan manual, sehingga bisa dicocokkan
pada menu ini. Jika masih terdapat
perbedaan, maka besar kemungkinan
terdapat salah catat pada aplikasi.

Tulis Nomor Berita Acara

Tulis Tanggal Berita Acara

Isi Jumlah Uang di Brankas sesuai dengan
hasil pemeriksaan kas

Isi Jumlah Uang di Rekening sesuai dengan
Rekening Koran dan tanggal transaksi
terakhir pada rekening koran

Tulis tanggal transaksi terakhir

Isi Jumlah Saldo UP dan/atau TUP sesuai
pencatatan UAKPA

Klik Simpan jika data yang telah diisi sudah
benar

5. Setelah Berita Acara disimpan, maka proses
selanjutnya adalah mencetak berita acara.
Berita Acara harus dicetak supaya Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara juga bisa
dicetak.
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6. Masuk pada submenu Cetak LPJ

& Aplikasi SAS 2018
[ Bendahara Pengeluaran | Referensi  Utility Keluar
Catat Nomor SP2D
RUH Saldo Awal
RUH Kuitansi
RUH Pajak
RUH Transaksi
RUH DRPP
Data BPP
Data PUM
Posting

Cetak Buku
Berita Acara

Cetak LPJ
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7. Pilih Bulan yang telah dicatat Berita Acaranya
lalu pilih Tayang

- LP Bendahara Pengeluaran ﬁ

Ko saker [o15752] .

Nama Satker KANWIL DITIEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode @ Bulan | Januari L]

Kota dan Tanggalcetak KOTA KENDARI | 07-03-2018

== ' ==

8. Ada 3 laporan yang harus dicetak, yaitu :
a. Laporan Bendahara Pengeluaran;
b. Data Rincian Kas di Rekening;
c. Laporan Saldo Rekening.
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PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Bab ini membahas tentang tatacara penatausahaan dokumen
yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengaluaran terkait
dengan kegiatannya. Setelah membaca bab ini, pembaca

diharapkan :
1. Memahami Tata Cara Penatausahaan Surat-surat
Berharga.

2. Memahami Tata Cara Penetausahaan Arsip.

10.1. Penatausahaan Surat-Surat Berharga

Pejabat  Perbendaharaan bertanggungjawab  atas
penyelenggaran penatausahaan dokumen transaksi
keuangan Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundag-undangan. Dalam hal
pembayaran tagihan dibebankan pada uang persediaan
yang dikelola bendahara pengeluaran, maka bendahara
pengeluaran bertanggung jawab untuk menatausahakan
transaksi uang persediaan.

Jenis-jenis uang/surat berharga yang harus
ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran meliputi :

a. Uang Persediaan;

b. Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM-LS
Bendahara;

c. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran
yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi
Bendahara selaku wajib pungut;

d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara;

1 Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
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e. Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan boleh dikelola oleh Bendahara.

Masing-masing surat berharga tersebut mempunyai
tahapan tersendiri dalam pengelolaan yang dilaksanakan
oleh Bendahara Pengeluaran yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya.

10.2. Penatausahaan Arsip

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara’.

Berdasarkan definisi tersebut, bendahara pengeluaran
yang  bertugas untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker
Kementerian Negara/Lembaga wajib melaksanakan
penataan arsip guna memastikan setiap kegiatan atau
peristiwa yang tergambarkan dari sisi keuangan terekam
jelas.

2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
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Arsip dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
1. Arsip Dinamis
Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip
dinasmis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
Arsip dinamis meliputi :
a. Arsip Vital
Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui
dan tergantikan apabila rusak dan hilang.
b. Arsip Aktif
Arsip aktif adalah arsip vyang frekuensi
penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
c. Arsip Inaktif
Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.
2. Arsip Statis
Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah
habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis
menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Pada UU Nomor 43 Tahun 2009, selain mengatur
tentang penatausahaan arsip, juga mengatur tentang
Ketentuan Saksi dan Pidana jika pejabat yang
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bertanggungjawab tidak melaksanakan kearsipan
dengan benar.
1. Ketentuan Pemberian Sanksi
Terhadap Pejabat dan/atau pelaksana yang
melakukan pelanggaran dalam
penyelenggaraan kearsipan dalam UU No. 43
tahun 2009 diatur sanksi sebagai berikut :

e Pejabat dan/atau pelaksana yang
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4),
Pasal 27 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan
Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Apabila selama 6 (enam) bulan tidak
melakukan perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana dikenai sanksi
administratif berupa penundaaan
kenaikan gaji berkala untuk paling
lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya
apabila selama 6 (enam) bulan
berikutnya tidak melakukan perbaikan,
pejabat dan/atau pelaksana dikenai
sanksi administratif berupa
penundaaan kenaikan pangkat untuk
paling lama 1 (satu) tahun.

e Pasal 79 (1) Pejabat dan/atau
pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dikenai
sanksi administrative berupa teguran
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tertulis. Apabila selama 6 (enam) bulan
tidak melakukan perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana dikenai sanksi
administratif berupa penurunan gaji
sebesarsatu kali kenaikan gaji berkala
untuk paling lama 1 (satu) tahun.
Apabila selama 6 (enam) bulan
berikutnya tidak melakukan perbaikan,
pejabat dan/atau pelaksana dikenai
sanksi administratif berupa penurunan
pangkat pada pangkat yang setingkat
lebih rendah untuk paling lama 1 (satu)
tahun.

e Pasal 80 (1) Pejabat, pimpinan instansi
dan/atau pelaksana yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat
(1), dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis. Apabila
selama 6 (enam) bulan tidak
melakukan perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi dan/atau pelaksana
dikenai sanksi administratif berupa
penurunan pangkat pada pangkat yang
setingkat lebih rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun. Apabila selama 6
(enam)  bulan berikutnya tidak
melakukan perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi dan/atau pelaksana
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dikenai sanksiadministratif berupa
pembebasan dari jabatan.

Ketentuan Pidana

Terhadap Pejabat dan/atau pelaksana yang

melakukan pelanggaran dalam

penyelenggaraan kearsipan dalam UU No. 43

tahun 2009 dapat diberikan sanksi pidana

sebagai berikut :

e Setiap orang vyang dengan sengaja
menguasai dan/atau memiliki arsip
negara untuk kepentingan sendiri atau
orang lain yang tidak berhak dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja
menyediakan arsip dinamis kepada
pengguna arsip yang tidak berhak
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua
puluh lima juta rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja tidak
menjaga keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip negara yang terjaga
untuk kepentingan negara dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak
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Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah).
e Pejabat yang dengan sengaja tidak
melaksanakan pemberkasan dan

pelaporan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja tidak
menjaga kerahasiaan arsip tertutup
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

e Setiap orang yang dengan sengaja
memusnahkan arsip di luar prosedur yang
benar dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

e Setiap orang yang memperjualbelikan
atau menyerahkan arsip yang memiliki
nilai guna kesejarahan kepada pihak lain
di luar yang telah ditentukan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta
dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
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PANDUAN TEKNIS
BENDAHARA PENGELUARAN

BAB TAMBAHAN :

BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANA UMUM (BLU)

11.1 Pengelolaan Keuangan BLU
11.2 Petunjuk Pembukuan Bendahara Pengeluaran BLU

11.3 Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Kas Tunai
dan Buku Pembantu Kas Bank

11.4 Petunjuk Pembukuan Dokumen

11.5 Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Uang Muka
(Voucher)

11.6 Petunjuk Pembukuan Koreksi atas Kesalahan
Pembukuan

11.7 Petunjuk Pembukuan Jasa Giro dan Biaya Admin-
istrasi Bank

11.8 Petunjuk Pembukuan atas Valuta Asing

11.9 Petunjuk Penomoran dan Penanggalan pada Bukti
Pembukuan Bendahara
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TAMBAHAN : BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Pada Bab ini, akan dijelaskan secara umum tentang

Pengelolaan Keuangan BLU secara umum dan Petunjuk

Pembukuan. Untuk Pengelolaan BLU secara keseluruhan akan

diterbitkan pada Panduan Teknis selanjutnya. Setelah

membaca bab ini, pembaca diharapkan:

1. Memahami tentang pengelolaan Keuangan BLU

2.  Memahami tentang Pembukuan Bendahara Pengeluaran
BLU

3.  Memahami tentang Pembukuan Buku Pembantu Kas
Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank

4. Memahami tentang Pembukuan Dokumen Penyetoran
Ke Kas Negara

5.  Memahami tentang Pembukuan Buku Pembantu Uang
Muka (Voucher)

6. Memahami tentang Pembukuan Koreksi Atas Kesalahan
Pembukuan

7. Memahami tentang Pembukuan Jasa Giro dan Biaya
Administrasi Bank

8. Memahami tentang Pembukuan Atas Valuta Asing

9. Memahami tentang Penomoran dan Penanggalan pada
Bukti Pembukuan Bendahara

11.1. Pengelolaan Keuangan BLU

Secara teknis, aktivitas Bendahara pada BLU adalah

menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang

dikelola oleh BLU. Adapun uang/surat berharga yang

ditatausahakan tersebut meliputi :

a. Dana Operasional, yaitu: seluruh penerimaan dan
pengeluaran kegiatan operasional BLU.
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b. Dana Pengelolaan Kas, yaitu: idle cash BLU terkait
dengan pengelolaan kas, berupa deposito dan
investasi jangka pendek.

c. Dana Kelolaan, yaitu seluruh dana yang tidak dapat
dimasukkan ke dalam dana operasional dan dana
pengelolaan kas, antara lain: dana bergulir dan dana
yang belum menjadi hak BLU.

Pada instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) terdapat 2

bendahara yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran. Adapun pembagian kewenangan dalam

penatausahaan uang/surat berharga bagi kedua

bendahara tersebut sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan menatausahakan seluruh
uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU.

b. Bendahara Pengeluaran menatausahakan seluruh
uang/surat berharga dalam rangka keperluan belanja
BLU.

c. Dalam hal terdapat uang yang tidak tercakup pada
huruf a dan huruf b, dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara pada instansi yang menerapkan PPK BLU wajib
menatausahakan seluruh uang/surat berharga dalam
brankas dan/atau rekening sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Terkait dengan pembagian kewenangan
penatausahaan uang/surat berharga tersebut, Bendahara
Penerimaan mengalihkan uang/surat berharga yang
dikelolanya menjadi deposito dan/atau investasi jangka
pendek setelah mendapat perintah dari pemimpin BLU
atau pejabat yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan
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menyalurkan uang kepada Bendahara Pengeluaran
berdasarkan perencanaan dan/atau permintaan dana
dengan perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang
ditunjuk.

Perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk
tersebut dituangkan dalam dokumen yang bentuk dan
formatnya ditentukan oleh masing-masing BLU.
Selanjutnya, Bendahara Penerimaan wajib membuat
catatan atas jenis uang dan besar uang yang disalurkan
kepada Bendahara Pengeluaran. Sedangkan BLU yang
masih menyetorkan sebagian pendapatannya ke Kas
Negara maka penyetorannya dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Bendahara Pengeluaran menerima dan mengelola uang
yang berasal dari dana Rupiah Murni DIPA BLU yang
bersangkutan dan/atau yang diterima dari Bendahara
Penerimaan untuk digunakan sesuai rencana kebutuhan.
Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan uang yang
berasal dari Rupiah Murni tersebut mengikuti peraturan
yang berlaku. Adapun tata cara penatausahaan dan
pengelolaan uang vyang berasal dari Bendahara
Penerimaan sebagaimana dilakukan sesuai peraturan/SOP
intern satker BLU terkait.

Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran
atas uang yang ditatausahakannya setelah mendapat
perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk.
Perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk
terkait dengan pembayaran atas uang vyang
ditatausahakannya dituangkan dalam dokumen vyang
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bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing
BLU. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran dapat
menyalurkan dana kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) sesuai perencanaan dan/atau
permintaan dana dengan memperhatikan ketersediaan
dana vyang dikelolanya. BPP menerima dana dari
Bendahara Pengeluaran untuk digunakan sesuai rencana
kebutuhan. Atas penyaluran dana oleh Bendahara
Pengeluaran kepada BPP tesebut, BPP menyampaikan
pertanggungjawaban  penggunaan uang  kepada
Bendahara Pengeluaran.

11.2. Petunjuk Pembukuan Bendahara Pengeluaran BLU

Secara teknis, pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran
adalah pembukuan terkait uang yang dikelola berupa :
Uang Persediaan (UP), Langsung (LS) kepada Bendahara,
PNBP/Pendapatan BLU yang diterima dari Bendahara
Penerimaan, Pajak, Uang Pihak Ketiga, Dana Bergulir,
Uang Titipan, dan Hibah/Donasi/Sumbangan Non-
Pemerintah. Adapun pembukuannya diatur sebagai
berikut:

1. Penginputan pagu anggaran dilakukan di sisi debet-
kredit (in-out) pada BKU dan di sisi pagu anggaran
pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Namun,
mengingat belanja dari dana Rupiah Murni (UP /TUP
dan LS Bendahara), PNBP/Pendapatan BLU, maupun
hibah/donasi/sumbangan berada dalam satu DIPA,
Buku Pengawasan Anggaran Belanja harus bisa
membedakan sumber dana yang digunakan untuk
masing-masing belanja.
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Transaksi atas UP dan LS Bendahara diatur sebagai
berikut: Bagi BLU yang masih menerima dana berupa
UP dan LS Bendahara, teknis pembukuannya tetap
mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan terkait yang secara umum adalah
sebagai berikut:

a. Pada saat Bendahara Pengeluaran menerima UP
dan/atau TUP dari KPPN, Bendahara Pengeluaran
melakukan pembukuan sebagai berikut:

e Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto
di sisi debet dan sebesar nilai potongan
(jika ada) di sisi kredit.

e Dibukukan pada Buku Pembantu Kas
dan Buku Pembantu UP sebesar nilai
neto di sisi debit

b. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang
Persediaan (SPMGUP) yang telah diterbitkan
SP2D-nya sebagai sarana pengisian kembali
revolving UP dibukukan sebagai berikut:

e Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto
di sisi debet dan sebesar nilai potongan
(jika ada) di sisi kredit.

e Dibukukan pada Buku Pembantu Kas
dan Buku Pembantu UP sebesar nilai
neto di sisi debit.

c. SPM GUP Nihil dan/atau SPM-TUP vyang
dinyatakan sah merupakan dokumen sumber
sebagai bukti pengesahan belanja yang
menggunakan UP/Tambahan UP (TUP) dan
dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar
nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out)
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pada BKU, dan dibukukan di kolom Sudah
Disahkan pada Posisi UP pada Buku Pengawasan
Anggaran Belanja.

d. Pembukuan kuitansi
Pembukuan kuitansi/bukti pembayaran dan
faktur pajak diatur sebagai berikut:

Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas,
dan Buku Pembantu UP, dan dicatat di
sisi Bukti Pengeluaran pada Posisi UP
pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja sesuai akun terkait.

Dibukukan  sebesar nilai  faktur
pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) di sisi
debet pada BKU, Buku Pembantu Kas,
dan Buku Pembantu Pajak.

e. Pembukuan SSBP dan SSP dilaksanakan
sebagai berikut :

SSBP penyetoran sisa UP dibukukan di
sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu
Kas, dan Buku Pembantu UP.

SSP Pembayaran Pajak dibukukan di sisi
kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas,
dan Buku Pembantu Pajak

f. SPM/SP2D LS Bendahara dibukukan sebagai
berikut:
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o Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi
debet pada BKU dan dicatat di kolom
Sudah Disahkan pada posisi UP pada
Buku Pengawasan Anggaran Belanja
sesuai kode akun berkenaan.

e Dibukukan sebesar nilai potongan di sisi
kredit pada BKU.

e Dibukukan sebesar nilai neto di sisi
debet pada Buku Pembantu Kas dan
Buku Pembantu LS Bendahara.

Pembukuanatas bukti pembayaran dan
SSPB/SSBP dari LS Bendahara dilakukan
sebagai berikut:

e Dibukukan sebesar tanda terima/bukti
pembayaran di sisi kredit pada BKU,
Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu LS Bendahara.

e SSPBISSBP yang dinyatakan sah,
dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS
Bendahara.

Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak terdapat
potongan pajak pihak terbayar, Bendahara
Pengeluaran wajib melakukan pemotongan
pajak dimaksud pada saat pelaksanaan
pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai
berikut:
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e Dibukukan sebesar nilai potongan
pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada
BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu Pajak.

e Saat dilakukan penyetoran dengan
menggunakan SSP yang dinyatakan sah
maka dibukukan di sisi kredit pada BKU,
Buku Pembantu Kas, dan Buku
Pembantu Pajak.

3. Transaksi Penyaluran Dana ke BPP

a.

Pada saat Bendahara  Pengeluaran
menyalurkan dana ke BPP, Bendahara
Pengeluaran harus bisa merinci jenis dan
besar uang yang disalurkan serta dibukukan
di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU,
debet pada Buku Pembantu BPP, dan kredit
pada Buku Pembantu Kas.

Pada saat menerima LPJ BPP dan telah jelas
penggunaan dari masing-masing jenis uang,
Bendahara Pengeluaran membukukan di
sisi kredit pada BKU dan Buku Pembantu
BPP sebesar jumlah keseluruhan uang yang
terpakai serta pada buku pembantu sesuai
jenis uang terkait sejumlah pemakaian
masing-masing.

4. Transaksi Uang Lainnya

a.

Pada saat diterima uang lainnya, Bendahara
Pengeluaran membukukan di sisi debet
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pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku
Pembantu Lainnya.

b. Pada saat uang lainnya itu digunakan atau
dibayarkan sesuai peruntukannya,
Bendahara Pengeluaran membukukan di
sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas
dan Buku Pembantu Lainnya.

11.3. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Kas Tunai
dan Buku Pembantu Kas Bank

Apabila dipandang perlu, Buku Pembantu Kas dapat
dibedakan menurut sifatnya, yaitu Buku Pembantu Kas
Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank. Dalam hal
pembukuan dibedakan menurut sifatnya, transaksi
pengambilan dari rekening bendahara dibukukan di sisi
debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku
Pembantu Kas Tunai dan di sisi kredit pada Buku
Pembantu Kas Bank sedangkan untuk penyetoran uang
tunai ke rekening Bendahara dibukukan di sisi debet dan
kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku
Pembantu Kas Tunai dan di sisi debet pada Buku
Pembantu Kas Bank.

Dalam hal Bendahara mengelola lebih dari satu rekening,
Buku Pembantu Kas Bank bisa digunakan untuk semua
rekening tersebut. Namun, dalam hal Bendahara
mengelola uang dalam bentuk rupiah dan valas, Buku
Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank
dipisahkan untuk setiap mata uang.
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11.4. Petunjuk Pembukuan Dokumen Penyetoran Ke Kas
Negara

Dalam hal penyetoran ke kas negara menggunakan sistem
MPN G-2 yang tidak lagi menggunakan SSP dan SSBP,
pembukuan bendahara adalah berdasarkan Bukti
Penerimaan Negara (BPN) baik yang merupakan output
dari teller, ATM, e-banking maupun EDC. Penyetoran pada
Bendahara BLU sama seperti tata cara penyetoran pada
PNBP Umum yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

11.5. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Uang Muka
(Voucher)

Untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas dan/atau
uang muka kegiatan dilakukan setelah menerima perintah
yang ditandatangani oleh Pemimpin BLU atau pejabat
yang ditunjuk. Dalam hal ini Pemimpin BLU atau pejabat
yang ditunjuk pula yang menentukan uang muka tersebut
dibayarkan dari dana UP/TUP, Pendapatan atau Dana
Hibah/Donasi/Sumbangan Non-Pemerintah.

Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, pejabat/pegawai
vang melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan
bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas kepada
Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Atas dasar
bukti-bukti dimaksud, Pemimpin BLU atau pejabat yang
ditunjuk  menyusun  perhitungan rampung dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/ BPP.
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Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka
perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas mengembalikan kelebihan uang muka
dimaksud  kepada  Bendahara  Pengeluaran/BPP.
Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran
perjalanan dinas, Pemimpin BLU atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan surat perintah yang akan digunakan
oleh Bendahara Pengeluaran/BPP untuk membayarkan
kekurangan dimaksud kepada pejabat/pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas.

Pembukuannya dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemberian Uang Muka Perintah uang muka
perjalanan dinas dibukukan di sisi debet dan
sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit
pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet
pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher).

2. Perhitungan Rampung.

a. Bukti pengeluaran perjalanan dinas
dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku
Pembantu Uang Muka (Voucher), Buku
Pembantu terkait sesuai penetapan
Pemimpin BLU atau pejabat yang
ditunjuk, dan dicatat sebagai pengurang
pagu pada kolom kode akun berkenaan
pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja.

b. Perintah atas kekurangan uang muka
perjalanan dinas dibukukan di sisi debet
dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi
kredit pada Buku Pembantu Kas, dan di
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sisi debet Buku Pembantu Uang Muka
(Voucher).

c. Bukti penerimaan kelebihan uang muka
perjalanan dinas dibukukan di sisi debet
dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi
debet pada Buku Pembantu Kas, dan di
sisi kredit pada Buku Pembantu Uang
Muka (Voucher).

Bendahara Pengeluaran/BPP juga dapat memberikan
Uang Muka Kerja atas permintaan dari Pemimpin BLU atau
pejabat yang ditunjuk. Pejabat/pegawai yang ditunjuk
berdasarkan perintah dimaksud agar melampirkan:

1. Rencana pelaksanaan
kegiatan/pembayaran;

2. Kebutuhan dana; dan

3. Batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja dari
penerima uang muka kerja tersebut.

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pejabat/pegawai
yang menerima uang muka kerja menyampaikan
pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterimanya
dengan menyampaikan bukti pengeluaran kepada
Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk berupa:

1. Kuitansi/ bukti pembelian yang telah
disahkan oleh Pemimpin BLU atau pejabat
yang ditunjuk beserta faktur pajak dan SSP;
dan

2. Nota/bukti penerimaan barangjjasa atau
dokumen pendukung lainnya yang
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diperlukan dan telah disahkan oleh
Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk.

Atas dasar bukti-bukti dimaksud, Pemimpin BLU atau
pejabat yang ditunjuk menyusun pertanggungjawaban
uang muka kerja dan menyampaikannya kepada
Bendahara Pengeluaran/BPP.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka kerja,
pejabat/pegawai yang menerima uang muka kerja
mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/BPP. Sebaliknya apabila terdapat
kekurangan pembayaran kegiatan, Pemimpin BLU atau
pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah untuk
digunakan Bendahara Pengeluaran/BPP membayarkan
kekurangan dimaksud kepada pejabat/pegawai yang
menerima uang muka kerja.

Adapun pembukuannya dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian Uang Muka Kerja Surat perintah
pemberian uang muka kerja dibukukan di sisi debet
dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada
Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet pada Buku
Pembantu Uang Muka (Voucher).

2. Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja
a. Kuitansi/bukti pembelian dibukukan di sisi kredit

pada BKU, Buku Pembantu Uang Muka
(Voucher), dan Buku Pembantu terkait sesuai
penetapan Pemimpin BLU atau pejabat yang
ditunjuk serta dicatat sebagai pengurang pagu
pada kolom kode akun berkenaan pada Buku
Pengawasan Anggaran Belanja.
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b. Bukti pembayaran kekurangan pembayaran
kegiatan dibukukan di sisi debet dan sisi kredit
(in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku
Pembantu Kas, dan di sisi debet Buku Pembantu
Uang Muka (Voucher).

c. Bukti penerimaan kelebihan uang muka kegiatan
dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out)
pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas,
dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Uang
Muka (Voucher).

11.6. Petunjuk Pembukuan Koreksi Atas Kesalahan
Pembukuan

Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance

yang akan menghasilkan saldo setiap saat membukukan

transaksi. Oleh karena itu, kekeliruan dalam
membukukan transaksi akan berdampak pada kesalahan
beruntun dalam perhitungan saldo buku.

1. Apabila terjadi kesalahan pembukuan yang harus
dilakukan adalah: Pada saat diketahui adanya
kesalahan pembukuan segera dibuatkan Berita Acara
Kesalahan Pembukuan vyang diketahui oleh
Pemimpin BLU atau Pejabat yang ditunjuk.

2. Berita Acara Kesalahan Pembukuan merupakan
dokumen sumber pembukuan koreksi dan dibukukan
sesuai tanggal berita acara sebagai berikut:

a. Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan
yang salah; dan
b. Dibukukan menurut yang seharusnya.
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Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotokopi transaksi
yang salah dibukukan, dan fotokopi pembukuan yang
salah (lembaran BKU dan buku-buku pembantu
berkenaan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
LPJ.

11.7. Petunjuk Pembukuan Jasa Giro dan Biaya
Administrasi Bank

Jasa giro atas saldo kas bendahara sebagaimana tercatat
dalam rekening koran merupakan pendapatan bagi BLU
sehingga pembukuannya merujuk pada penatausahaan
pendapatan lainnya bagi Bendahara Penerimaan dan
pendapatan bagi Bendahara Pengeluaran/BPP. Pajak atas
jasa giro sebagaimana tercatat dalam rekening koran
dibukukan dengan merujuk teknis pembukuan pajak atas
pendapatan. Biaya administrasi bank sebagaimana
tercatat dalam rekening koran diperlakukan sebagai
belanja kantor yang dibebankan pada dana pendapatan
atau  hibah/donasi/sumbangan  (tergantung pada
keputusan Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk) dan
dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas,
Buku Pembantu terkait sesuai ketetapan Pemimpin BLU
atau pejabat yang ditunjuk, dan sebagai pengurangan
pagu dalam Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

11.8. Petunjuk Pembukuan Atas Valuta Asing

Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran/BPP juga mengelola uang dalam valuta asing
selain dalam Rupiah, pembukuan dilakukan secara
terpisah untuk setiap valuta. Hal ini disebabkan
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pembukuan Bendahara adalah berbasis kas tanpa
terpengaruh oleh perubahan kurs. Dalam hal ini,
Bendahara membuat 1 (satu) BKU untuk rupiah dan 1
(satu) BKU valas untuk setiap valas dengan masing-masing
Buku Pembantu Kas (Bank dan/atau Tunai) dan Buku
Pembantu terkait. Namun, seorang Bendahara hanya
menyampaikan 1 (satu) LPJ Bendahara untuk 1 (satu) DIPA
sehingga LPJ Bendahara harus bisa menampilkan saldo
BKU dan BKU valas serta Buku Pembantu terkait.

11.9. Petunjuk Penomoran dan Penanggalan pada Bukti
Pembukuan Bendahara

Dalam melaksanakan pembukuan, Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP

menerapkan sistem nomor bukti yang berfungsi sebagai

identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara

pada BKU dan seluruh buku pembantu.

Nomor Bukti dibuat berdasarkan urutan yang diberikan

bendahara pada waktu menatausahakan dokumen

sumber dalam BKU dan bersifat unik untuk satu tahun

anggaran dimana pembukuan atas DIPA diberi nomor

bukti 0 (nol).

Bendahara Pengeluaran dimungkinkan  menerima

dokumen sumber berupa LPJ-BPP setelah tanggal

transaksi. Atas dokumen sumber dimaksud, penomoran

dan penanggalannya dilakukan sebagai berikut:

1. LPJ-BPP yang diterima dari BPP diberi tanggal
berdasarkan tanggal waktu penerimaannya dengan
penomoran secara berurutan.
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2. Khusus untuk LPJ-BPP akhir tahun anggaran diberi
tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti
urutannya.
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APENDIKS
A

Addendum Kontrak

Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang
berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari
perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian
pokok itu.

Alokasi

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran
yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil
pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara
hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Arsip Data Komputer (ADK)

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media
penyimpanan digital.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
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elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah.

BAS terdiri atas segmen-segmen dan atribut. Segmen adalah bagian
dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi yang
diakses oleh sistem aplikasi. Sedangkan atribut adalah kode
tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen. BAS tidak hanya
bermanfaat pada saat pelaksanaan anggaran semata, namun dimulai
saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Barang Milik Negara (BMN)
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Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Belanja Negara

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara.

C

D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai
acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

DIPA terdiri atas: (1) DIPA Induk; dan (2) DIPA Petikan. DIPA Induk
adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut
unit eselon | K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). DIPA
Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar
pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum Negara. Sementara, DIPA Petikan berfungsi
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan
dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara
Umum Negara.

E

F
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Faktur pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang
kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP).

G
Gaji

Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada
pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang
dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan
pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat
pada gaji.

Gaji Susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum
dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya
tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan
melaksanakan tugas pada suatu tempat.

Kekurangan Gaji adalah kekurangan pembayaran gaji seseorang
pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji
(unsur gaji), sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan
besaran komponen gaji tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya
sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen
penghasilan tersebut.

Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari
pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama empat
bulan berturut-turut.
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Uang Muka Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang
diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk
kepentingan dinas.

H

J

Jaminan Uang Muka

Surat Jaminan Uang Muka yang selanjutnya disebut Jaminan Uang
Muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan
tidak bersyarat (unconditional), yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewwajiban
penyedia barang/jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka
atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasalayanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang.
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang
ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun
sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri
sipil yang diangkat dalam golongan 1, IlI, Il diberikan setelah
mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon
pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali
untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam
golongan ll/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah
mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua)
tahun sekali.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat
KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan vyang berisi
penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di
mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.
Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan,
ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan
dari suatu kegiatan. KAK dalam bahasa Inggris adalah Term Of
Reference yang disingkat TOR.
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KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan
tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan,
pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan
biaya kegiatan.

Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia
barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis
antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

L

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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M

Modul Komitmen

Modul Komitmen adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan
fungsi-fungsi pengelolaan data supplier dan data kontrak yang
meliputi pendaftaran, perekaman, validasi, perubahan, penggunaan,
dan pembatalan data supplier/kontrak, termasuk penerbitan dan
penyampaian Nomor  Register  Supplier/Nomor  Register
Kontrak/informasi penolakan pendaftaran data supplier atau data
kontrak.

N

Nomor Register Kontrak

Nomor unik yang dihasilkan oleh sistem sebagai identitas untuk
setiap entitas data kontrak yang disetujui oleh petugas pemberi
persetujuandata kontrak di KPPN. NRK merupakan kombinasi dari
beberapa kode yang salah satunya adalah nomor Purchase
Order.Dalam aplikasi SPAN, Nomor Register Kontrak memiliki
kesamaan makna/arti dengan “CAN” (Commitment Application
Number).

Nomor Register Supplier

Nomor unik yang dihasilkan oleh sistem sebagai identitas untuk
setiap entitas data supplier yang disetujui oleh petugas pemberi
persetujuandata supplier di KPPN. Entitas data supplier dibedakan
atas setiap kombinasi nama supplier dan NPWP supplier yang unik.
Dalam aplikasi SPAN, Nomor Register Supplier memiliki kesamaan
makna/arti dengan “Nomor Pemasok” atau “SPAN No.Supplier” pada
laporan terkait supplier dan kontrak.
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Pagu

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan
kepada Kernenterian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

Pejabat Perbendaharaan Negara

Bendahara Penerimaan adalah orang vyang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran adalah orang vyang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa
BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam
wilayah kerja yang ditetapkan.
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Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran
dan menerbitkan perintah pembayaran.

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang
selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas
dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud
fisik lainnya.

Pembayaran Langsung

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS
adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat
keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
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Barang/lasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/atau kelompok masyarakat.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah
ada.

Nilai dasar atau prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yaitu
efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel.

Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK adalah dokumen
yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
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sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran).

Q
R

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
diproses dengan beberapa sistem/subsistem vyang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-

K/L)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan
tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian
anggaran Kementerian/Lembaga.

Rencana Penarikan Dana (RPD)

Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah
rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja
dalam periode satu tahun yang dituangkan dalam DIPA.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan adalah daftar yang memuat uraian
Indikator Kinerja Kegiatan, output, komponen, sub komponen, akun,
pagu, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD
Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun yang
dituangkan dalam DIPA.
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Rencana Penarikan Dana Harian yang selanjutnya disingkat RPD
Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang
memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal
penarikan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
dalam rangka pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang masuk dalam kategori transaksi besar.

Rencana Penerimaan Dana adalah rencana penyetoran penerimaan
yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam periode satu
tahun yang dituangkan dalam DIPA.

S

Satuan Kerja

Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah
Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi
yang dibangun guna mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat
Instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran,
bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan,
dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. SAKTI
merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan
pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. Selain
menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah
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juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis
yang dianut oleh SPAN.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem
terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan
anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen
anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa,
manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara,
manajemen kas, dan pelaporan.

Dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat,
terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN, Ditjen
Perbendaharaan meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM-SPAN). Aplikasi OM-SPAN merupakan aplikasi yang
digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam SPAN dan
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web.

Standar Biaya

Standar biaya merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-
K/L), sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Standar biaya berperan penting
untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Satker.

Standar biaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu standar biaya masukan
dan standar biaya keluaran. Peraturan standar biaya terbagi menjadi
dua, yaitu peraturan yang bersifat regelling (pengaturan) dan
beschikking (penetapan). Peraturan standar biaya yang bersifat
regelling, digunakan dalam jangka panjang dan mengatur penerapan
standar biaya itu sendiri. Sedangkan peraturan standar biaya yang
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bersifat beschikking hanya digunakan selama satu tahun (tiap tahun
berganti) dan mengatur penetapan satuan-satuan biaya.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya
disingkat dengan SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung
mulai bulan dihentikan pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan
oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna ANggaran
berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang dan diketahui oleh KPPN setempat.

SKPP berupa surat keterangan yang berisikan informasi bulan
dihentikan pembayaran atas gaji yang diterbikan kepada PNS atas
dasar produk hukum berupa surat keputusan yang diterbitkan oleh
Satker atau Kementerian/Lembaga. Surat keterangan ini
ditandasahkan oleh Kepala KPPN setempat sebagai bukti pegawai
yangb bersangkutan dalam database KPPN tersebut telah
dipindahkan atau telah dimasukkan dalam kategori pegawai
nonaktif.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran UP.
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Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali
pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil
yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan
Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPPPTUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPK, vyang berisi permintaan
pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan
dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan UP.
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Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM untuk mencairkan TUP.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk
menggantikan UP yang telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP
yang membebani DIPA.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
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Supplier

Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas
beban APBN. Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak
yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat
paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi
rekening. Dalam rangka pencatatan Data Supplier pada aplikasi SPAN,
Data Supplier dikelompokkan ke dalam tipe-tipe sebagai berikut:

1.

Satker yaitu penerima pembayaran untuk transaksi yang
dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker

Penyedia barang/jasa yaitu penerima pembayaran untuk
transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen
perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga

Pegawai yaitu penerima pembayaran untuk transaksi belanja
pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima
Penerima BA BUN yang kemudian disebut BABUN, vyaitu
penerima pembayaran untuk transaksi terkait pengelolaan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Penerima transfer daerah yang kemudian disebut Transfer
Daerah adalah penerima pembayaran untuk transaksi belanja
transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa
penerima

Penerima penerusan pinjaman vyang kemudian disebut
Penerusan Pinjaman yaitu penerima pembayaran untuk transaksi
terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan
bantuan sosial yang dibayarkan kepada satu atau beberapa
penerima

Lain-lain yaitu penerima pembayaran untuk transaksi terkait
pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan tipe
lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya.

Struktur Data Supplier paling sedikit berisi:
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1. informasi pokok, yang paling sedikit memiliki elemen data
berupa nama Supplier dan NPWP;

2. informasilokasi, yang paling sedikit memiliki elemen data berupa
kode tipe Supplier dan kode pos; dan

3. informasi rekening, yang paling sedikit memiliki elemen data
berupa nama bank, nama cabang bank, nomor rekening, dan
Nama Rekening.

T

U

Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran
yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi
pagu UP yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.

\Y

W
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